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Abstrak

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan sebuah program pendirian
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) melalui Laznas Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSM Umat)
dalam rangka mengatasi permasalahan ketimpangan dan kemiskinan melalui
pemberdayaan ekonomi umat dengan menjalankan fungsi pendampingan.
Permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah sistem operasional dan
pemberdayaan yang dapat menjaga keberlangsungan aktivitas pemberdayaan
anggota yang berada disekitar pondok pesantren. Penyempurnaan sistem
operasional dan pemberdayaan ini dapat diperoleh melalui evaluasi terhadap Bank
Wakaf Mikro sehingga nantinya dapat dijadkan ro/e model yang ideal untuk model
pemberdayaan masyarakat berbasis pondok pesantren.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan
mengumpulkan data dan gambaran tentang sistem operasioanal dan pemberdayaan
yang dilakukan serta evaluasi Bank Wakaf Mikro. Terdapat tiga Bank Wakaf
Mikro yang diteliti yaitu Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wafa Mandiri yang
diinisiasi pendiriannya oleh Ponpes Assalafi Al Fithrah Kedinding Surabaya, Bank
Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah yang berlokasi di Pondok Pesantren
Denanyar Jombang dan Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera yang
diinisiasi pendiriannya oleh Pondok Pesantren Tebuireng.

Sistem operasional Bank Wakaf Mikro (BWM) yang telah diteliti di
Jombang dan Surabaya pada opesionalnya berbeda dari Lembaga Keuangan Mikro
(LKM) versi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 karena mempunyai kateristik
tersendiri diantara yang utama yaitu tidak diperkenankan menghimpun dan
mengelola dana baik tabungan atau simpanan dari masyarakat (non deposit
taking), menyediakan pendampingan dan pembiayaan diberikan tanpa agunan
dengan menggunakan akad qard dan jua’alah. Sedangkan untuk sistem
pemberdayaan yang digunakan dalam operasional Bank Wakaf Mikro ini
menggunakan model Grameen Bank yang dimodifikasi dengan akad syariah.

Sumber pendapatan BWM yang berasal dari pendapatan non operasional
(bagi hasil deposito) yang digunakan untuk menutupi biaya operasional pada batas
waktu tertentu posisinya pasti akan minus, hal ini karena dana deposito tersebut
juga akan berkurang untuk melayani pengajuan pembiayaan dari anggota. Saran
peneliti untuk OJK agar batasan margin atau fee maksimal 3% pertahun perlu
segera di revisi sehingga LKM Syariah BWM bisa punya alternatif pendapatan
selain bagi hasil deposito, perlu juga variasi produk selain qard dan jualah
sehingga anngota BWM mempunyai banyak pilihan jenis pembiayaan.

Kata kunci : BWM, pemberdayaan
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Abstract

Bank Wakaf Mikro (BWM) is a program to establish a Lembaga
Keuangan Mikro Syariah (LKMS) initiated by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
through Laznas Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSM Umat) in order to overcome
the problems of inequality and poverty through empowering the economic
community by carrying out functions accompaniment. The problems that arise in
this study are operational and empowerment systems that can maintain the
sustainability of the activities of empowering members who are around the
boarding school. Improving the operational and empowerment system can be
obtained through an evaluation of the Bank Wakaf Mikro so that later it can be an
ideal role model for the pesantren-based community empowerment model.

This research is a descriptive qualitative research with the type of
phenomenology research that starts by paying attention and examining the focus
of the phenomenon to be examined, which looks at various subjective aspects of
object behavior. This study uses three samples of the Bank Wakaf Mikro, the
Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri, which was initiated by the Pondok
Pesantren Al Fithrah Kedinding in Surabaya, Bank Wakaf Mikro Denanyar
Sumber Barokah, located in Pondok Pesantren Denanyar Jombang and Bank
Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera which was initiated establishment by
Pondok Pesantren Tebuireng.

The operational system of Bank Wakaf Mikro (BWM) which has been
investigated in 3 (three) institutions in Jombang and Surabaya is professionally
different from the Lembaga Keuangan Mikro (LKM) version of Undang-Undang 1
of 2013 because it has its own characteristics among the main ones that are not
allowed to collect and manage funds both savings or deposits from the community
(non-deposit taking), provide assistance and financing provided without collateral
using the qard contract and also. Whereas the empowerment system used in the
operation of the Bank Wakaf Mikro uses the Grameen Bank model which is
modified by the sharia agreement.

The source of BWM income that comes from non-operational income
(profit sharing from deposits) that is used to cover operational costs at a certain
time limit will certainly be in a minus position, this is because the deposit funds
will also be reduced to serve the financing proposals from members. Researchers
suggest to OJK that the maximum margin or fee limit of 3% per year needs to be
revised immediately so that LKM Sharia BWM can have alternative income
besides profit sharing for deposits, it is also necessary to have variations of
products other than qard and jualah so that BWM members have many types of
financing options.

Keywords : BWM, empowerment
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep tentang koperasi berbasis wakaf, seperti yang muncul di Indonesia
akhir-akhir ini, merupakan hal baru. Hasil penelitian di Bank Indonesia dengan
tema Designing Waqf Based Islamic Financial Institutions Models yang
berlangsung pada 17 Mei 2018 menunjukkan koperasi adalah lembaga yang
diminati oleh para pakar baik akademisi maupun praktisi keuangan untuk
dijalankan dengan basis wakaf, selain bank dan modal ventura. Koperasi berbasis
wakaf ini merupakan ide dari serangkaian pemikiran untuk menciptakan lembaga
keuangan yang asli milik umat Islam, tidak meniru lembaga keuangan manapun
di dunia. Jadi, sifatnya adalah mendesain koperasi berbasis wakaf, karena sejarah
membuktikan bahwa wakaflah yang membuat ekonomi berkembang. '

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan sebuah program pendirian
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) melalui LAZNAS Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSM Umat)
dalam rangka mengatasi permasalahan ketimpangan dan kemiskinan melalui
pemberdayaan ekonomi umat dengan menjalankan fungsi pendampingan.
Pendirian Bank Wakaf Mikro di pesantren juga bertujuan agar para santri bisa

belajar mengelola lembaga keuangan, sehingga Bank Wakaf Mikro (BWM) dapat

'Hendri Tanjung, Quo Vadis Koperasi Syariah (Jakarta: Peluang, 2018), 30.
1



tumbuh besar dan ekonomi umat dapat berjalan dengan baik. 2

Ciri utama Bank Wakaf Mikro dibandingkan dengan lembaga keuangan
lainnya adalah pembiayaan diberikan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp 3
juta dan margin setara tiga persen pertahun.’ Selain itu, disediakan pelatihan dan
pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok dengan sistem
tanggung renteng. Lembaga tersebut tidak diperkenankan mengambil simpanan
dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui
pembiayaan disertai pendampingan usaha. Lembaga ini juga berstatus sebagai
lembaga keuangan mikro syariah yang diberi izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK).4

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan izin kepada 49
lembaga Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren seluruh Indonesia.
Data pada laman Bank Wakaf Mikro Mobile per 5 November 2019, total nasabah
yang sudah dilayani oleh lembaga tersebut berjumlah 11.552 nasabah, dengan
total nilai pembiayaan yang telah disalurkan sebanyak Rp. 22.924.419.000,-.’
Dari 49 Bank Wakaf Mikro yang sudah beroperasi, 14 di antaranya berada di
Jawa Timur, yaitu Bank Wakaf Mikro Minhajut Thullab (Banyuwangi), Bank

Wakaf Mikro Mantenan Aman Makmur (Blitar), Bank Wakaf Mikro Sinar

Ridwan Aji Pitoko, “Bank Wakaf Mikro, Andalan OJK untuk Berantas Rentenir”, dalam
https://ekonomi.kompas.com (6 April 2018).

%Data http://finansial.bisnis.com suku bunga KUR tahun 2018 senilai 7%, data dari
http://uwww.bprsupra.com LPS bank umum rate senilai 6,75%, LPS BPR atau BPRS rate senilai
9,25%, Bl rate 5,50%, sedangkan rata-rata margin dari koperasi syariah di Jawa Timur antara 1-2,5
% perbulan, dari perbandingan seluruh lembaga keuangan yang ada maka nilai margin setara 3%
yang ada di Bank Wakaf Mikro merupakan nilai margin yang paling kecil, Artinya sangat
meringankan sektor mikro yang mengakses pembiayaan tersebut.

*Abdul Hadi, Staf OJK Surabaya, Wawancara, Surabaya, 5 Desember 2018.

SAplikasi Bank Wakaf Mikro Mobile (15 November 2019).


https://ekonomi.kompas.com/
http://uwww.bprsupra.com/

Sukses Bersama (Malang), Bank Wakaf Mikro Al Azhar (Jember), Bank Wakaf
Mikro Al Falah (Jember), Bank Wakaf Mikro Sinar Mandiri Sejahtera (Tuban),
Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri (Sumenep), Bank Wakaf Mikro
Kariman Birajuda Al Karimiyah (Sumenep), Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi
Lirboyo (Kediri), Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera (Kediri), Bank
Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah (Jombang), Bank Wakaf Mikro
Tebuireng Mitra Sejahtera (Jombang), Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah
Sejahtera (Jombang) dan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri
(Surabaya). ° Tiga dari Bank Wakaf Mikro (BWM) di atas akan menjadi objek
penelitian pada riset ini yaitu Bank Wakaf Mikro (BWM) Denanyar Sumber
Barokah (Jombang), Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera
(Jombang) dan Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Fithrah Wava Mandiri
(Surabaya).

Wawancara awal yang penulis lakukan dengan pengelola Bank Wakaf
Mikro (BWM) Al Fithrah Wava Mandiri di Kedinding Surabaya terungkap
beberapa masalah yang menyertai operasional BWM ini, diantaranya adalah soal
kelembagaan, model pemberdayaan, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
terkait program dan keberlangsungan program. ' Berkenaan dengan kelembagaan,
hal yang sangat penting untuk segera dipenuhi adalah ijin nazhir wakaf karena
BWM ini menggunakan wakaf sebagai dana kelolaannya. Sedangkan untuk
model pemberdayaannya karena selama ini pesantren belum pernah menerapkan

model tanggung renteng grameen bank dimana seluruh anggota yang dibiayai

®Aplikasi Bank Wakaf Mikro Mobile (15 November 2019).
’Suroso, Manager BWM Al Fithrah Wava Mandiri, Wawancara, Surabaya, 5 Juli 2018.



adalah wanita maka perlu adaptasi dan pola pendampingannya juga
membutuhkan sumber daya yang kompeten. Tantangan lain adalah pemenuhan
biaya operasional dengan pendapatan yang dibatasi oleh regulasi Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)

Secara regulasi kelembagaan, badan hukum Bank Wakaf Mikro adalah
koperasi yang diterbitkan oleh Kementerian Kopereasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia, sedangkan ijin operasionalnya yang menerbitkan
adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).® Awalnya nama yang digunakan lembaga
ini adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Pemakaian nama “Bank
Wakaf Mikro” hanyalah brand saja yang disematkan Presiden Joko Widodo
ketika menresmikan perdana lembaga ini pada Bank Wakaf Mikro KHAS
Kempek di Cirebon di akhir tahun 2017.

Sebutan “bank” pada lembaga ini menjadi kurang sesuai karena badan
hukum lembaga ini adalah koperasi ° dan pemakaian nama “wakaf" dimaksudkan
agar lembaga ini juga bisa menjadi nazhir wakaf, walaupun Badan Wakaf

Indonesia (BWI) belum mengeluarkan sertifikat nazhir.'® Penggunaan istilah

8pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, bentuk badan hukum
sebagaimana dimaksud adalah: a. Koperasi; atau b. Perseroan Terbatas, sehingga kalau Bank
Wakaf Mikro ini memilih kelembagaannya adalah LKMS maka pilihan badan hukumnya adalah
PT atau koperasi. Perlu dievaluasi juga penggunaan nama bank yang dilekatkan pada Bank Wakaf
Mikro yang berbadan hukum koperasi dan berijin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan.

%pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa
Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas.

"Pasal 10 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nazhir meliputi: a. perseorangan; b.
organisasi; atau c. badan hukum. Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c
hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan : a. pengurus badan hukum yang
bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
dan b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; dan c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan,
kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.



yang sesuai adalah kata mikro karena memang sasaran utama keanggotaannya
adalah masyarakat sekitar pesantren yang berskala mikro.

Kata “wakaf” yang melekat pada nama lembaga tersebut, sebenarnya
mengandung sebuah harapan agar koperasi yang berbasis wakaf ini bisa menjadi
prototype pengelolaan wakaf yang masif di Indonesia. Prinsip umum wakaf
adalah pokok harta yang diwakafkan tidak boleh berkurang dan hasilnya yang
dimanfaatkan. Artinya, wakaf identik dengan pertumbuhan dan ekonomi akan
bertumbuh dengan wakaf. Sejarah menunjukkan bahwa wakaf produktif telah
menggerakkan perekonomian di zaman Turki Ustmani dan wakaf ini
dipraktikkan hampir 300 tahun dari tahun 1555-1823 M. Lebih dari 20 persen
wakaf produktif di kota Busra bertahan lebih dari 100 tahun. Dalam
pengelolaannya, hanya 19 persen wakaf produktif yang tidak bertambabh,
sementara 81 persen mengalami pertambahan. '’

Koperasi yang basisnya wakaf ini juga memunculkan permasalahan
berikutnya yaitu siapa saja yang dapat menjadi anggotanya. Penelitian
menunjukkan bahwa anggota koperasi paling direkomendasikan terdiri dari
lembaga wakaf dan perusahaan yang dimiliki swasta. Maksudnya, lembaga wakaf
dapat menjadi anggota koperasi ini. Begitupun dengan perusahaan swasta, dapat

menjadi anggota koperasi ini.'?

"Hendri Tanjung, Quo Vadis Koperasi Syariah (Jakarta : Peluang, 2018), 31.

2Dana - dana wakaf yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga wakaf disetor sebagai modal awal
koperasi berupa simpanan pokok dan simpanan wajib. Perusahaan swasta pun menyetorkan
simpanan pokok dan wajibnya. Sehingga, anggota terdiri dari 2 jenis, yaitu lembaga wakaf dan
perusahaan swasta. Lalu, anggota ini, memutar modal koperasi untuk usaha. Sisa hasil usaha
(SHU) inilah sebagian yang akan diberikan kepada lembaga—lembaga wakaf dan perusahaan
swasta anggota koperasi. Lembaga wakaf akan menggunakannya sebagai sedekah dan yang akan



Ide terkait dengan koperasi berbasis wakaf ini juga perlu disinkronkan
dengan Undang-Undang Koperasi terutama pasal-pasal yang menyangkut
keanggotaan."> Para pakar lebih memilih orientasi bisnis yang dilakukan oleh
koperasi wakaf adalah seimbang antara bisnis dan sosial. Hal ini menunjukkan
bahwa komersial dan sosial tidak dapat dipisahkan. Bisnis ada komersialnya, dan
ada sosialnya.

Berikutnya level operasi koperasi berbasis wakaf yang direkomendasikan
adalah berbadan hukum dengan skala nasional, berbasis komunitas dan untuk
anggota yang berskala mikro. Hal ini memberi arahan bahwa koperasi berbasis
wakaf yang dapat didirikan adalah koperasi berskala nasional, komunitas, atau
mikro. Koperasi berskala nasional dapat dilakukan oleh koperasi besar, yang
berbasis masyarakat. Koperasi berbasis komunitas dapat dilakukan oleh koperasi
karyawan. Sedangkan koperasi berskala mikro dapat dilakukan oleh koperasi
syariah dan modalnya berbentuk wakaf uang, donasi, dan gardul hasan.

Kehadiran wakaf vang itu diperuntukkan memperkuat permodalan dari
koperasi syariah. Itulah yang sekarang telah dilakukan oleh Badan Wakaf

Indonesia (BWI). BWI sudah memberi izin kepada 143 koperasi syariah untuk

dimanfaatkan untuk penerima manfaat wakaf (maukuf ’alaih). Sebagian keuntungan (SHU) lagi,
diperuntukkan cadangan modal dan sebagian lagi untuk pengurus dan pengelola koperasi.

ByuU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Pasal 17 ayat 1 disebutkan anggota
koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (2) Keanggotaan koperasi dicatat
dalam buku daftar anggota. Yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga negara
Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang
persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar (Pasal 18
ayat 1 dan 2). Jadi berdasarkan Pasal 18 dalam Undang-undang Perkoperasian didapatkan
penjelasan bahwa yang dapat menjadi anggota koperasi adalah orang perorangan bagi koperasi
primer dan badan hukum koperasi untuk koperasi sekunder. Tidak didapati ketentuan perusahaan
swasta dapat menjadi anggota koperasi kecuali perusahaan tersebut berbadan hukum koperasi dan
itupun berlaku untuk koperasi sekunder, padahal pengelolaan nadir wakaf pada koperasi syariah
hanya bisa dilakukan pada koperasi primer.



menjadi nazhir wakaf uang dengan tujuan untuk memperkuat permodalan.
Namun, kendalanya saat ini, pelaporan dari para koperasi syariah tersebut
sebagian besar tidak ada.

Kementerian Koperasi bekerjasama dengan BWI sedang melakukan
monitoring dan evaluasi (monev) kepada koperasi syariah dan BMT yang sudah
diberi izin nazhir wakaf uang secara berkala. Pada Mei 2018, monitoring
dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada 11 koperasi syariah dan BMT.
Hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut merekomendasikan hasil
penghimpunan wakaf uang dapat didayagunakan ke bisnis ritel, bisnis kecil dan
menengah, bisnis besar, manajemen aset, dan investasi. Investasi yang dilakukan
dapat berbentuk sektor riil, maupun sektor keuangan. Bentuk pembiayaan yang
dapat dilakukan ada 3, yaitu equity financing dengan akad mudarabah, dan
musarakah trade financing dengan akad murabahah, ijarah, salam dan istisna’,
dan investasi di sektor riil.'* Sementara itu, bentuk mitigasi risiko yang
dianjurkan dalam penelitian adalah takaful dan pengawasan.

Koperasi Syariah berbasis wakaf juga dapat mengumpulkan zakat dan
infak dari lembaga-lembaga wakaf, karyawan dan anggota. Sementara itu,
koperasi juga dapat mengumpulkan wakaf dari karyawan, anggota dan setiap
muslim non anggota yang ingin berwakaf. Alokasi zakat, infak dan wakaf ini
dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga zakat dan
lembaga-lembaga wakaf yang ada, atau disalurkan sendiri kepada mustahik untuk

tujuan konsumtif maupun produktif. Jelaslah bahwa ke depan, koperasi syariah

“Hendri Tanjung, Quo Vadis Koperasi Syariah (Jakarta: Peluang, 2018) , 31.



hendaknya juga mengelola wakaf, disamping zakat, infak dan sedekah.
Mengelola wakaf, bisa berarti dua pola. Pola pertama, adalah mengumpulkan
wakaf uang untuk dijadikan modal. Kedua adalah wakaf melalui uang,
diperuntukkan untuk membangun rumah sakit, rumah zahAfiz atau masjid, atau
untuk membeli sawah yang akan dijadikan aset wakaf.

Wakaf sediri memiliki potensi besar dalam membantu pengembangan
perekonomian nasional. Arab Saudi kini membentuk lembaga semacam
perusahaan untuk meningkatkan peran bank wakaf dalam perekonomiannya.
Bangladesh terus memperbesar peran bank wakaf agar kesenjangan dan
ketimpangan ekonomi bisa dikurangi. Kampus legenda dan tertua di dunia,
Universitas Al Azhar, menunjukkan betapa wakaf memainkan peran penting
dalam dunia pendidikan, dengan memberikan hasil yang maslahat bagi seluruh
dunia. "> Berbeda dengan zakat, pajak, bank, asuransi dan dana pensiun yang
disimpan pokoknya, tetap bahkan bertambah dengan bunga atau manfaat, maka
wakaf adalah tindakan melepaskan hak pribadi kepada Allah tanpa mendapat
imbalan kecuali janji surga Allah dan kepuasan disaat dapat memberi manfaat
kepada mauquf ‘alaih. Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang
menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi
sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep
wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan

tentang infaq fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain :

15FujiPratiwi, “Bank Wakaf Mikro, Jurus Baru Pemberdayaan Ekonomi”, dalam
https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis, (12 Maret 2018)


https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis

“Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari
hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan
dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu
menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. al-Baqgarah (2): 267)
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“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum
kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu
nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S. Ali Imran (3): 92)
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“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menaftkahkan
hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan
tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran)
bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha
Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah (2): 261)


https://seputarwakaf.files.wordpress.com/2012/01/2al-baqarah_261.png
https://seputarwakaf.files.wordpress.com/2012/01/2al-baqarah_261.png
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Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk
menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di
samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat
ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Di antara hadith yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadith yang
menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di
Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi
menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadith
tentang hal ini secara lengkap adalah; “Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu
dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah
memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh
yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada
saya untuk melakukannya ? Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan
sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar
menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan warisan.
Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan
budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu.
Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang
mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa
menjadikannya sebagai sumber pendapatan.”

Hadith lain yang menjelaskan wakaf adalah hadith yang diceritakan oleh

Imam Muslim dari Abu Hurairah :
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“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal
perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu
pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.
(HR. Muslim).”

Selain dasar dari al-Quran dan Hadith di atas, para ulama sepakat (ijma’)
menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak
ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena
wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para
sahabat Nabi dan kaum Muslimim sejak masa awal Islam hingga sekarang.

Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh
masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu pihak
pemerintah telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang
perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf. Untuk melengkapi Undang-Undang tersebut, pemerintah juga telah
menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

Terkait perkembangan wakaf di tanah air, peneliti dan pengamat ekonomi

dari The Institute for Global Justice (1GJ) Salamudin Daeng, mengungkapkan :
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Ada segelintir elite, yaitu 0,2 persen penduduk, menguasai 56 persen aset
nasional dalam bentuk kepemilikan tanah

Kepemilikan lahan secara besar-besaran dilindungi UndangUndang Nomor 25
Tahun 2007.

Sejak 2007 para pemilik modal diperbolehkan menguasai lahan paling lama 95

tahun.

d. 175 juta hektar atau setara 93 persen luas daratan di Indonesia dimiliki para

pemodal swasta. '°

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) terdapat tiga komponen utama

dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia yaitu :

a.

Penghimpunan wakaf produktif melalui basis komunitas (NU,
Muhammadiyah), e-money, tap cash, tabungan wakaf.

Pendayagunaan wakaf produktif melalui pembiayaan komunitas usaha
mikro, wakaf saham, penanaman modal dan pembiayaan basis proyek.
Penerima manfaat (mauquf ‘alaih) untuk kesejahteraan sosial, stabilitas
ekonomi, penanggulangan bencana, pendidikan , kesehatan dan persediaan
makanan.

Wakaf telah lama dikenal masyarakat Indonesia, walaupun hanya

dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat. Pemberian dana wakaf biasanya

hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai harta kekayaan yang cukup

besar dan umumnya diberikan dalam bentuk harta tak bergerak. Sedangkan

'°Salamudin Daeng, “Kemitraan Efektif Global Wakaf untuk Edukasi Wakaf di Indonesia” dalam
https://globalwakaf.com/id/berita/read/53, (18 Januari 2017) , 53.


https://globalwakaf.com/id/berita/read/53,%20(18
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wakaf untuk harta bergerak belum begitu banyak dikenal oleh masyarakat
Indonesia. Perbincangan pengelolaan wakaf yang dilakukan secara profesional
mulai menggeliat lagi di Indonesia setelah terjadi letupan interaksi dengan
gagasan wakaf uang yang digulirkan oleh tokoh ekonomi asal Banglades, yaitu
M. A. Mannan, yang pada akhirnya muncul kreasi baru gagasan wakaf investasi,
yang di Indonesia sudah dimulai oleh Dompet Dhuafa Republika yang
bekerjasama dengan Batasa Capital dengan Program Dompet Du’afanya, PB.
Matla’ul Anwar dengan Program Dana Firdausnya, dan Bank Muamalat
Indonesia (BMI) dengan institusi barunya Baitulmal Muamalat.'’

Ada empat manfaat utama dari wakaf uvang. Pertama, wakaf uang
jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah
bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan
tanah terlebih dahulu. Kedua, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa
tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau
diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf uang juga bisa membantu
sebagian lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya terkadang kembang
kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. Keempat, umat Islam
dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu
tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama

) 18
semakin terbatas.

7Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Strategi
Pengembangan Wakat Uang di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf,
2005), 102.

"®Kementerian Agama R, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia (Jakarta :
Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2013), 74.
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Model pemberdayaan yang dipraktekkan pada Bank Wakaf Mikro ini
secara garis besar menggunakan pola grameen bank yang diciriutamakan
tanggung renteng dan penerima manfaatnya adalah wanita. Modifikasi dengan
model ini adalah adanya dampingan yang dilakukan secara rutin mingguan dan
berpola syariah. Di Indonesia, model pendampingan yang hampir mirip seperti
Bank Wakaf Mikro dipraktekkan oleh Baitulmaal Wat Tamwil (BMT) Ukhuwah
di Bekasi, bahkan praktek pendampingan lembaga ini dulu dilakukan di BMT
tersebut. Evaluasi yang muncul setelah beberapa kali pertemuan adalah pengelola
yang kurang kreatif dan kesan jenuh dari nasabah. Hal ini membutuhkan
perhatian dari para stakeholder, karena ruh dari program ini ada pada model
pendampingan.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses penyadaran masyarakat yang
dilakukan secara transformatif, partisipatif dan berkesinambungan melalui
peningkatan kemampuan dan bertujuan menangani berbagai persoalan hidup
supaya tercapai cita-cita yang diharapakan.”” Modal besar pemberdayaan
berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia, harus benar diketahui dan
dipahami untuk menekankan pendekatan yang tepat, memilih progam-progam
dan merencanakan tujuan dan target. Pemberdayaan masyarakat merupakan
suatu cara untuk mewujudkan masyarakat menjadi lebih mandiri dan berdaya. Di
dalam sebuah pemberdayaan, masyarakat seharusnya ditempatkan sebagai
subyek sehingga dapat langsung melakukan aktifitas yang harus mereka lakukan.

Perencanan sebelum melakukan berbagai progam kegiatan selayaknya dilakukan

¥Aziz Muslim, Metodologi Pengembangan Masyarakat (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga,
2008), 82.
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guna mendapatkan gambaran umum mengenai alur kegiatan pemberdayaan
dalam menunjang kemandirian masyarakat.

Berkenaan dengan model pemberdayaan berbasis pondok pesantren, 20
paling tidak mencakup tiga aktifitas penting. Pertama, berupaya membebaskan
dan menyadarkan masyarakat. Upaya ini bersifat subyektif dalam rangka
memfasilitasi dalam proses penyadaran. Kedua, menggerakkan partisipasi dan
etos swadaya masyarakat. Ketiga, pesantren mendidik, memberikan pengetahuan
serta ketrampilan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berkarya dalam
menunjang kesejahteraan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Mirza Maulana
pada tahun 2014, di Pesantren Aswaja Lintang Songo Bantul DIY, diantaranya
memunculkan kesimpulan bahwa munculnya motivasi dari masyarakat sekitar
pondok untuk mengembangkan usaha dimulai dari motivasi, pelatihan dan
pemberian ketrampilan, akan tetapi, menjaga konsistensi keberlangsungan
program pemberdayaan tersebut masih menjadi kendala tersendiri. *'

Adapun alasan mengapa suatu pondok pesantren dapat dijadikan sebagai
tempat pemberdayaan masyarakat, paling tidak meliputi tiga aspek penting.
Pertama, pondok pesantren hidup selama 24 jam. Dengan pola 24 jam tentunya

pesantren bisa dijadikan lembaga keagamaan, sosial kemasyarakatan, atau

lembaga pengolahan potensi umat. Kedua, pondok pesantren umumnya sudah

Ok amus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa pesantren sebagai asrama tempat —santri
atau tempat murid-murid belajar mengaji. Sedangkan secara istilah pesantren adalah lembaga
pendidikan Islam dimana para santri biasa tinggal di pondok (asrama) dengan materi pengajaran
kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum. Pondok pesantren juga bertujuan untuk menguasai ilmu
agama Islam secara detail dan mendalam, serta mengamalkan agama Islam sebagai pedoman
hidup keseharian dengan menekankan pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat.

2'Mirza Maulana, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pondok Pesantren (Yogyakarta : UIN
Sunan kalijaga, 2014), 95.
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mengakar di kalangan masyarakat, karena kebanyakan berada di daerah
pedesaaan. Ketiga, pondok pesantren dipercaya masyarakat, karena banyak
kecenderungan orang tua menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren. >

Evaluasi lain yang juga penting untuk dibahas adalah regulasi dari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membatasi lembaga tersebut, dengan tidak
diperbolehkan untuk menghimpun dana masyarakat dan hanya fokus pada
pemberdayaan. Sebenarnya, menjadi sebuah keniscayaan ketika sebuah lembaga
keuangan ingin berkembang dan maju, maka sisi funding dan /lending juga harus
berkembang beriringan, kecuali lembaga donor yang mensupport lembaga ini bisa
terus menerus dan ada payung hukumnya. Begitupun untuk keberlangsungan
program, ketika tidak ada funding dan ujroh dibatasi setahun setara dengan tiga
persen pertahun, maka bagi hasil deposito dari dana yang di Ao/d di BSM
menjadi penopang utama. Selama ini rata-rata bagi hasil dari dana 3,8 milyar,
setiap bulannya hanya mendapatkan bagi hasil sekitar Rp.14 juta. Dana bagi hasil
tersebut digunakan untuk operasional Bank Wakaf Mikro dan nominalnya akan
semakin berkurang ketika dana deposito digunakan untuk pembiayaan kepada
nasabah. >

Dalam penelitian ini, objek dari penelitian ini adalah tiga Bank Wakaf
Mikro yaitu Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri di Kota Surabaya,
Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah dan Bank Wakaf Mikro

Tebuireng Mitra Sejahtera yang terletak di Kabupaten Jombang. BWM Denanyar

227ubaedi, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007),
67.

|_istya Cahyaningrat, Pendamping BWM Tebuireng Mitra Sejahtera, Wawancara, Surabaya, 4
Oktober 2018.
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Sumber Barokah merupakan LKM Syariah yang dilaunching pada tahap pertama
di bulan September 2017, sedangkan BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dan BWM
Al Fithrah Wava Mandiri masing-masing di launching pada bulan Januari dan
Februari 2018.

Tahap awal program “pemberdayaan masyarakat melalui pendirian LKM
Syariah di sekitar pesantren” yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat
Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat dan pendiriannya
difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha
Kecil (Pinbuk) telah berjalan dua tahun. Rentang masa tersebut apakah ada
beberapa hal yang perlu diperbaiki dan dievaluasi sehingga dapat
menyempurnakan SOP, petunjuk teknis serta didapatkan model pemberdayaan
yang sesuai dengan harapan.

Dari pembahasan latar belakang di atas maka fokus pembahasan pada
disertasi ini adalah ingin mendapatkan model pemberdayaan masyarakat berbasis
pondok pesantren yang sudah dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui
bank wakaf mikro. Paparan dari latar belakang di atas maka penulis mengambil
judul disertasi ini “Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Bank
Wakaf Mikro di Jawa Timur” .

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka dapat
diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu :
1. Munculnya Bank Wakaf Mikro secara struktur kelembagaan memang belum

pernah ada, regulasi yang selama ini ada umumnya hanya mengatur satu jenis
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lembaga keuangan, sehingga perlu diteliti lebih mendalam tentang bank wakaf
mikro ini mengingat lembaga ini menggabungkan antara koperasi syariah di
satu sisi dengan operasional menggunakan ijin dari Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) dan basis dana yang didayagunakan bersumber dari wakaf sehingga
lembaga ini juga harus bersertifikat nazhir dari Badan Wakaf Indonesia

(BWI).

. Pemberdayaan pondok pesantren paling tidak mencakup tiga aktifitas penting.

Pertama berupaya membebaskan dan menyadarkan masyarakat, upaya ini
bersifat subyektif dalam rangka memfasilitasi dalam proses penyadaran.
Kedua, menggerakkan partisipasi dan etos swadaya masyarakat. Ketiga,
pesantren mendidik, memberikan pengetahuan serta ketrampilan kepada
masyarakat sehingga masyarakat dapat berkarya dalam menunjang
kesejahteraan mereka™".

Akan tetapi dari beberapa model tersebut perlu disempurnakan dalam rangka
menjaga kontinuitas aktivitas pemberdayaan. Diantara penyempurnaan model
tersebut adalah adanya pendampingan rutin mingguan yang dilakukan oleh

bank wakaf mikro.

. Setelah beroperasi hampir satu tahun, OJK menetapkan margin yang

dikenakan oleh bank wakaf mikro maksimal setara dengan tiga persen. Disisi
lain akad yang selama ini digunakan oleh bank wakaf mikro adalah qard,
pemberlakuan margin tiga persen inilah yang harus diteliti karena ketika ada

tambahan dari akad qard, maka itu adalah bagian dari riba, sehingga

#*7ubaidi, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren (Yogyakarta,: Pustaka Pelajar, 2007),

15.
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membutuhkan pengkajian lebih lanjut terkait akad-akad yang sesuai untuk
digunakan.

4. Di antara kekhasan dari produk pembiayaan bank wakaf mikro adalah tidak
mengikat agunan dari setiap transaksinya. Hal ini karena sasaran utamanya
adalah UKM yang tidak bankable (rata-rata tidak memiliki agunan). Perlu
telaah lebih lanjut untuk mengamankan produk pembiayaan ini sehingga
managemen resiko tetap dapat dijalankan oleh bank wakaf mikro.

5. Bank wakaf mikro ini berdiri atas inisiatif berbagai kalangan, diantaranya
Lembaga Amil Zakat Nasional, OJK, pondok pesantren dan pemerintah
daerah. Banyaknya stake holder yan terlibat dalam lembaga ini membutuhkan
mekanisme monitoring dan evaluasi yang dapat diterima semua pihak.

Dari identifikasi beberapa permasalahan di atas penulis membatasi permasalahan

yang diangkat dalam disertasi ini pada dua hal saja yaitu :

1. Bagaimana sistem operasional dan pemberdayaan masyarakat sekitar
pesantren melalui Bank Wakaf Mikro ?

2. Bagaimana evaluasi dari sistem operasional dan pemberdayaan masyarakat
yang sudah diterapkan ?

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka
dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem operasional dan pemberdayaan masyarakat sekitar

pesantren melalui Bank Wakaf Mikro ?
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2. Bagaimana evaluasi dari sistem operasional dan pemberdayaan masyarakat
yang sudah diterapkan ?
D. Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini, yang menjadi tujuan penulis adalah sebagai berikut:
1. Menemukan sistem operasional dan pemberdayaan masyarakat sekitar
pesantren melalui Bank Wakaf Mikro.
2. Menganalisa evaluasi sistem operasional dan pemberdayaan masyarakat yang
sudah diterapkan.
E. Kegunaan Pene¢litian
Beberapa manfaat yang ingin didapatkan dari penelitian ini baik dari sisi
teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut :
1. Teoritis:

a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia ekonomi Islam tentang
pengembangan lembaga keuangan yang berbasis wakaf dan pondok
pesantren.

b. Secara teori akan ditemukan model atau formulasi yang sesuai untuk
pengelolaan lembaga keuangan berbasis wakaf uang yang dikelola oleh
Pondok Pesantren.

2. Praktis:

a. Bagi lembaga keuangan mikro syariah, dapat dijadikan sebagai salah
satu pijakan untuk mendapatkan model pengembangan keuangan
berbasis pondok pesantren dan kemudian secara praktis ditemukan

strategi pengelolaan lembaga keuangan berbasis wakaf dan pondok
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pesantren, sehingga dapat dihasilkan model pemberdayaan masyarakat
sekitar pesantren yang tepat sasaran.
b. Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pembendaharaan
perpustakaan untuk kepentingan ilmiah.
F. Penelitian Terdahulu
Penelitian tentang model pemberdayaan dan pengelolaan Bank Wakaf
Mikro yang berbasis pondok pesantren belum pernah peneliti temukan dalam
literatur-literatur yang ada. Akan tetapi, ada beberapa penelitian terdahulu yang
berkaitan dengan wakaf uang pada lembaga amil zakat dan variasi
pendayagunaannya, di antaranya adalah penelitian Abdullah Mustafa dan
Muktamar dalam penelitiannya berjudul “Penataan Tanah Wakaf di Lombok
Barat: Studi terhadap Implementasi Undang-Undang Wakaf’, berkesimpulan
bahwa pola penataan wakaf khususnya berbentuk tanah sebenarnya
disistematisasi dalam cara berwakaf, mekanisme pertanggungjawaban nazhir
wakaf, sampai dengan pengawasan tanah wakaf. Dalam taraf implementasi, teori
aturan-aturan, baik Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam, dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf selalu
berhadapan dengan tradisi dan budaya tidak tertib masyarakat. Beberapa
kegiatan yang tidak mencatat dan melaporkan setiap agenda kegiatan tertentu

inilah yang menjadi kendala tertib hukum di bidang tanah milik. %

ZAbdullah Muktamar Mustafa, “Penataan Tanah Wakaf di Lombok Barat: Studi terhadap
Implementasi UU Wakaf” (Tesis — Program Pasca Sarjana U, 2005).
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Berikutnya Yusuf Suyono ketika meneliti wakaf di Pondok Modern
Gontor Ponorogo menemukan fakta bahwa IKPM (Ikatan Keluarga Pondok
Modern) dengan Badan Wakafnya telah berhasil mengelola aset-aset wakaf
Gontor secara produktif. Dalam pelaksanaannya, tugas-tugas teknis pemeliharaan
dan perluasan aset-aset wakaf dijalankan oleh Yayasan Pemeliharaan dan
Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) sebagai lembaga eksekutifnya.
Yayasan tersebut menempuh tiga cara: (1) mencari wakif baru, (2) menggali dana
infak masyarakat, (3) mengelola wakaf lama secara produktif.*® Berbeda dengan
tulisan ini yang akan membedah regulasi lembaga keuangannya, model
pemberdayaan serta strategi dalam mengelola dan wakaf disekitar pondok
pesantren.

Selanjutnya adalah penelitian Sri Handayani yang berjudul “Pelaksanaan
Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam setelah Berlakunya Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Semarang”. Penelitian ini fokus
pada pelaksanaan wakaf vang ditinjau dari hukum Islam di perbolehkan asal
praktek tersebut di investasikan dalam bentuk bagi hasil (muzarabah), >’ dan
berbeda dengan penelitian ini yang ingin mencari model pemberdayaan
masyarakat sekitar pesantren melalui BWM.

Selanjutnya Latifah K. Wardani menulis penelitian dengan judul
“Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk Reksadana Syariah (Studi Tinjauan

Hukum Pengelolaan Wakaf Uang dalam bentuk Reksadana Syariah di Badan

6y usuf Suyono, “Wakaf Produktif di Indonesia” (Tesis - IAIN Walisongo, 2007).

2’Sri Handayani, “Pelaksanaan Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam setelah Berlakunya
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Semarang” (Tesis - TAIN
Walisongo, 2008).
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Wakaf Indonesia)”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Badan Wakaf
Indonesia (BWI) sebagai institusi yang telah mendapatkan kelegalan dalam
mengelola wakaf uang yang berbentuk investasi, utamanya reksadana telah
melakukan pengelolaan yang sudah berjalan dengan baik dan semestinya sesuai
dengan Undang-Undang Wakaf. **

Disertasi Zaenuri yang bertemakan “Implementasi Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Atas Tukar Menukar Tanah Wakaf
pada Kementerian Agama RI Kurun Waktu 2007-2010)"" ini mengupas tuntas
praktik ruis/agh atau tukar menukar tanah wakaf di Indonesia. Permasalahan
tanah wakaf mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 2004. Dalam UU ini secara
jelas melarang ruislagh, tetapi kemudian memberikan pengecualian yang diatur
dalam Pasal 41. Pasal ini menyebutkan jika objek wakaf diperlukan untuk
kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)
berdasarkan Undang-Undang tidaklah bertentangan dengan syariah. Hanya saja,
prosedur pengurusannya kemudian di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 2006. Dalam Peraturan Pemerintah ini alasan izin diperbolehkannya
tukar menukar diperluas, selain karena RUTR, juga karena harta benda wakaf
tidak dapat dipergunakan sesuai Akta lkrar Wakaf (AIW); dan pertukaran
dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Inilah
yang menjadi dasar para nazhir untuk mengajukan ruis/agh. Terlebih lagi, khusus

untuk alasan ruis/lagh yang dilakukan untuk keperluan keagamaan yang mendesak

%8| atifah K Wardani,” Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk Reksa Dana Syariah (Studi
Tinjauan Hukum Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk Reksa Dana Syariah di Badan Wakaf
Indonesia)” (Tesis - FH UL, 2011).



24

pengajuannya banyak yang ditolak karena pada praktiknya banyak yang tidak
sesuai dengan fakta setelah diverifikasi. Seperti juga pada penelitian Sri
Handayani, penelitian ini hanya fokus pada penerapan Undang-Undang
sedangkan penelitian pada disertasi ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat
berbasis pesantren melalui BWM.

Hal kedua yang ditemukan dalam disertasi ini adalah perbedaan
pandangan para ulama dalam fikih wakaf. Wakaf dalam Islam termasuk bagian
dari perbuatan baik yang dikategorikan sebagai amal atau jariyah. Wakaf
mengandung unsur keabadian dan pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan
ikrar wakaf. Pada intinya semaksimal mungkin barang wakaf harus dijaga
kelestariannya dan keberadaannya, tukar menukar hanya boleh dilakukan apabila
ada alasan darurat atau untuk mempertahankan manfaat; penukaran (istibdal)
maupun penjualan (a/ bai) harus dilakukan oleh pemerintah (gazi atau hakim) dan
hasil penukaran maupun penjualan wakaf harus diwujudkan menjadi barang
wakaf pengganti.”

Ani Faujiah dalam jurnal dengan judul “Bank Wakaf Mikro dan
Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro
(UKM)”. Jurnal ini mencoba mengupas tentang bagaimana pemasukan wakaf
uang didistribusikan dan dimanfaatkan dan bagaimana wakaf tersebut mampu
memberikan dampak baik bagi upaya meningkatkan inklusi keuangan pelaku

usaha kecil dan mikro (UKM) melalui Bank Wakaf Mikro. Pengembangan wakaf

297aenuri, ”Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Atas
Tukar Menukar Tanah Wakaf pada Kementerian Agama RI Kurun Waktu 2007-2010)” (Disertasi
- UII Yogyakarta, 2017).
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di Indonesia tentunya berimplikasi pada bagaimana pengelolaan wakaf yang
optimal dalam memberikan pemanfaatan bagi masyarakat. Menggunakan Metode
kajian pustaka dan penelitian lapangan.

Tesis yang ditulis oleh Siti Aisyah berjudul “Optimalisasi Peran Bank
Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar
Pesantren di Jawa Timur bertujuan untuk menganalisis peran dan optimalisasi
Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi pelaku usaha
sekitar pesantren di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan
Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang. Hasil penelitian ini
fokus pada peran Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat
pelaku usaha sekitar pesantren di Jawa Timur yang didalamnya terdiri dari
pemberian pembiayaan dan pendampingan usaha kepada masyarakat. Sedangkan
penelitian yang sedang penulis lakukan lebih menitikberatkan sistem operasional
Bank Wakaf Mikro termasuk didalamnya terdapat sistem pemberdayaan yang
dilakukan serta evaluasi terhadap operasional yang telah dijalankan. *°
G. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan studi ini, penulis ingin menjelaskan secara rinci
tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah metode penelitian yang dipakai.
Dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data yang
umum digunakan. Beberapa metode tersebut, antara lain terdiri dari observasi,
wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini, akan diuraikan satu per

satu metode pengumpulan data kualitatif tersebut. Namun, sebelum menguraikan

Siti Aisyah, “Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku
Usaha Sekitar Pesantren di Jawa Timur” (Tesis-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).
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beberapa metode tersebut perlu dicatat bahwa penggunaan metode tersebut
haruslah sesuai dengan tujuan dan keperluan yang dibutuhkan dalam penelitian

yang akan dilakukan.’’
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, jenis
penelitian yang bertujuan melihat fenomena pada objek penelitian yang
temuan-temuannya tidak berupa angka-angka, tetapi berupa data, gambar,

atau kata-kata.>?

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dan gambaran
tentang sistem operasioanal dan pemberdayaan serta evaluasi lembaga
keuangan mikro syariah Bank Wakaf Mikro di Bank Wakaf Mikro Denanyar
Sumber Barokah Jombang, Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera
Jombang dan Bank Wakaf Mikro Al fithrah Wava Mandiri Surabaya. Jenis
penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif dan pendekatan

evaluasi kebijakan.

Penelitian kualitatif ini dapat dikatakan sebagai prosedur penelitian
yang menghasilkan sumber data yang berupa deskriptif berupa kata-kata
ataupun lisan dari orang-orang pelaku yang diamatinya, kemudian peneliti

akan menganalisis serta membandingkan berdasarkan kenyataan dengan teori

*'Herdiansyah Haris, Metode Penelitian Kualitatif untuk llmu - limu Sosial (Jakarta: Salemba
humanika, 2011), 116.

%2 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 15.

%3 Prasetyo Rinie Budi Utam, ,Mitigasi Risiko Pembiayaan pada Perbankan Syariah (Studi Multi
Situs Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem
Jombang) ( Tesis -- IAIN Tulungagung , 2016 ), 6.
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yang ada. Tujuan peneliti menggunakan pendekatan ini yaitu agar dapat terjun
langsung ke lokasi atau yang biasa disebut penelitian lapangan (field

34
rsseach).

Dalam melakukan penelitian kita haruslah mendapatkan data yang
sebenar-benarnya (valid), kita harus mencatat apa yang sesungguhnya kita
lihat dalam lapangan dan tidak memanipulasi demi kepentingan tertentu
karena data-data tersebut sering kali dijadikan acuan dalam penelitian-
penelitian selanjutnya. Selain dari pada itu data dalam penelitian, haruslah
memperhatikan reliabilitasnya yaitu berkenaan tentang derajat konsistensi dan
stabilitas data atau temuan.

Suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam
objek yang sama menghasilkan data yang sama atau peneliti yang sama dalam
waktu yang berbeda menghasilkan data yang sama atau sekelompok data bila
dibagi menjadi dua kelompok menunjukkan data yang tidak berbeda. Kalau
peneliti satu menemukan dalam suatu objek berwarna merah, peneliti yang
lain juga demikian,misalnya dalam kualitatif antara peneliti satu dengan
peneliti lain memperoleh kesamaan data. Tetapi bagaimana kita dapat
mengetahui keakuratan dan kekonsistenan, untuk itu dalam penelitian ini akan
dibahas tentang validitas dan reliabiltas dalam penelitian kualitatif dan
bagaimana cara menguji validitas dan relibilitas dalam penelitian kualitatif

a. Validitas

% Lexy J. Moleong, Metodologi Pene litian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 6.
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Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi
pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti.
Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara
data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi
pada objek penelitian. Kalau dalam objek penelitian terdapat warna merah,
maka peneliti akan melaporkan warna merah. Bila peneliti membuat
laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada objek, maka data
tersebut dapat dinyatakan tidak valid.”

Ada perbedaan yang mendasar mengenai validitas dalam
penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif
untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang diuji validitas dan
reliabilitasnya adalah instrumen penelitiannnya. Sedangkan dalam
penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Dalam penelitian kualitatif,
temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan
antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada
objek yang diteliti

Terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu; validitas internal dan
validitas eksternal
1). Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian
dengan hasil yang dicapai. Kalau dalam desain penelitian dirancang
untuk meneliti pemberdayaan masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro,

maka data yang diperoleh seharusnya adalah data yang akurat tentang

%*Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 7.
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pemberdayaan masyarakat melalui Bank Wakaf Mlkro. Penelitian
menjadi tidak valid, apabila yang ditemukan adalah pengembangan
masyarakat sekitar Bank Wakaf Mikro. Semua data yang penulis
kumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari informan dan
narasumber yang semuanya terafiliasi dengan Bank Wakaf Mikro
mulia dari pendamping program, pengelola program , peserta program
maupun regulator (dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan).

2). Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil
penelitian dapat digeneralisasikan. Bila = penelitian representatif,
instrumen penelitian valid dan reliabel, cara mengumpulkan dan
analisis data benar, maka penelitian akan memiliki validitas eksternal
yang tinggi. Pada penelitian ini validitas eksternal penulis lakukan
dengan melakukan wawancara dengan pendamping program nasional
yang dikoordinir oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil).

b. Reliabilitas
Reliabilitas ialah mengukur instrumen terhadap ketepatan

(konsisten). Reliabilitas disebut juga keterandalan, consistency, stability,

atau dependability.”® Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsitensi dan

stabilitas data atau temuan. Dalam pandangan positivistik (kuantitatif),
suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam objek
yang sama menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila

dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda.

%®Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 11.
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Pengertian reliabilitas dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif
pun berbeda. Dalam penelitian kualitatif sutau relaitas itu bersifat majemuk
atau ganda, dinamis atau selalu berubah, sehingga tidak ada yang
konsisten, dan berulang seperti semula. Situasi senantiasa berubah
demikian juga perilaku manusia yang terlibat didalamnya. Pelaporan
penelitian kualitatif pun bersifat individu, atau berbeda antara peneliti satu
dengan peneliti lainnya. Bahkan untuk objek yang sama, apabila ada 5
peneliti dengan latar belakang yang berbeda, akan diperoleh 5 laporan
penelitian yang berbeda pula.

Penelitian dengan tema Bank Wakaf Mikro ini sudah diteliti oleh
dua orang mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, masing-masing
mengangkat fokus yang berbeda. Siti Aisyah pada tesis yang dituliskannya
fokus pada optimalisasi peran bank wakaf mikro dalam pemberdayaan
ekonomi pelaku usaha sekitar pesantren di Jawa Timur sedangkan Rohmah
pada skripsinya fokus pada implementasi pembiayaan qard di Bank Wakaf
Mikro Al fithrah Wava Mandiri Surabaya.

Oleh karena itu penelitian kualitatif sering dikatakan bersifat
subjektif dan reflektif. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan
instrumen yang standar tetapi peneliti bertindak sebagai instrumen. Data
dikumpulkan secara verbal diperkaya dan diperdalam dengan hasil
pengamatan, mendengar, persepsi, pemaknaan atau penghayatan peneliti.
Namun demikian peneliti meskipun melibatkan segi subjektifitas, peneliti

harus disiplin dan jujur terhadap dirinya sebab penelitian kualitatif harus
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memiliki objektifitas pula. Objektifitas disini berarti data yang ditemukan
dianalisis secara cermat dan teliti, disusun, dikategorikan secara sistematik
dan ditafsirkan berdasarkan pengalaman, kerangka berpikir, persepsi
peneliti tanpa prasangka dan kecenderungan-kecenderungan tertentu.

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan

valid apabila tiadak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan
apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang dituju, tetepi perlu
diketahui bahwa kebenaran realita data menurut penelitian kualitatif
tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi
manusia, dibentuk dalam dri sesorang vsebagai hasil proses mental tiap
individu dengan berbagai latar belakangnya. Oleh karena itu bila terdapat
10 peneliti dangan latar belakang yang berbeda meneliti pada objek yang
sama akan mendapatkan 10 teman, dan semuanya dinyatakan valid, kalau
apa yang ditemukan itu tidak berbeda dengan kenyataan yang
sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti dalam objek yang
sama peneliti yang berlatar belakang manajemen, antropologi, sosiologi,
kedokteran, tiknik dan lain sebagainya.

Pengertian reliabilitas dalam penelitian kuantitatif, sangat berbeda
dengan reliabilitas dalam penelitian kualitatif.hal ini terjadi karena terdapat
perbedaan pradigma dalam melihat realitas, selain itu, cara meleporkan
penelitian bersifat ideosyneratic dan individualistik, selalu berbeda dari

orang perorang. Tipe peneliti memberi laporan menurut bahasa dan jalan
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pikiran sendiri. Beberapa uji yang dilakukan pada penelitian kualitatif
adalah :
1). Uji Kredibilitas
Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian
kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan,
peningkatan ketekunan dalam penelitian, diskusi dengan teman
sejawab, antara lain kasus negatif, >’
a). Perpanjangan Pengamatan.

Dengan perpanjang pengamatan berarti lagi dengan sumber
data yang pernah ditemui maupun yang baru. Perpanjangn pengamatan
ini perarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semkin
terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin
terbukti, saling mempercayai sehingga tidak ada imformasi yang
disembunyikan lagi. Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan,
peneliti masih dianggap orang asing, masih dicurigai, sehingga
imformasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam, dan
mungkin masih banyak yang dirahasiakan. Berapa lama perpanjangan
ini dilakukan, akan sangat tergantung pada keadaan, keluasan dan
kepastian data.

Kedalaman artinya apakah peneliti ingin menggali data
sampai pada tingkat makna. Makna berarti data yang di balik yang

tampak. Yang tampak orang sedang menangis, tetapi sebenarnya dia

%7Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta, 2013), 14.
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tidak sedih tetapi mala sedang bahagia. Keluasan berarti, banyak
sedikitnya imformasi yang diperoleh. Dalam perpanjangn pengamatan
untuk menguji kreadibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan
pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apa data yang
diperoleh itu setelah dicek kembali kelapangan benar atau tidak,
berubah atau tidak, bila setelah dicek kembali ke lapangan data suda
benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat
diakhiri. Pengamatan yang penulis lakukan pada disertasi ini sudah
dimulai sejak Bank Wakaf Mikro ini beroperasi di Jawa Timur.
Hubungan dengan pendamping program, Laznas BSM sebagai pemilik
program dan juga dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di mulai sejak
akhir tahun 2017 sampai dengan saat ini, sehingga hmapir dua tahun
ini pengamatan terhadap operasional dan pemberdayaan masyarakat
melalui Bank Wakaf Mikro ini masih dilakukan.

b). Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukankan pengamatan secara
lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka
kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti
dan sistematis. Pada penelitian ini penulis telah melakukan beberapa
pengecekan terutama pada proses pra Pelatihan Wajib Kumpi (PWK)
sebagai gerbang awal proses pemberdayaan sampai dengan
pelaksanaan halagoh mingguan (HALMI) yang merupakan kunci

keberhasilan dalam program ini.
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Dengan meningkatkan katekunan itu, maka peneliti dapat
melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu
salah atau tidak. Dengan demikian juga dengan meningkatkan
ketekunan maka, peneliti dapat memberikan diskripsi data yang akurat
dan sistematis tentang sistem operasional dan pemberdayaan yang
dilakukan pada Bank Wakaf Mikro. Sebagai bekal peneliti untuk
menigkatkan ketekunan dengan cara membaca berbagai referensi buku
maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait
dengan temuan yang diteliti.

c). Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai
pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Dan
berbagai waktu dengan demikian terdapat triangulasi sumber,
trangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1)). Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan
dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa
sumber. Sumber data dari pendamping program sebagai informan
utama beberapa kali dilakukan cek ulang dengan sumber data
yang lain yaitu manager Bank Wakaf Mikro dan juga dengan
Laznas BSM sebagai pemilik program.

2)). Triangulasi Teknik
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Triangulasi teknik untu menguji kredibilitas data dilakukan
dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan
teknik yang derbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara,
lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner
3)). Triangulasi Waktu
Triangulasi juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang
dikumpulkan dengan teknik wawncara dipagi hari saat informan
masih segar belum banyak masalah, akan memberikan data yang
lebih valid sehingga lebih kredibel.
d). Member Check
Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti
kepada pemberi data (informan maupun narasumber). Tujuan member
check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh
sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Agar informasi
yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai
dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.
Pelaksanaan member checkdapat dilakukan setelah satu periode
pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan atau
kesimpulan. Caranya dapat dilakukan secara individual, dengan cara
peneliti datang ke pemberi data, atau melalui forum kelompok
misalnya forum halagah mingguan (HALMI).
Peneliti kualitatif =~ biasanya  tidak = menggunakan

kata bias dalam penelitian; mereka akan mengatakan bahwa semua



36

peneliti adalah interpretif dan bahwa peneliti harus menjadi reflektif
diri mengenai perannya dalam penelitian, bagaimana dia
menginterprestasikan temuan, dan sejarah personal dan politiknya
yang membangun interprestasinya. Dengan demikian, akurasi dan
kredibilitas temuan adalah sangat penting. Terdapat berbagai istilah
yang digunakan peneliti kualitatif untuk mendiskripsikan akurasi dan
kredibilitas ini (misalnya authenticity dan trustwortiness), dan strategi
yang digunakan untuk validasi perhitungan kualitatif bervariasi dalam
jumlah. Perhatian kita disini pada tiga bentuk yang biasa digunakan
oleh peneliti kualitatif: triangulation, member checking, dan auditing.
2). Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian
kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau
dapat diterapkannya hasil penelitian kepada populasi tempat
penelitian diperoleh. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan
sejauh mana hasil penelitian dapat digunakan dalam situasi yang lain.
Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung kepada pemakai.

Kriteria transferabiliti merujuk pada tingkat kemampuan
hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer.
Penelitian kualitatif dapat meningkatkan transferabilitas dengan
melakukan suatu pekerjaan mendiskripsikan konteks penelitian dan

asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut.
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Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif
sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut,
peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang
rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian,
pembaca menjadi jelas dalam memahami hasil penelitian tersebut
sehingga ia dapat memutuskan dapat atau tidaknya mengaplikasikan
hasil penelitian tersebut di tempat lain.

3). Pengujian Dependability

Kriteria dependabilitas sama dengan reliabilitas dalam
penelitian kuantitatif. Pandangan kuantitatif tradisional tentang
realibilitas didasarkan pada asumsi replikabilitas (replikability) atau
keterulangan (repeatability). Secara esensial itu berhubungan dengan
apakah kita akan memperoleh hasil yang sama jika kita melekukan
pengamatan yang sama untuk kali yang kedua. Untuk menetapkan
reliabilitas peneliti kuantitatif biasanya membangun berbagai pikiran
hipotesis (misalnya teori skor benar) untuk menyelesaikan hal ini.
Dalam penelitian kualitatif, uji dependability ditempuh dengan cara
melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Audit
dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing.

4). Pengujian Conformability

Pengujian conformability dalam penelitian kualitatif disebut

juga objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif jika hasil

penelitian telah disepakati banyak orang. "Menguji conformability



38

berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang
dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses
penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut
telah memenuhi standar conformability. Dalam penelitian jangan
sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada. Konfirmabilitas
(Konfirmability) penelitian kualitatif cenderung berasumsi bahwa
setiap peneliti membawa perspektif yang unik kedalam penelitian.

Ada perbedaan yang mendasar mengenai validitas dan
reliabilitas dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.
Dalam penelitian kuantitatif untuk mendapatan validitas dan
reliabilitas diuji instrumen penelitiannnya. Sedangkan dalam penelitian
kualitatif untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang diuji
validitas dan reliabilitasnya adalah datanya. Temuan atau data dapat
dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan
peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang
diteliti.

Reliabilitas dalam penelitian kualitatif bersifat individu, atau
berbeda antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. Oleh karena itu
penelitian kualitatif sering dikatakan bersifat subjektif dan reflektif
karena peneliti bertindak sebagai instrumen. Namun demikian peneliti
meskipun melibatkan segi subjektifitas , dia harus disiplin dan jujur
terhadap dirinya sebab penelitian kualitatif harus memiliki objektifitas

pula. Objektifitas disini berarti data yang ditemukan dianalisis secara
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cermat dan teliti, disusun, dikategorikan secara sistematik, dan
ditafsirkan berdasarkan pengalaman, kerangka berpikir, persepsi
peneliti tanpa prasangka dan kecenderungan-kecenderungan tertentu.

Penelitian ini juga merupakan penelitian terapan dengan
menggunakan metode evaluasi. Penelitian terapan, merupakan
penelitian untuk menguji dan menerapkan teori untuk pemecahan
permasalahan yang riil, mengembangkan dan menghasilkan produk,
dan memperoleh informasi untuk dasar dalam pembuatan keputusan.
Penelitian terapan (applied research) dan penelitian dasar (pure
research) mempunyai perbedaan dalam orientasi atau tujuan penelitian.
Basic research menekankan standar keilmuan yang tinggi dan
berusaha memperoleh hasil yang valid menurut ukuran metode ilmiah.
Sementara itu, penelitian terapan menekankan pada kemanfaatan
secara praktis hasil penelitian untuk mengatasi masalah yang kongkrit.
Selain itu, applied research juga dapat memberikan manfaat langsung
untuk mengambil keputusan seperti keputusan untuk memulai sebuah
program baru, menghentikan, memperbaiki atau mengganti program
yang sedang berjalan. **

Penelitian evaluasi merupakan salah satu bentuk dari
penelitian terapan (applied research). Oleh karena itu, dibandingkan
dengan jenis penelitian terapan yang lain, penelitian evaluasi

mempunyai kesamaan, baik dalam pemilihan pendekatan, metodologi,

%8 Ahmad Jaedun, Metode Penelitian Evaluasi Program (Universitas Negeri Yoyakarta, 2010) , 4.
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penentuan subjek, sampling maupun prosedur penelitiannya. Berkaitan
dengan hal tersebut, Nisbet menyatakan perbedaan esensial antara
penelitian evaluasi dan penelitian konvensional (penelitian dasar)
adalah lebih pada tujuan daripada dalam pemilihan subjek dan metode.
Kegiatan penelitian (penelitian konvensional) dan penelitian evaluasi
mempunyai tujuan yang berbeda. Penelitian konvensional bersifat
conclusion oriented (berorientasi pada kesimpulan), sedangkan
penelitian evaluasi mempunyai ciri decision oriented, yaitu bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan akan informasi data sebagai dasar dalam
pengambilan keputusan atau perumusan sekaligus analisis kebijakan.*
Scriven membedakan evaluasi menjadi 2 jenis, yaitu: evaluasi
formatif (untuk perbaikan program) dan evaluasi sumatif (untuk
menilai efektivitas program).” Dalam penelitian ini penulis
menggunakan jenis evaluasi formatif yang bertujuan untuk

memberikan masukan terkait program yang sedang dijalankan. *'

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan salah satu rangkaian dalam penelitian,
dan penting untuk diperhatikan, sebab keberadaan subyak penelitian akan
menentukan dari mana sumber data akan diperoleh dalam proses penelitian.

Lebih jelasnya, menurut Suharsimi Arikunto, subjek penelitian diartikan

*Nisbet J., The Impact of Research on Policy and Practice in Education (International Review
Education, 1981), 32.

“Scriven, The Methodology of Evaluation (Chicago: Rand Mc.Nally, 1967), 27.

41Stufﬂebeam, Evaluation as Enlightment for Decisién Making (Columbus, Ohio: Ohio State
University, 1971), 63.
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sebagai keseluruhan subjek penelitian, sehingga sebuah penelitian dikatakan
penelitian menyeluruh manakala seorang peneliti meneliti semua elemen yang
ada dalam wilayah penelitian.

Dalam pendekatan kualitatif, ada beberapa istilah yang digunakan
untuk menunjukkan subjek penelitian, seperti 7informan, karena informan
memberikan informasi tentang suatu kelompok atau entitas tertentu, dan
informan bukan diharapkan menjadi representasi dari kelompok atau entitas
tersebut. Istilah lainnya adalah partisipan. Partisipan digunakan terutama
apabila subjek mewakili kelompok tertentu, dan hubungan antara peneliti dan
subjek penelitian dianggap bermakna bagi subjek.

Berkaiatan dengan jumlah lembaga keuangan mikro syariah di Jawa
Timur maka didapatkan data lebih dari 600 lembaga, akan tetapi LKMS yang
mempunyai brand bank wakaf mikro hanya empat belas yang ada di Jawa
Timur dan yang diambil sebagai objek penelitian hanya tiga Bank Wakaf
Mikro.

3. Sumber dan Jenis Data
a. Jenis data

Pada pendekatan kualitatif, data bersifat deskriptif, maksudnya data
dapat berupa gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya, seperti
foto, artefak, dan catatan-catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan.
Data kualitatif yakni data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung atau

data yang tidak terbentuk angka yang dikategorikan berdasarkan kualitas

*?Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Y okyakarta: Rinika Cipta,
2002),109.
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objek yang diteliti. Data ini dapat meliputi : profil bank wakaf mikro, model

pemberdayaan dan pendampingan yang sudah dilakukan pada masyarakat

sekitar pondok pesantren.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.*

Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah:

1). Library research, merupakan sumber data yang digunakan untuk landasan
teori tentang masalah yang sedang diteliti yaitu dari literatur-literatur.

2). Field research, merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan.
Maksudnya mencari data dengan terjun langsung ke medan penelitian
untuk memperoleh data tentang masalah yang sedang diteliti. Sumber
data ini ada dua yaitu:*

a) Sumber data primer, ialah sumber data utama yang dapat diperoleh
langsung dari sumbernya. Data ini digali dari Bank Wakaf Mikro Al
Fithrah Wafa Mandiri yang diinisiasi pendiriannya oleh Ponpes
Assalafi Al Fithrah Kedinding Surabaya, BWM Denanyar Sumber
Barokah yang berlokasi di Pondok Pesantren Denanyar Jombang dan
BWM Tebuireng Mitra Sejahtera yang di inisiasi pendiriannya oleh
Pondok Pesantren Tebuireng. Sumber data primer yang penulis
rancang meliputi data profil dari masing-masing Bank Wakaf Mikro

(data jumlah HALMI, data outstanding, data angsuran, data ujroh,

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Yogyakarta: Rinika Cipta,
2002), 108.
*A. Muri Yusuf, Statistik Pendidikan (Padang: Angkasa Raya, 1987), 25.
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data kolektibiitas serta data pengelompokan usaha serta sebaran
wilayah). Selain itu data primer yang penulis ambil adalah data
wawancara langsung dengan pegelola (manajer, supervisor dan teller)
dan anggota penerima manfaat.

b) Sumber data sekunder, sumber data yang dikumpulkan dari data yang
telah siap (sumber kedua) dalam hal ini, peneliti bisa menggali dari
laporan aktifitas pemberdayaan dan pendampingan yang sudah
dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wafa Mandiri, BWM
Denanyar Sumber Barokah dan BWM Tebuireng Mitra Sejahtera.

4. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang dikenal dalam penelitian yaitu :

a. Observasi
Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara
langsung dengan jalan berpartisipasi dalam program kegiatan, atau diartikan
sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena
yang diteliti.*> Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang
model pemberdayaan pada masyarakat sekitar pondok pesantren dan juga hal-
hal lain yang membutuhkan tehnik observasi.

b. Interview (Wawancara)
Interview yaitu suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau

pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan mengguanakan alat

Sutrisno Hadi, Metodologi Research II (Yokyakarta: Andi Ofset,1997), 136.
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yang dinamakan inferview guide atau indept interview (panduan

wawancara).”® Sedangkan bentuk inferview yang penulis gunakan adalah

sebagi berikut:

1). Interview terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan
menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan oleh peneliti
terlebih dahulu. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui tentang
aktivitas atau berbagai kegiatan pada Bank Wakaf Mikro (BWM).

2). Indept interview, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas.
Dilakukan dengan tanpa menggunakan pedoman wawancara yang telah
dipersiapkan sebelumnya.47 Bentuk wawancara ini dilakukan untuk
mengetahui tentang beberapa hal yang sifatnya umum dan eksplore
pengalaman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu laporan tertulis dari suatu peristiwa ynag isinya terdiri
dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu serta ditulis dengan sengaja
untuk menyimpan keterangan mengenai peristiwa tersebut.*® Metode dilakukan
dengan cara meneliti peristiwa atau kejadian dan ditulis dengan sengaja atau
memcatat mengenai hal tersebut. Data itu dapat berupa buku-buku, surat kabar,

catatan, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.

*Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 234.

47.Marzuki, Metodologi Research (Yokyakarta: Fakultas Ekonomi, 1993), 55.

*Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Yokyakarta: Rinika
Cipta,2002), 206.
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5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan
berkelanjutan yang tujuan akhirnya menghasilkan pengertian, konsep dan
pembangunan teori baru. Pendekatan kualitatif memerlukan banyak waktu,
reabilitasnya dipertanyakan, prosedurnya tidak baku, desainnya tidak terstruktur
dan tidak dapat dipakai untuk penelitian yang berskala besar dan pada akhirnya
hasil penelitian dapat terkontaminasi dengan subjektivitas peneliti. 4
Analisis data merupakan sebuah proses mengorganisasikan dan mengurutkan
data ke dalam pola, katagori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan
dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disediakan oleh data.’
I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan dan
berkelanjutan dan masing-masing bab terdiri dari beberapa pembahasan.

Bab pertama, dimulai dari studi pendahuluan yang meliputi: Latar
Belakang Masalah, Identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahsan.

Bab kedua, penulis menguraiakan tinjauan teoritis tentang koperasi
syariah, Bank Wakaf Mikro meliputi profil dari masing-masing BWM serta
potensi dan pengembangannya pada pondok-pondok pesantren di Indonesia.

Bab ketiga, menyajikan tentang laporan hasil penelitian, yang

meliputi deskriptif objek penelitian, berisi sejarah, letak geografis, organisasi

*9Sarwono Jonathan, Penuntun Penelitian Praktis (Bandung : Universitas Kristen Maranatha,
1995), 26.
*Lexy J. Moleong, Metodologi Penetian Kualitatif(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 103.
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Bank Wakaf Mikro, dan pemberdayaan masyarakat sekitar pondok pesantren
melalui bank wakaf mikro.

Bab keempat, berisi tentang pembahasan yang mengetengahkan
hasil penelitian dan analisis penelitian yang berisi sistem operasional dan
pemberdayaan masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro pada tiga BWM yang
diteliti serta evaluasi yang didapatkan untuk mengembangkan lembaga
keuangan tersebut.

Bab kelima, penutup, yaitu dengan menguraikan tentang kesimpulan
dari seluruh pembahasan disertasi ini, implikasi teoritis dan sekaligus

memberikan saran-saran dari pribadi penulis.
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BABII

BANK WAKAF MIKRO DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SEKITAR PESANTREN
A. Koperasi Syariah

1. Sejarah Koperasi di Indonesia

Pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896 yang
selanjutnya berkembang dari waktu ke waktu sampai sekarang. Perkembangan
koperasi di Indonesia mengalami pasang naik dan turun dengan titik berat
lingkup kegiatan usaha secara menyeluruh yang berbeda-beda dari waktu ke
waktu sesuai dengan iklim lingkungannya. Apabila pertumbuhan koperasi
yang pertama di Indonesia menekankan pada kegiatan simpan pinjam maka
selanjutnya tumbuh pula koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan
barang-barang konsumsi dan kemudian koperasi yang menekankan pada

kegiatan penyediaan barang-barang untuk keperluan produksi. °'

Perkembangan koperasi dari berbagai jenis kegiatan usaha tersebut
selanjutnya ada kecenderungan menuju kepada suatu bentuk koperasi yang
memiliki beberapa jenis kegiatan usaha. Koperasi serba usaha ini mengambil
langkah-langkah kegiatan usaha yang paling mudah mereka kerjakan terlebih
dulu, seperti kegiatan penyediaan barang-barang keperluan produksi bersama-

sama dengan kegiatan simpan pinjam ataupun kegiatan penyediaan barang-

51 Nur S. Buchori, Koperasi Syariah ( Sidoarjo: Media Buana Pustaka, 2009), 9.
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barang keperluan konsumsi bersama-sama dengan kegiatan simpan pinjam dan

sebagainya.

Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R.Aria Wiriatmadja
(1896) seorang patih di Purwokerto, mempelopori berdirinya sebuah bank
yang bertujuan menolong para peggawai agar tidak terjerat oleh lintah darat.
Usaha ini mendapat persetujuan dan dukungan dari Residen Purwokerto E.
Sieburg. Badan usahanya berbentuk koperasi, dan diberi nama Bank Penolong
dan Tabungan (Hulp en Spaarbank) >2. Untuk memodali koperasi simpan
pinjam tersebut di samping banyak menggunakan uangnya sendiri, beliau juga
menggunakan kas masjid yang dipegangnya. Setelah beliau mengetahui bahwa
hal tersebut tidak boleh, maka uang kas masjid telah dikembalikan secara utuh
pada posisi yang sebenarnya. Kegiatan R Aria Wiriatmadja dikembangkan
lebih lanjut oleh De Wolf Van Westerrode asisten Residen Wilayah
Purwokerto di Banyumas. Ketika ia cuti ke Eropa dipelajarinya cara kerja
wolksbank secara Raiffeisen (koperasi simpan-pinjam untuk kaum tani) dan
Schulze Delitzsch (koperasi simpan pinjam untuk kaum buruh di kota) di
Jerman. Setelah ia kembali dari cuti mulailah ia mengembangkan koperasi
simpan pinjam sebagaimana telah dirintis oleh R. Aria Wiriatmadja. Dalam
hubungan ini kegiatan simpan pinjam yang dapat berkembang ialah model

koperasi simpan pinjam lumbung dan modal untuk itu diambil dari zakat.

Perkembangan yang pesat dibidang perkoperasian di Indonesia yang

menyatu dengan kekuatan sosial dan politik menimbulkan kecurigaan

52Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia ( Jogyakarta: BPFE Yogyakarta 2000), 26.
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Pemerintah Hindia Belanda. Oleh karenanya Pemerintah Hindia Belanda ingin
mengaturnya tetapi dalam kenyataan lebih cenderung menjadi suatu
penghalang atau penghambat perkembangan koperasi. Dalam hubungan ini
pada tahun 1915 diterbitkan Ketetapan Raja No. 431 yang dikenal dengan
nama Verordening op de Cooperative Vereeningen yang berisi antara lain >°:

a. Akte pendirian koperasi dibuat secara notariil;

b. Akte pendirian harus dibuat dalam Bahasa Belanda;

c. Harus mendapat ijin dari Gubernur Jenderal; dan di samping itu

diperlukan biaya meterai f 50.

Selanjutnya Boedi Oectomo yang didirikan pada tahun 1908
menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga. Demikian
pula Sarikat Islam yang didirikan tahun 1911 juga mengembangkan koperasi

yang bergerak di bidang keperluan sehari-hari dengan cara membuka toko-

toko koperasi. >*

2. Koperasi Syariah di Indonesia

Menurut Mahmud Syaltut, koperasi (syirkah ta’awuniyah) adalah suatu
bentuk syirkah baru yang belum dikenal oleh fuqaha terdahulu yang membagi
syirkah menjadi 4 macam, yaitu : Shirkah ‘Abdan, Mufawadah, Wujuh, dan Inan.
Sebagian ulama menganggap koperasi (shirkah ta’awuniyah) sebagai akad

mudharabah, yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang

>*Nur S. Buchori. Koperasi Syariah (Sidoarjo: Media Buana Pustaka, 2009) , 9.
**Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia edisi pertama ( Jogyakarta: BPFE Yogyakarta 2000), 27.
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mana satu pihak menyediakan modal sedang pihak lain melakukan usaha atas
dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian. >

Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab shirkah
ta’awuniyah tidak mengandung unsur mudarabah yang dirumuskan oleh para
fuqaha (satu pihak menyediakan modal dan pihak lain melakukan usaha) karena
syirkah ta’awuniyah (yang ada di Mesir), modal usahanya berasal dari anggota
pemegang saham dan usaha itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang
dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Dan
jika pemegang saham turut mengelola maka ia berhak digaji sesuai dengan sistem
yang berlaku. Menurut Syaltut, koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan
oleh para ahli ekonomi yang mempunyai banyak manfaat, yaitu memberi
keuntungan kepada para anggota pemegang saham, memberi lapangan kerja
kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha
koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya yang di
dalamnya tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, dikelola secara demokratis
dan terbukaserta membagi keuntungan dan kerugian kepada semuaanggota

dengan ketentuan yang berlaku, sehingga syirkah ini dibenarkan dalam Islam.

Sedangkan Abdurrahman Isa menyatakan bahwa syirkah ta’awuniyah
(koperasi) adalah syirkah musahamah, artinya syirkah yang dibentuk melalui
pembelian saham-saham oleh para anggotanya. Karena itu syirkah ini adalah

syirkah amwal (badan kumpulan modal) bukan syirkah asykhas (badan kumpulan

**Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Volume III, (Libanon : Dar al Fikr, 1981), 294-298.
**Mahmud Syaltut, A/-Fatwa (Mesir : Darul Qalam, tt), 349.
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orang), karena di dalam koperasi yang tampak bukan kepribadian para anggota
pemilik saham. Menurut Isa, koperasi boleh di dalam Islam dan halal deviden
yang diterima para anggota dari hasil usaha koperasi selama koperasi itu tidak
mempraktekkan usaha yang mengandung riba dan menjalankan usaha-usaha yang
haram. °’

Lahirnya koperasi di Indonesia dilatarbelakangi oleh permasalahan yang
sama yaitu menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Pada
Tahun 1908 Budi Utomo menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan
rumah tangga, kemudian untuk menggiatkan pertumbuhan koperasi pada akhir
tahun 1930 didirikan jawatan koperasi yang tugasnya menerangkan serta
menjelaskan seluk beluk mengenai perkoperasian. Jumlah Koperasi pada tahun
1939 mencapai 1712 buah, dengan jumlah yang terdaftar sebanyak 172 buah dan
jumlah anggotanya mencapai 14.134 orang.”® Tonggak secjarah koperasi
berikutnya adalah kongres koperasi pertama yang dilaksanakan pada tanggal 12
Juli 1947 di Tasikmalaya, dimana pada kongres terebut terbentuklah Sentra
Organisasi Koperasi Rayat Indonesia (SOKRI). Momen ini juga membuat
tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Nasional.

Sedangkan untuk koperasi syariah tidak diketahui secara pasti, kapan mulai
berkembang di Indonesia, namun secara historis model koperasi yang berbasis
nilai Islam di Indonesia telah diprakarsai oleh paguyuban dagang yang dikenal

dengan SDI (Sarikat Dagang Islam) oleh Haji Samanhudi di Solo Jawa Tengah

5 Abdurrahman Isa, AI-Mu’amalat al-Haditsah wa Ahkamuha,(Mesir : Mathba’ah Mukhaimin,
tt), 65-68.
8Nur S. Buchori. Koperasi Syariah (Sidoarjo: Media Buana Pustaka, 2009), 28.



52

yang menghimpun para anggotanya dari pedagang batik yang beragama Islam.
Aktivitas SDI sejak berdiri tahun 1905 sampai 1912 berorientasi pada kerjasama
ekonomi antar pedagang muslim sebelum berorientasi pada gerakan politik.
Keberadaan Sarikat Dagang Islam tidak bertahan lama, karena pada
perkembangan selanjutnya Sarikat Dagang Islam berubah menjadi Sarikat Islam
yang haluan pergerakannya cendrung bernuansa politik.

Tahun 1918 kalangan pesantren yang dimotori KH Hasyim Asy’ari
mendirikan Nahdlatul Tujjar (Kebangkitan Pedagang) dengan kegiatannya yang
berbentuk koperasi. Kemunculan organisasi ini sebagai respons atas mulai
munculnya ide komunisme. Setelah SDI (Sarikat Dagang Islam)
mengkonsentrasikan perjuangannya di bidang politik dan Nahdlatul Tujjar
bertransformasi menjadi Nahdlatul Ulama tahun 1926 yang berkonsentrasi
dakwah gaung koperasi syariah tidak terdengar lagi di Indonesia. >

Sekitar tahun 1990 barulah koperasi syariah mulai muncul lagi di
Indonesia. Koperasi syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika
menyikapi semaraknya pertumbuhan Baitulmal wat Tamwil di Indonesia.
Baitulmal wat Tamwil yang dikenal dengan sebutan BMT dimotori pertama
kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta. Kendati awalnya
hanya merupakan KSM syariah (kelompok swadaya masyarakat berlandaskan
syariah) namun memiliki kinerja layaknya sebuah bank.” Lebih tepatnya lagi

pasca reformasi semangat ekonomi syariah dan koperasi syariah muncul kembali

**Muslimin,“Menguatkan Kembali Semangat Nahdlatut Tujjar”, dalam https:/www.nu. or. id
/post, 30 Juni 2018.

%Nur S. Buchori, Koperasi Syariah (Sisoarjo: Masmedia Buana Pustaka Sidoarjo, 2009), 10.


https://www.nu.or.id/post/read/92301
https://www.nu.or.id/post/read/92301
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di negeri ini. Menurut Database Kementerian Koperasi dan UKM yang diolah
berdasarkan data Online Data System (ODS) per 27 November 2017 saat ini ada
5.648 koperasi syariah di Indonesia yang bergerak di berbagai macam
kelembagaannya. Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh
Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91
Tahun 2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.®' Kepmen ini kemudian di revisi dengan
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah oleh Koperasi dan disesmpurnakan dengan Peraturan Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah oleh Koperasi. **

Keputusan Menteri ini memfasilitasi berdirinya koperasi syariah menjadi
Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Unit Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS), dengan adanya sistem ini membantu
koperasi serba usaha di Indonesia memiliki unit simpan pinjam dan pembiayaan
syariah. Dengan demikian dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan
perkembangan koperasi syariah di Indonesia, ke depannya mutlak diperlukan
adanya Undang-Undang Koperasi Syariah tersendiri yang mampu mengakomodir

percepatan dari koperasi syariah itu sendiri.

®1Kepmen koperasi dan UMKM No. 91/Kep/M.KUMKM/1X/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

%2permen Koperasi dan UMKM No. 16/Per/M.KUMKM/1X/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
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Keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk
Pelaksanaaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan
realisasi atas kepedulian pemerintah untuk berperan memberikan payung hukum
atas kenyataan yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indonesia
terutama dalam lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kenyataan
itu membuktikan bahwa sistem ekonomi syariah dapat diterima dan diterapkan
dalam masyarakat Indonesia bahkan mempunyai nilai positif dalam membangun
masyarakat Indonesia dalam kegiatan ekonomi sekaligus membuktikan
kebenaran hukum ekonomi syariah mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan
sistem ekonomi komunis maupun ekonomi kapitalis.

Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam adalah lahan
subur bagi tumbuh berkembangnya ekonomi syariah. Semakin tinggi kualitas
kemampuan seseorang dan integritas diniyalmya akan semakin tertarik untuk
menerapkan sistem ekonomi syariah dari pada yang lain. Praktek usaha koperasi
yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat serta
mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

Di masyarakat telah bermunculan BMT yang bernaung dalam kehidupan
payung hukum koperasi. Hal inilah yang mendorong Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91
Tahun 2004 Berdasarkan ketentuan yang disebut Koperasi Jasa Keuangan
Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang

pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan
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demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS,
mempunyai payung hukum dan legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tentang Unit Jasa
Keuangan Syariah sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (3) Kepmen
Koperasi dan UKM Nomor 91 Tahun 2004 adalah unit koperasi yang bergerak
dibidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil
(syariah ) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Dengan
demikian sebuah koperasi yang mempunyai UJKS disamping melayani anggota
dengan ketentuan UU No 25 tahun 1992, juga melaksanakan kegiatan yang
diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 91 Tahun 2004. ©

Adapun syarat-syarat pembentukannya sesuai dengan Peraturan Menteri
Negara Koperasi dan UKM No 11 Tahun 2017, bagian kedua Pasal 3 tentang

persyaratan dan tata cara pendirian KSPPS antara lain:

(1) KSPPS dapat berbentuk KSPPS primer atau KSPPS sekunder.

(2) Pendirian KSPPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi yang sama dan

manfaat bagi anggota serta kelayakan usaha.

(3) KSPPS primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh)

orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.

%3Kepmenkop UMKM RI No. 91/Kep/MKUMKM/XI1/2004 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
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(4) KSPPS sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan
hukum Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan

pembiayaan syariah.**

Sedangkan untuk pendirian unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah (USPPS)

terdapat dalam pasal 4 antara lain :

(1) USPPS koperasi dapat dibentuk oleh koperasi primer dan koperasi sekunder.

(2) USPPS koperasi sekunder beranggotakan koperasi yang melaksanakan usaha

simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

(3) Pembentukan USPPS koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi

yang sama dan manfaat bagi anggota serta kelayakan usaha.

(4) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan

syariah wajib memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri.

(5) Koperasi yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum tetapi
belum mencantumkan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah
dalam anggaran dasarnya, apabila melakukan kegiatan usaha simpan pinjam
dan pembiayaan syariah wajib mengajukan permohonan pengesahan

perubahan anggaran dasar dengan mencantumkan usaha simpan pinjam dan

®permenkop UKM RI No 11/Kep/MKUKM/XI1/2017tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
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pembiayaan syariah di dalam anggaran dasar tersebut kepada pejabat yang

berwenang.

(6) Koperasi yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dan telah
mencantumkan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah di
dalam anggaran dasarnya, wajib melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam

dan pembiayaan syariah paling lambat 1 (satu) tahun.

(7) Koperasi yang membentuk USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) wajib memperoleh izin usaha simpan pinjam dan

pembiayaan syariah sebelum melaksanakan kegiatan usaha.

(8)USPPS  Koperasi yang telah mencapai Aset paling sedikit

Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat berubah menjadi KSPPS.

Bagian Keenam dari Permenkop No 11 Tahun 2017 tentang Persyaratan
Pendirian KSPPS, Pembentukan USPPS Koperasi dan Perubahan KSP atau USP
Koperasi menjadi KSPPS atau USPPS Koperasi pada Pasal 7 disebutkan dalam
pengajuan permohonan pendirian KSPPS, pembentukan USPPS Koperasi dan
perubahan KSP atau USP Koperasi menjadi KSPPS atau USPPS Koperasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 wajib memenuhi

persyaratan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
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a. bukti kepemilikan Modal Sendiri bagi pendirian KSPPS dan Modal Tetap bagi
pembentukan USPPS Koperasi berupa rekening pada bank syariah atas nama
Pengurus Koperasi;

b. bukti kepemilikan Modal Sendiri bagi perubahan KSP menjadi KSPPS berupa
rekening pada bank syariah atas nama Koperasi,

c. bukti kepemilikan modal tetap bagi perubahan USP Koperasi menjadi USPPS
Koperasi berupa rekening pada bank syariah atas nama Koperasi;

d. rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, yang menjelaskan hal sebagai
berikut:

1. Rencana permodalan, terdiri atas:
a) rencana penghimpunan Modal Sendiri bagi KSPPS serta Modal Tetap
bagi USPPS Koperasi;
b) rencana Modal Penyertaan; dan
c) rencana modal lainnya.
2. Rencana kegiatan usaha, terdiri atas:
a) unit kegiatan sosial (maal)
1) rencana penghimpunan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf
(ziswaf);
2) rencana pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ziswaf);
dan
3) rencana penyaluran dan pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah
dan Wakaf (ziswaf).

b) unit kegiatan bisnis (tamwil)
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1) rencana penghimpunan dana dan akad produk;
2) rencana penyaluran dana dan akad produk; dan
3) rencana pendapatan dan biaya.

3. rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia meliputi:

a) struktur organisasi, yang antara lain menggambarkan keberadaan Dewan
Pengawas Syariah, keberadaan Unit Kegiatan Sosial (maal) dan Unit
Kegiatan Bisnis (tamwil) yang terpisah;

b) uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;

¢) pembinaan calon anggota untuk menjadi Anggota; dan

d) jumlah karyawan.

e. pernyataan kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan, yang terdiri
atas:

1. daftar nama, riwayat hidup dan susunan Pengurus;

2. daftar nama, riwayat hidup dan susunan Pengawas;

3. daftar nama, riwayat hidup dan susunan Dewan Pengawas Syariah;
4. daftar Anggota; dan

5. administrasi Modal Sendiri.

f. anggota Dewan Pengawas Syariah salah satunya wajib memiliki rekomendasi
Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat atau Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau sertifikat pendidikan dan pelatihan
Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI;

g. nama dan riwayat hidup calon Pengelola dengan melampirkan:
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1. bukti telah mengikuti pelatihan dan atau magang dan atau
pengalaman kerja di bidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah
koperasi;

2. surat keterangan berkelakuan baik dari pejabat yang berwenang;

3. surat pernyataan tidak mempunyai hubungan semenda sampai derajat
kesatu dengan Pengurus lain atau Pengawas;

4. surat perjanjian kerja antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola
KSPPS; dan

5. pernyataan Pengelola KSPPS tentang kesediaannya untuk bekerja
secara purna waktu.

h. fotokopi keputusan atau peraturan internal tentang Standar Operasional
Manajemen dan Standar Operasional Prosedur.
3.Tujuan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Tujuan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai
dengan prinsip-prinsip Islam.

Adapun tujuan KSPPS dalam rangka pemberdayaan masyarakat secara

ekonomi adalah:

®permen Koperasi dan UMKM No.11/Per/M.KUKM/XI1/2017, tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, 17-19.
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1. Tersosialisanya ide dan konsep ekonomi syariah sebagai modal
pengembangan ekonomi kerakyatan, sekaligus sebagai sarana peningkatan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2. Terbinanya pengusaha kecil muslim yang berada di akar rumput menjadi
pengusaha yang kuat dan mandiri dengan berazaskan ekonomi Islam.

3. Terdorongnya masyarakat untuk senantiasa melaksanakan kegiatan
ekonomi bisnis, baik di sektor riil maupun keuangan, dengan berhimpun
secara kelembagaan pada lembaga ekonomi yang menggunakan

pendekatan syariah.

Ada tiga target yang sebenarnya hendak diraih dari KSPPS, yaitu syiar
dakwah, sosial dan sosial ekonomi. Dari sisi dakwah dimaksudkan agar
masyarakat senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Dari sisi sosial
dimaksudkan untuk membantu dan mengangkat kaum dhuafa, fakir miskin dan
golongan lainya yang diatur dalam Islam melalui Zakat Infag dan Shodaqah
(Z1S). Sedangkan dari sisi ekonomi dimaksudkan agar kehidupan ekonomi

menjadi berkembang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ®

Sehingga lembaga ini adalah organisasi yang bersifat profit dan non profit.
Sebagai organisasi nirlaba (non profit) mempunyai fungsi sosial yang tidak
mengharapkan keuntungan dengan melakukan pembinaan bagi para dhuafa dan
pengusaha mikro atau kecil sebagai anggota binaan. Sebagai organisasi berfungsi

ekonomis, KSPPS akan menyalurkan dan menghimpun dana secara swadaya dari

®®pysat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), Pedoman Cara Pembentukan BMT, (Jakarta:
PINBUK, tt), 1.
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masyarakat dan anggota yang diputar (revolving) untuk memberikan penguatan
modal bagi anggota binaan dengan prinsip bagi hasil (profit shearing) sesuai
dengan perjanjiannya (akad kredit). Pada praktiknya, secara teknis operasional
lembaga ini memadukan antara perbankan (syariah), lembaga dakwah dan Badan

Amil Zakat (BAZ).67

Dalam perkembangan selanjutnya KSPPS, dapat diartikan sebagai
perkumpulan orang yang menyatakan diri dalam kegiatan sosial ekonomi atas
dasar semangat bekerjasama dari, oleh dan untuk anggota demi meningkatkan
kesejahteraan bersama. Sebenarnya mirip dengan koperasi, namun dalam KSPPS
sisi dakwah dan sosial mendapat porsi yang seimbang dan terpadu dengan sisi

ekonomi.

Kegiatan yang dilakukan oleh KSPPS meliputi kegiatan dakwah, sosial dan
ekonomi. Kegiatan dakwah yang dilakukan adalah dengan mengadakan
pengkajian dan penyuluhan Islam, melakukan kunjungan dan silaturrahmi guna
memupuk ikatan rasa kekeluargaan dan persaudaraan dan lain sebagainya.
Kegiatan sosial meliputi pemberian santunan dan bantuan, beasiswa, santunan
fakir miskin, anak yatim piatu dan sebagainya. Sedangkan kegiatan ekonominya
adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk penyertaan (saham),
simpanan, titipan dan sebagainya dan mengelola dana tersebut dalam bentuk

pembiayaan (kredit) usaha berskala kecil menengah dan usaha-usaha sektor riil

"Nidia Zuraga, “Koperasi Syariah Dinilai Semakin Prospektif”, dalam https: //www. republika.
co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi, 28 Januari 2016.
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lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semua itu dilakukan secara

terpadu, berkesinambungan dalam satu atap. Karena itu kantor KSPPS harus di

tempat yang strategis dan ekonomis serta dekat dengan lingkungan masyarakat.
Secara umum fungsi dan peran koperasi syariah hampir sama dengan

koperasi pada umumnya yaitu :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada
khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan
sosial ekonominya;

2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah,
professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istigomah) di dalam
menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam;

3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional
yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi
ekonomi;

4. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan pengguna dana, sehingga
tercapai optimalisasi pemanfaatan harta;

5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama
melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif;

6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja;

7. Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.

8Nur S. Buchori. Koperasi Syariah ( Sidoarjo: Media Buana Pustaka, 2009), 19.
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B. Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah
(LKMS) yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang
bertujuan menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum
memiliki akses pada lemabga keuangan formal. Bank Wakaf Mikro berperan
untuk memberdayakan komunitas di sekitar pondok pesantren dengan
mendorong pengembangan bisnis mereka melalui pemberian dana pinjaman
untuk kelompok-kelompok bisnis masyarakat yang produktif. 69

Bank Wakaf Mikro berbadan hukum koperasi di masing-masing
pesantren. Koperasi ini berfungsi sebagai lembaga kuangan mikro syariah yang
menyalurkan dana sebagai pinjaman kepada anggotanya (nasabah) tanpa
memerlukan agunandari peminjam dan margin ditetapkan pada tingkat yang
sangat rendah yaitu 3% per tahun. . Konsep pengembalian rendah didukung oleh
hasil endowment BWM yang diinvestasikan pada bank syariah.

Secara umum lembaga keuangan mikro (LKM) diartikan sebagai lembaga
keuangan yang melayani para pengusaha mikro. Menurut beberapa lembaga
internasional seperti United Nations Development Programme (UNDP) dan
International Labour Organization (ILO), lembaga keuangan mikro adalah
lembaga yang melayani masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga
keuangan perbankan.”’ Hal tersebut discbabkan karena masyarakat tersebut

tidak dapat memenuhi persyaratan teknis yang diajukan oleh perbankan. Menurut

% Aplikasi BWM Mobile (Bank Wakaf Mikro Mobile) diakses 1 November 2019.
""MS Hisyam, Panduan LKM BMT (Tangerang Selatan :CV Arba Multi Sarana,2014), 24.
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Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, definisi
LKM adalah:
“lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa
pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui
pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota
dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa
konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari

keuntungan”. "'

Badan hukum LKM dapat berbentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas

(PT). Bagi LKM yang berbadan hukum koperasi harus tunduk pada Undang-

Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Anggaran Dasar LKM yang

berbentuk koperasi disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah. Sedangkan anggaran dasar LKM yang berbentuk PT disahkan oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut Otoritas Jasa Keuangan

(OJK), secara umum aturan kepemilikan, perizinan, kegiatan, dan pengawasan
LKM adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan
LKM hanya dapat dimiliki oleh individual WNI, BUMDES atau
Kelurahan, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, dan atau Koperasi.

LKM dilarang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, oleh warga

71Undang-Undnag Nomor 1 tahun 2013, Lembaga Keuangan Mikro. Dalam Undang-Undang
tersebut disampaikan bahwa tujuan LKM adalah untuk meningkatkan akses pendanaan skala
mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas
masyarakat; dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama
masyarakat miskin danatauatau berpenghasilan rendah.
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negara asing dan atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki
oleh warga negara asing atau badan usaha asing.

Saham LKM yang berbentuk PT paling tidak dimiliki oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota atau badan usaha milik desa
atau kelurahan (BUMDES) sebanyak 60%. Sedangkan sisanya dapat
dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan atau koperasi. Seorang
WNI hanya boleh memiliki saham pada PT tersebut maksimal 20%.

Sumber permodalan LKM disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sesuai dengan badan hukumnya. Sedangkan
ketentuan mengenai besaran modal LKM diatur dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan. Jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan
wajib, dan hibah LKM ditetapkan paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah), untuk LKM dengan cakupan wilayah usaha desa
atau kelurahan; Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk LKM
dengan cakupan wilayah usaha kecamatan; atau Rp.500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah) untuk cakupan wilayah kabupaten/kota.

. Perizinan

Sebelum menjalankan usahanya, sebuah LKM harus sudah
memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terkait hal itu,
maka calon LKM paling tidak harus sudah memiliki susunan organisasi
dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, dan kelayakan rencana
kerja. Untuk memperoleh izin usaha, LKM wajib mengajukan

permohonan kepada Kantor OJK atau Kantor Regional atau Direktorat
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Lembaga Keuangan Mikro sesuai tempat kedudukan LKM dengan
memenuhi  ketentuan  dan persyaratan yang telah ditetapkan
dalam POJK nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan
Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagi LKM yang sudah beroperasi sebelum UU LKM berlaku
yaitu 8 Januari 2015, maka sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 POJK nomor
12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga
Keuangan Mikro, LKM tersebut harus mendapatkan izin dari OJK
melalui pengukuhan LKM. Adapun LKM yang harus mendapatkan
pengukuhan antara lain:

a. Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan
Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit
Usaha  Rakyat  Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan
Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD),
Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa
Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM),
dan atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan
itu  yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum
berlakunya UU LKM, serta belum mendapatkan izin usaha
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
wajib memperoleh izin wusaha melalui pengukuhan sebagai
LKM kepada OJK paling lambat tanggal 8 Januari 2016;

b. Badan Kredit Desa (BKD) yang telah memperoleh izin usaha
dari Menteri Keuangan, sesuai dengan UU Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) dan PP
Nomor 71 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dinyatakan
menjadi Bank Perkreditan Rakyat sehingga tunduk pada
UU Perbankan dan peraturan pelaksanaannya sehingga tidak
wajib memperoleh izin usaha dari OJK; dan

c. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan Baitul Tamwil
Muhammadiyah (BTM) yang telah memperoleh izin usaha
sebagai koperasi, tunduk pada UU yang mengatur
mengenai Perkoperasian sehingga tidak wajib memperoleh izin
usaha dari OJK.



68

Sedangkan LKM yang tidak perlu mendapatkan pengukuhan dari OJK
adalah Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta
lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini
berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat
dan tidak tunduk pada UU LKM.

3. Kegiatan

Kegiatan LKM secara garis besar meliputi jasa keuangan untuk
pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik dalam bentuk
pinjaman atau pembiayaan skala mikro, layanan simpanan, dan pemberian
jasa konsultasi pengembangan usaha. Dalam menentukan suku bunga
pinjaman atau imbal bagi hasil pembiayaan, LKM harus merujuk pada
Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman
atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga
Keuangan Mikro.

LKM dapat menjalankan usahanya baik dengan menggunakan
prinsip Islami maupun berbasis bunga (konvensional). LKM konvensional
tidak boleh menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,
LKM harus memilih menjalankan kegiatan usaha secara
konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Secara umum, peraturan
kegiatan penyaluran pinjaman atau pembiayaan oleh LKM adalah sebagai
berikut:"

a. LKM wajib melakukan analisis atas kelayakan
penyaluran pinjaman atau pembiayaan;

"2 Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 2013tentang Lembaga Keuangan Mikro.
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b. LKM menetapkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal
hasil maksimum Pembiayaan yang akan diterapkan;

c. LKM wajib melaporkan suku bunga maksimum Pinjaman
atau imbal hasil maksimum Pembiayaan kepada OJK setiap
4 bulan (paling lambat minggu terakhir bulan April, bulan
Agustus, dan bulan Desember);

d. LKM  wajib melaporkan kepada OJK, dalam  hal
menaikkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal
hasil maksimum Pembiayaan;

e. LKM dilarang menerapkan suku bunga Pinjaman atau imbal

hasil Pembiayaan melebihi suku bunga maksimum
Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan yang telah dilaporkan
kepada OJK;

f. LKM wajib mengumumkan suku bunga maksimum
Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan kepada
masyarakat;

g. LKM setiap saat wajib memenuhi batas maksimum pemberian
Pinjaman atau Pembiayaan kepada setiap nasabah;

h. LKM wajib melakukan penilaian kualitas Pinjaman atau
Pembiayaan yang disalurkan; dan

i. LKM wajib membentuk penyisihan penghapusan Pinjaman
atau Pembiayaan.

Lembaga keuangan mikro merupakan institusi yang menyediakan
jasa-jasa keuangan penduduk yang berpendapatan rendah dan termasuk
dalam kelompok miskin. Lembaga keuangan mikro ini bersifat spesifik
karena mempertemukan permintaan dana penduduk miskin atas
ketersediaan dana. Bagi lembaga keuangan formal perbankan, penduduk
miskin akan tidak dapat terlayani karena persyaratan formal yang harus
dipenuhi tidak dimiliki. Bersamaan dengan itu, lembaga pembiayaan
informal juga beroperasi dalam perekonomian masyarakat termasuk
masyarakat pertanian. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro

termasuk lembaga pembiayaan informal merupakan langkah yang tepat

dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pengembangan ekonomi
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rakyat. Sebagai penyedia dana bagi petani, lembaga informal dinilai
sangat fleksibel dan relatif mudah diakses karena tidak memerlukan
prosedur administrasi yang rumit seperti halnya lembaga pembiayaan
formal. Secara umum kondisi masyarakat di perdesaan tergolong miskin
berada dalam kondisi dengan pendapatan yang rendah akibatnya tidak ada
sisa uang yang dapat ditabung. Karena tidak punya tabungan, tidak ada
uang untuk diinvestasikan. Dengan tidak ada investasi ini menyebabkan
produktivitas masyarakat miskin rendah. Hal ini terjadi karena
masyarakat miskin umumnya. "

Salah satu model lembaga keuangan mikro yang berhasil dan
sudah banyak diadopsi oleh banyak negara di dunia adalah Grameen
Bank. Model ini sudah dikenal secara luas sebagai salah satu lembaga
keuangan mikro tersukses di dunia dalam mengurangi kemiskinan yang
ada, dikarenakan cepatnya ekspansi dan jangkauan yang luas terhadap
masyarakat miskin dengan dampak positif pada pendapatan, pekerjaan,
konsumsi, tabungan dan aset dari pesertanya. I

Besaran kredit pinjaman atau pembiayaan yang disalurkan oleh
LKM juga sudah diatur oleh OJK. Nominal terkecil dari penyaluran dana
adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Sedangkan batas maksimum

pemberian pinjaman atau pembiayaan adalah maksimal 10% (sepuluh

"®Yopi Saleh, Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Mendukung Pengentasan
Kemiskinan Di Perdesaan (Mediagro, VVol. 7, Nomor 1, 2011), 66.
" 1bid., 68.
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persen) dari modal LKM untuk nasabah kelompok dan 5% (lima persen)
dari modal LKM untuk 1 (satu) nasabah.

Dalam penyaluran kredit atau pembiayaan, LKM harus dapat
mengklasifikasikan nasabahnya berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi.
Hal ini karena LKM harus menyediakan penyisihan penghapusan
pinjaman atau pembiayaan (PPP) guna mengantisipasi risiko. Pembagian
nasabah dan besaran PPP berdasar tingkat risiko yang dihadapi adalah
sebagai berikut: "

a. Lancar
Penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan paling
kurang 0% (nol persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan;

b. Diragukan

Penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan paling

kurang 50% (lima puluh persen) dari Pinjaman atau

Pembiayaan; dan

c. Macet
Penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan paling

kurang 100% (seratus persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan.

4. Pengawasan
Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh

OJK. Namun demikian, untuk pembinaan dan pengawasan OJK

"Syrat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEQJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan
Lembaga Keuangan Mikro..
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mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Jika
Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota belum siap, OJK dapat
mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain
yang ditunjuk. Adapun ruang lingkup pengawasannya adalah sebagai
berikut:
a. Penerimaan laporan keuangan dan input data ke dalam
sistem aplikasi;
b. Pelaksanaan analisis laporan keuangan LKM;
c. Penerimaan dan analisis laporan lain;
d. Pelaksanaan tindak lanjut atas laporan lainnya;
e. Penyusunan rencana  kerja = pemeriksaan,  pelaksanaan
pemeriksaan, dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan LKM;
f. Pengenaan sanksi  administratif ~kepada LKM  selain
pencabutan izin usaha dan denda; dan
g. Pelaksanaan  langkah-langkah  penyehatan  terhadap LKM
yang  mengalami  kesulitan  likuiditas = dan solvabilitas
yang membahayakan keberlangsungan usaha.

Dalam  rangka  pelaksanaan  fungsi  pembinaan  dan
pengawasan, OJK dapat melakukan Pemeriksaan terhadap LKM dan
OJK dapat melakukan Pemeriksaan langsung terhadap LKM baik
secara  sendiri-sendiri ~ maupun bersama-sama dengan Pemerintah
Kabupaten atau Kota atau pihak lain yang ditunjuk. Sedangkan sanksi

yang bisa dikenakan kepada LKM apabila ditemukan pelanggaran adalah
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denda wuang, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha,

pemberhentian direksi atau pengurus LKM, atau pencabutan izin usaha.

C. Pemberdayaan Berbasis Pondok Pesantren
1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses penyadaran masayarakat yang
dilakukan secara transpormatif, partisipatif dan berkesinambungan melalui
peningkatan kemampuan dan bertujuan untuk menangani berbagai persoalan
hidup supaya tercapai cita-cita yang diharapakan, modal besar pemberdayaan
berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia, harus benar diketahui dan
dipahami untuk menekankan pendekatan yang tepat, memilih progam-progam

. 6
dan merencanakan tujuan dan target.’

Pemberdayaan =~ masyarakat merupakan  suatu  cara  untuk
mewujudkan masyarakat menjadi lebih mandiri dan berdaya, didalam sebuah
pemberdayaan, masyarakat seharusnya ditempatkan sebagai
subjek pemberdayaan sehingga dapat langsung melakukan aktifitas yang harus
mereka lakukan. Perencanan sebelum melakukan berbagai progam kegiatan
selayaknya perlu dilakukan guna mendapatkan gambaran umum mengenai alur

kegiatan pemberdayaan dalam menunjang kemandirian masyarakat.

Perencanaan yang baik dilakukan dengan merumuskan problem yang ada

di dalam masyarakat guna memecahkan masalah-masalah yang sedang dialami

"®Aziz Muslim, Metodologi Pengembangan Masyarakat (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,
2008), 2.
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masyarakat, dari perumusan tersebut dapat dihasilkan sebuah aktifitas maupun
kegiatan yang dapat dilakukan guna menjawab dan menyelesaikan masalah
tersebut. Pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan adalah serangkaian
kegiatan penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif dan
pasrtisipatif dengan melakukan ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat yang

bertujuan menjadikan masyarakat mandiri dan berdaya dalam kehidupanya.
2. Pondok Pesantren

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa pesantren sebagai
asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji. Sedangkan
secara istilah pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dimana para santri
biasa tinggal di pondok (asrama) dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik dan
kitab-kitab umum. Pondok pesantren juga bertujuan untuk menguasai ilmu
agama Islam secara detail dan mendalam, serta mengamalkan sebagai
pedoman hidup keseharian dengan menekankan penting moral dalam kehidupan
bermasyarakat.

Adapun sebuah alasan mengapa suatu pondok pesantren dapat dijadikan
sebagai tempat pemberdayaan masyarakat, paling tidak meliputi 3 aspek penting.
Pertama, pondok pesantren hidup selama 24 jam. Dengan pola 24 jam tentunya
pesantren bisa dijadikan lembaga keagamaan, sosial kemasyarakatan, atau
lembaga pengolahan potensi umat. Kedua, pondok pesantren umumnya sudah

mengakar dikalangan masyarakat, karena kebanyakan berada di daerah
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pedesaaan. Ketiga, pondok pesantren dipercaya masyarakat, karena banyak

kecenderungan orang tua menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren.’’

Pemberdayaan masyarakat berbasis pondok pesantren paling tidak
mencangkup tiga aktifitas penting. Pertama, berupaya membebaskan dan
menyadarkan masyarakat. Upaya ini bersifat subjektif dan memihak kepada
masyarakat dalam rangka menfasilitasi mereka dalam proses penyadaran, kedua,
menggerakan partisipasi dan etos swadaya masyarakat. Pesantren perlu
menciptakan suasana dan kesempatan  yang memungkinkan masyarakat
mengidentifikasi massalahnya sendiri. Ketiga, pesantren mendidik, memberikan
pengetahuan serta keterampilan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat

berkarya dalam menunjang kesejahteraan mereka.
3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren

Menurut H.M Ya’kub mengungkapkan bahwa pengembangan masyarakat
itu sama seperti pemberdayaan masyarakat. Pengembangan masyarakat adalah
proses penyadaran masayarakat yang dilakukan secara transpormatif, partisipatif
dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dan bertujuan
untuk menangani berbagai persoalan hidup supaya tercapai cita-cita yang
diharapakan. " Kata pondok berasal dari kata fundug yang artinya ruang tidur,
asrama atau wisma sederhana, karena pondok memang sebagai tempat

penampungan sederhana dari para pelajar yang jauh dari tempat asalnya.

""Zubaedi, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007),
15.

®Aziz  Muslim, Metodologi ~ Pengembangan Masyarakat (Yogyakarta: UIN  Sunan
Kalijaga, 2008), 3.
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Kata pesantren berasal dari kata santri yang diimbuhi awalan pe- dan
akhiran -an yang berarti menunjukkan tempat, maka artinya adalah tempat para
santri. Terkadang juga dianggap sebagai gabungan kata sant (manusia baik)
dengan suku kata tri (suka menolong), sehingga kata pesantren dapat berarti
tempat pendidikan manusia baik-baik. Sedangkan menurut Geertz pengertian
pesantren diturunkan dari bahasa India Shastri yang berarti ilmuwan Hindu
yang pandai menulis, maksudnya pesantren adalah tempat bagi orang-orang yang
pandai membaca dan menulis. Dia menganggap bahwa pesantren dimodifikasi
dari para Hindu. Pesantren pada hematnya bergeras sesuai tuntutan zamannya ;
kehadiran pesantern senantiasa dalam kerangka memecahkan persoalan-

persoalan yang dihadapi masyarakat secara kontekstual.”

Konsep pemberdayaan masyarakat berbasis pondok pesantren paling
tidak  mencangkup  tiga  aktifitas  penting. Pertama,  berupaya
membebaskan dan menyadarkan masyarakat. Upaya ini bersifat subjektif dan
memihak kepada masyarakat dalam rangka menfasilitasi mereka dalam proses
penyadaran, kedua, menggerakan partisipasi dan etos swadaya masyarakat.
Pesantren perlu menciptakan suasana dan kesempatan yang memungkinkan
masyarakat mengidentifikasi massalahnya sendiri. Ketiga, pesantren mendidik,
memberikan pengetahuan serta keterampilan kepada masyarakat sehingga

masyarakat dapat berkarya dalam menunjang kesejahteraan mereka.™

"Imam Bawani, Ahmad Zaini, Pesantren Buruh Pabrik, pemberdayaan buruh pabrik berbasis
pendidikan pesantren (Yogyakarta : LKiS, 2011), 54.

%0Zubaedi, pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007),
15.
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Pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan sekaligus lembaga
sosial, disatu sisi memang harus berperan aktif didalam mengawal perjalanan
moral masyarakat namun disatu sisi juga mampu berperan aktif dalam menjawab
aneka macam kebutuhan masyarakat yang belakangan ini semakin meningkat dan

variatif, 8!

Pesantren seharusnya  berpartisipasi dalam mengatasi problem
masyarakat seperti kemiskinan, kebodohan, kerusakan lingkungan, ketebatasan
sumber  daya, minimnya sanitasi ligkungan =~ dan  sejenisnya.
Sehingga dari pendapat para ahli terkait pemberdayaan masyarakat berbasis
pesantren yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa
pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren merupakan suatu tindakan yang
dilakukan sebuah pondok pesantren dalam menyadarkan masyarakat tentang
masalah yang dialaminya sehingga dari proses penyadaran itu dapat
memunculkan sebuah aksi guna menunjang keberdayaan masyarakat tersebut

menuju kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Jikalau dilihat dari proses-proses pemberdayaan dapat terbagi menjadi 3
aspek, pertama membebaskan masyarakat dan menyadarkan masyarakat.
Memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berfikir akan keadaan yang
dialaminya, menyadari apa yang kurang dan dibutuhkanya. Kemudian aspek
kedua mengidentifikasi masalah, setelah masyarakat menyadari apa yang

dirasakan kemudian masalah-masalah apa saja diidentifikasi. Aspek ketiga aksi

81bid., 271.
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atau tindakan yang harus dilakukan guna menyelesaikan masalah dan

mendapatkan kesejahteraan hidup.

Tentunya aksi ini berwujud kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti peternakan, perikanan,
keterampilan, wiraswasta, koprasi, pengembangan desa wisata, pengembangan

budaya daerah, kesenian dan perkebunan.
4 Aktivitas Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat

Aktivitas pondok pesantren merupakan sebuah bentuk kegiatan yang
dilakukan di pondok pesantren setiap harinya. Bentuk aktivitas tersebut
sangatlah bermacam-macam, dari mulai pagi hingga malam. Pondok pesantren
merupakan sebuah wadah seorang anak untuk belajar pengetahuan agama

maupun pengetahuan umum.

Kegiatan pondok pesantren merupakan sebuah bentuk pembelajaran yang
pentung bagi para peserta didik untuk mendapatkan pengalaman, karena di
pondok pesantren kita selalu diajarkan mengenai kemandirian dengan melakukan

berbagai aktivitas itu sendiri tanpa didampingi oleh orang tua.

Studi-studi tentang pesantren selama ini sudah banyak dilakukan oleh
para peneliti, namun sebagian besar mereka melihat pesantren dari dimensi,
pendidikan sosial dan politik. Sedikit sekali yang melihat pesantren dari potensi
ekonomi yang dimiliki oleh pesantren. Pesantren di Indonesia yang jumlahnya

mencapai ribuan sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar dalam bidang
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ekonomi. Namun potensi yang dimiliki oleh pesantren belum banyak
diperhatikan, baik oleh pemerintah maupun pesantren sendiri. Pemerintah selama
ini jarang melihat potensi ekonomi yang dimiliki oleh pesantren, karena
pesantren dianggap lembaga pendidikan tradisional yang tidak mempunyai nilai
strategis dalam bidang ekonomi. Sedangkan sebagian besar pesantren
menganggap bahwa persoalan ekonomi bukanlah urusan pesantren karena urusan
ekonomi merupakan persoalan duniawi, sehingga tidak perlu diperhatikan secara

serius.

Perspektif  para pakar tentang pesantren secara mayoritas juga
mengatakan demikian, bahwa pesantren merupakan lembaga tradisional yang
bergerak dalam bidang pendidikan tradisional yang masih mempertahankan
pembelajaran kitab-kitab klasik. Padahal jika kita melihat potensi dan
perkembangan pesantren sekarang ini sebagaimana yang di katakan oleh
Azyumardi Azra pesantren sekarang diharapkan tidak lagi sekedar memainkan
fungsi tradisionalnya, yaitu; “tranmissi dan transfer ilmu-ilmu Islam,
pemeliharaan tradisi Islam, reproduksi ulama”, tetapi juga menjadi pusat
penyuluhan kesehatan, pusat pengembangan teknologi tepat guna bagi
masyarakat pedesaan, pusat usaha-usaha penyelamatan dan pelestarian
lingkungan hidup; dan lebih penting lagi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi
masyarakat dan sekitarnya. Maka dari itulah fungsi pesantren tidak hanya
sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (center of exellence), sebagai

lembaga yang mencetak sumber daya manusia (human resource), tetapi juga
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diharapkan menjadi lembaga yang dapat melakukan pemberdayaan pada

masyarakat (agent of development). %

Azyumardi Azra berpendapat bahwa dalam merespon tantangan sebagai
bentuk modernisasi pendidikan Islam di pesantren dapat dilakukan dengan cara

sebagai berikut:

1) Pembaruan substansi atau isi pendidikan pesantren dengan

memasukkan subjek umum dan vokasional.
2) Pembaruan metodologi, seperti sistem klasikal dan perjenjangan.

3) Pembaruan kelembagaan, seperti kepemimpinan pesantren dan
diversifikasi lembaga pendidikan.

4) Pembaruan fungsi, dari fungsi kependidikan untuk juga mencakup

;M8 . 83
fungsi sosial ekonomi.

Melihat fungsi yang dimilikinya sebenarnya pesantren dapat berperan
sebagai lembaga perantara yang diharapkan dapat menjadi dinamisator dan
katalisator pemberdayaan sumberdaya daya manusia, penggerak pembangunan di
segala bidang, termasuk di bidang ekonomi.®* Dengan kekuatan yang
dimilikinya, pesantren mempunyai potensi untuk melakukan pemberdayaan umat
terutama dalam bidang ekonomi. Karena melakukan pemberdayaan ekonomi

merupakan bentuk dakwah bil hal dan sekaligus mengimplementasikan ilmu-ilmu

82 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama (Bandung,: Mizan, 1997), 22.

83Azyumardi Azra, Esei-esei Inelektual Muslim Pendidikan Islam (Ciputat: PT Logos Wacana
Timu, 1999), 42.

8Amin Haidari, dkk., Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan
Kompleksitas Global (Jakarta : IRD Press,2004), 193-194.
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yang dimilikinya secara kongkrit (aplikatif). Di dalam Islam, ekonomi merupakan
wasilah bukan magqashid, jadi ekonomi merupakan salah satu cara untuk
mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini tentunya sesuai dengan yang di
ajarkan Islam bahwasanya harta dan kegiatan ekonomi merupakan amanah dari
Allah SWT sebagai pemiliki mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka
bumi ini termasuk harta benda, pemilik hakiki kekayaan.® Karena itulah orang
yang beriman diperintahkan untuk meningkatkan dan menambah harta mereka
melalui jalan yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti dengan cara sedekah bukan
dengan cara ribawi karena sedekah akan meningkatkan efek positif pada harta

kekayaan.

Konsep Islam tersebut seharusnya dijadikan dasar oleh pesantren untuk
melakukan pemberdayaan ekonomi, membimbing dan mendampingi umat.
Dengan demikian status harta secara de jure yang menjadi milik manusia
mengakibatkan adanya hubungan antara manusia dan Allah memiliki beberapa
implikasi. Dari sini sebenarnya pesantren mempunyai kekuatan yang bisa
dimanfaatkan pesantren untuk melakukan pemberdayaan dalam ekonomi
kerakyatan. Pesantren yang secara langsung bersentuhan dengan umat bisa
menjadi media pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi.

Konsep penting yang perlu ada dalam berbagai aktivitas yang dilakukan
di pondok pesantren, paling tidak meliputi empat hal : Pertama, Pembaharuan
Subtansi atau isi pendidikan dengan memasukan subjek-subjek umum dan

vocational. Kedua, pembaharuan metodologi seperti sistem klasikal atau

% Muh. Syafi“i Antonio, Bank Syari“ah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001), 143.
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penjenjangan. Ketiga, pembaruan kelembagaan seperti kepemimpinan dengan
diversifikasi lembaga pendidikan. Keempat, pembaruan fungsi dari semula
hanya fungsi pendidikan saja menjadi sebuah fungsi yang mencangkup sosial

ekonomi.*®

Sebagai sebuah konsekuensi pondok pesantren dalam laju kehidupan
kemasyarakatan yang bergerak secara dinamis, di pondok pesantren, selain
berkembang aspek pokoknya yaitu pendidikan dan dakwah; juga berkembang
hampir semua aspek kemasyarakatan, terutama yang berkaitan dengan ekonomi
dan kebudayaan. Berikut beberapa contoh aspek kehidupan kemasyarakatan
yang berkembang dipondok pesantren : pendidikan agama dan pengajian kitab,
pendidikan dakwah, pendidikan formal, pendidikan seni, pendidikan
kepramukaan, pendidikan olahraga dan kesehatan, pendidikan keterampilan,
pengembangan masyarakat dan penyelenggaraan kegiatan sosial.”” Keberadaan
pondok pesantren diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para santri yang
ikut mengaji karena di pondok pesantren para santri mendapatkan banyak ilmu
yang tidak dapat didapat dari sekolah lainya. Pendidikan karakter dan
kemandirian merupakan pendidikan yang sangat bermanfaat di dalam kehiduoan
setiap orang, dengan kegiatan bersama-sama, saling bertoleransi, tolong
menolong dan solidaritas merupakan serangkaian pelajaran yang dapat diambil

dari pendidikan di pondok pesantren.

8 Zubaedi, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren (yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2007),
19.

¥ Departemen Agama RI, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah (Jakarta: Diva
Jakarta, 2003), 21.
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Pendidikan keterampilan dan kejuruan dikembangkan di pondok
pesantren untuk kepentingan dan kebutuhan para santri sebagai modal untuk
menjadi manusia yang bersemangat wiraswasta dan sekaligus menunjang
pembangunan masyarakat di lingkungan pondok pesantren.88
Pengembangan masyarakat di lingkungan pondok pesantren  diselenggarakan
mengingat potensi dan pengaruh pondok pesantren yang luas dan dalam
masyarakat. Selain itu keberadaan pondok pesantren merupakan sebuah potensi
yang cukup besar untukmelakukan pengembangan masyarakat, karena melihat
keberadaan yang terletak di area masyarakat kebanyakan. Pondok pesantren
merupakan sebuah lembaga yang beraktivitas selama 24 jam, sehingga sudah
pantas dan layak keberadaan pondok pesantren dapat memberikan manfaat

kepada masyarakat."

5. Faktor Pendukung dan Penghambat Pondok Pesantren Dalam

Pemberdayaan Masyarakat

Pondok pesantren memiliki peran penting dan strategis dalam upaya
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hal ini dapat dilihat dari
beberapa hal yang melatarbelakanginya, seperti keberadaan pondok pesantren
merupakan Lembaga Pendidikan tertua di Indonesia, sehingga keberadaanya
sangat mengakar dan berpengaruh ditengah masyarakat, pondok pesantren
adalah lembaga pendidikan generasi muda yang menggabungkan etika, moral

dan agama, sehingga berperan dalam mencetak generasi muda yang

#83ulthon Masyhud, Manajemen Pondok Pesantren (Jakarta : Diva Pustaka, 2004), 64.
89Zubaedi, pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren, 18.
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berakhlak mulia. Jikalau kelak menjadi pejabat pemerintah atau pejabat politik
diharapkan akan memberikan nuansa-nuansa lingkungan yang membawa
ketentraman dan kesejahteraan bagi rakyatnya secara berkelanjutan, tanpa
mengurangi hak generasi yang akan datang. Pesantren berfungsi sebagai pangkal
berpijak sebagai organisasi swadaya dan pemberdayaan.”

Pondok pesantren lembaga pendidikan yang sangat berperan dalam
pengkajian, pengajaran dan dakwah, dengan demikian diharapkan dalam berbagai
aktivitas dan dakwahnya dapat mengajak masyarakat untuk berprilaku ramah
lingkungan dan memperlakukan lingkungan sesuai dengan tuntunan Al Qur’an
dan Hadith Nabi. Faktor pendukung tentunya sangat menentukan dalam
kesuksesan akan suatu progam atau kegiatan, dengan adanya faktor pendukung
progam-progam yang sudah ada akan menjadi lebih matang dan berhasil.
Selain itu faktor pendukung juga dapat menjadi tolak ukur dimana suatu progam
itu apakah mendapat respon yang baik dari berbagai kalangan atau tidak. Para
pelaku pemberdayaan memberikan respon yang postif terhadap progam
pemberdayaan yang ada di pondok pesantren, adapaun indikator yang dapat

dikemukakan antara lain :

a. Para santri, masyarakat dan ustadz menguasai berbagai masalah pemberdayaan

berikut dengan segala implikasi yang terkait.

b. Adanya partisipasi yang responsive dari berbagai kalangan dengan mengikuti

progam-progam yang dilaksanakan.

%Manfred Ziemiek, Pesantren Dalam Perubahan Sosial (Semarang : CV. Guna Aksara, 1986 ),
179.
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c. Para santi memliki intensif dalam melakukan proyek yang ada

di kalangan pondok pesantren.

d. Pesantren setidaknya mempunyai basis komunitas pendukung yang kokoh

dan solid (kental).

e. Terdapat tempat akses terhadap informasi terutama informasi
yang terkait berbagai model pemberdayaan dapat diperoleh dari buku-
buku, surat kabar, majalah, jurnal, kontak dan pertemuan tokoh-tokoh

LSM.”!

f. Pesantren setidaknya mempunyai daya dorong (motivatif) yang kuat bagi

perkembangannya gagasan baru, eksperimentasi dan inovasi.

g. Adanya tuntutan para santri untuk mengadakan berbagai pelatihan yang
menunjang kepada pengembanga pondok pesantren baik pelatihan

managerial dan fisik.”*

Faktor pendukung pondok pesantren dalam pemberdayaan masyarakat
sangatlah  bermacam-macam, seperti dapat berbentuk dukungan dari
pemerintah, instansi, anggota ataupun masyarakat. Faktor pendukung juga
dapat dilihat dari banyaknya subsidi yang masuk. Jadi jika dilihat dari peran
pondok pesantren dalam pemberdayaan masayrakat, tentunya faktor pendungnya
adalah faktor- faktor apa saja yang meberikan respon baik terhadap kegiatan

pemberdayaan yang dilakuakan oleh pondok pesantren.

%! Zubaedi, pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren, 213.
% 1bid., 211.
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Pengembangan pemberdayaan di dalam pondok pesantren yang berat
di tengah-tengah kehidupan mempunyai sedikit ketegangan atau hambatan

(Faktor Penghambat), diantaranya :

a. Kurangnya pemahaman terhadap progam-progam pemberdayaan yang
dilakukan di pondok pesentren tersebut.

b. Adanya fanitisme dan image negatif terhadap pondok pesantren dalam
melakukan proses pengembangan dan pemberdayaan.

c. Kurangnya silaturahmi dan dialog terbuka dalam berbagai kesempatan.”

d. Belum Ilengkapnya informasi yang mereka terima apa, bagaimana
pengembangan masyarakat serta mengapa dilakukan pengembangan
masyarakat.

e. Belum adanya contoh konkrit tentang kinerja pesantren dalam
melakukan pemberdayaan masyarakat.

Namun satu hal yang perlu diperhatikan adalah tentang jumlah penduduk
yang berkekurangan begitu besar, tersebar di daerah pedesaan, adat istiadat yang
berbeda, permasalaan yang bermacam- macam, sehingga dalam kondisi demikian
tidak dapat diterapkan kebijakan sentral atau pendekatan taknokratis’
Meminjam istilah Ismed Hadad dalam kondisi demikian lebih tepatnya apabila
dilakukan pendekatan yang mengajak ikut serta masyarakat dalam proses

pembangunan. Pendekatan ini dilakukan sejak melihat permasalahan mereka

%bid., 181.
%1bid.., 106.
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sendiri, merencanakan kegiatan yang dipilih dalam mengatasi masalah dan

melihat hasil kerja yang dilakukan.”

Selain itu dengan adanya faktor penghambat mempunyai manfaat
dapat diketahuinya sisi-sisi kelemahan progam yang terkait. Hal-hal yang
menjadi faktor penghambat biasanya dari segi dana, dukungan, seponsor,
kehadiran anggota, pemerintah atau instansi yang terkait. Jadi jika dilihat dari
peran pondok pesantren dalam pemberdayaan masyarakat biasanya faktor
penghambatnya dalam bidang respon masayarakat sekitar akan hadirnya pondok
pesantren sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial.

6. Santri dan Pemberdayaan Ekonomi

Konsep tentang peran santri dalam pemberdayaan ekonomi sangat
menarik dibahas, karena santri yang setiap harinya disibukkan dengan berbagai
aktivitas belajar atau mengaji, ternyata juga memiliki aktivitas ekonomi. Pada
pesantren tertentu, santri memang dibekali dengan berbagai ketrampilan atau
keahlian di bidang ekonomi seperti koperasi, kerajinan dan berdagang. Semua itu
dilakukan oleh pihak pesantren sebagai upaya untuk membekali para santri
dengan berbagai skill keahlian atau setidaknya menyiapkan mental dan
ketrampilan para santri supaya kelak ketika keluar dari pesantren sudah bisa
mandiri.

Oleh karena itu wajar jika pesantren berusaha mengembangkan diri

dengan melakukan suatu tindakan nyata (dakwah bil hal) pada masyarakat di

%Sonhaji  Saleh, Muntaha Azhari, Dinamika Pesantren (Dampak Pesantren dalam
Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat)(Jakarta : P3M, 1988), 105.
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sekitar pesantren di segala bidang, termasuk di dalamnya pemberdayaan
ekonomi. Untuk melangkah pada Program pembangunan yang berbasis
pemberdayaan ekonomi, paling tidak pesantren harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut : (a) kegiatan yang dilaksanakan harus terarah dan
menguntungkan pesantren dan masyarakat sekitar terutama masyarakat yang
lemah, (b) pelaksanaannya dilakukan oleh pesantren dan masyarakat sendiri, (c)
karena pesantren dan masyarakat yang lemah sulit untuk bekerja sendiri-sendiri
akibat kurang berdaya, maka upaya pemberdayaan ekonomi pesantren
menyangkut pula pengembangan kegiatan usaha bersama (cooperatif) dalam
kelompok yang spesifik terkait dengan unit-unit usaha yang bisa diberdayakan
kaum santri, (d) menggerakkan partisipasi masyarakat sekitar untuk saling
membantu dalam rangka kesetiakawanan sosial. Dalam hal ini termasuk
keikutsertaan orang-orang setempat yang telah maju.

Ada beberapa pesantren yang mencoba membuat satu ikhtiar
menambah kemampuan santri di bidang wira usaha atau ekonomi. Berangkat dari
kesadaran bahwa tidak semua santri akan menjadi ulama, maka beberapa
pesantren mencoba membekali santri dengan ketrampilan di bidang
pengembangan ekonomi. Artinya santri yang dihasilkan diharapkan mempunyai
pengalaman dan syukur keahlian praktis tertentu yang nantinya dijadikan modal
untuk mencari pendapatan hidup sekeluar dari pesantren.

Kalau mencermati prilaku ekonomi di lingkungan pesantren pada
umumnya, kita dapat menerka kemungkinan model apa yang sedang berjalan

dalam usaha usaha tersebut. Setidaknya ada empat macam kemungkinan pola
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usaha ekonomi di lingkungan pesantren; Pertama, usaha ekonomi yang berpusat
pada kyai sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam mengembangkan
pesantren. Misalnya seorang kyai mempunyai perkebunan cengkih yang luas.
Untuk pemeliharaan dan pemanenan, kyai mmelibatkan santri-santrinya untuk
mengerjakannya. Maka terjadilah hubungan mutualisme saling menguntungkan
yaitu kyai dapat memproduksikan perkebunannya, santri mempunyai pendapat
tambahan, dan ujungnya dengan keuntungan yang dihasilkan dari perkebunan
cengkeh maka kyai dapat menghidupi kebutuhan pengembangan pesantrennya. *°

Kedua, usaha ekonomi pesantren untuk memperkuat biaya operasional
pesantren. Contohnya, pesantren memiliki unit usaha produktif seperti
menyewakan gedung pertemuan, rumah. Dari keuntungan usaha-usaha produktif
ini pesantren mampu membiayai dirinya, sehingga seluruh biaya operasional
pesantren dapat ditalangi oleh usaha ekonomi ini. Seperti pesantren Sidogiri
yang mempunyai beberapa usaha seperti swalayan, toko-toko kelontong yang
hasilnya untuk pembiayaan pesantren. Ketiga, usaha ekonomi untuk santri
dengan memberi ketrampilan dan kemampuan bagi santri agar kelak ketrampilan
itu dapat dimanfaatkan selepas keluar dari pesantren. Pesantren membuat
program pendidikan sedemikian rupa yang berkaitan dengan usaha ekonomi
seperti pertanian dan peternakan. Tujuannya semata-mata untuk membekali
santri agar mempunyai ketrampilan tambahan, dengan harapan menjadi bekal dan

alat untuk mencari pendapatan hidup.

%Ali Murtadlo, Pesantren dan Pemberdayaan ekonomi ((Studi Kasus Pesantren Baitul Hamdi dan
Pesantren Turus di Pandeglang) Di akses dari www.bappenas.go.id.
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Pesantren Baitul Hamdi di Menes Pandeglang dapat dijadikan
pesantren dalam jenis ini juga, karena disana santri diajak untuk bertani, dan
berkebun. Keempat, usaha ekonomi bagi para alumni santri. Pengurus pesantren
dengan melibatkan para alumni santri menggalang sebuah usaha tertentu dengan
tujuan untuk menggagas suatu usaha produktif bagi individu alumni, syukur
bagai nanti keuntungan selebihnya dapat digunakan untuk mengembangkan
pesantren. Prioritas utama tetap untuk pemberdayaan para alumni santri.

Hal ini seperti yang dilakukan oleh pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa
Timur dan pesantren Maslakul Huda di Kajen Pati Jawa Tengah. Dalam
melakukan pemberdayaan masyarakat, pesantren setidaknya memiliki tiga motif,
Pertama, motif keagamaan, karena kemiskinan bertentangan dengan etika sosial
ekonomi Islam. Kedua, motif sosial, karena kyai juga seorang pemimpin yang
harus mengatasi krisis ekonomi setempat. Ketiga, motif politik, karena
pemegang kekuasaan setempat mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi
pada tingkat mikro dan makro. °’

Pondok pesantren dalam fungsinya melayani masyarakat, dapat pula
dilihat dari upayanya dalam melayani masyarakat, terutama kebutuhan untuk
menanggapi  persoalan-persoalan  kemiskinan, memberantas kebodohan,
menciptakan kehidupan yang sehat dan sebagainya. Di sinilah bisa ditunjukkan
betapa pentingnya kehadiran pesantren yang tidak hanya mementingkan

kepentingan sendiri tetapi juga kepentingan masyarakat sekitar lebih mendapat

%Achmad Zaini, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim His Contribution to Muslim Education
(Yogyakarta: Titian llahi Press, 1998), 126 — 128.
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tempat dalam kerangka usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lahir
maupun batin.

Hal ini penting untuk dipahami karena pesantren secara historis
didirikan dari dan untuk masyarakat. Pesantren didirikan dengan tujuan
mengadakan transformasi sosial bagi masyarakat daerah sekitarnya. Ia hadir
mengabdikan dirinya mengembangkan dakwah Islam dalam pengertian luas,
mengembangkan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan pada
gilirannya didukung secara penuh oleh mereka. Aspek lain signifikansi pelibatan
pesantren dalam pemberdayaan masyarakat, berpeluang pada kenyataan bahwa
masyarakat Indonesia yang mayoritas terdiri dari komunitas muslim pada
umumnya berada di daerah pedesaan. Pada sisi itu, pesantren yang memang
berkembang dan tersebar di daerah-daerah pedesaan sampai derajat tertentu,
merupakan representasi dari masyarakat muslim daerah-daerah pedesaan.
Kenyataan itulah yang membuat pesantren sampai saat ini masih berpengaruh
pada hampir seluruh aspek kehidupan di kalangan masyarakat muslim pedesaan
yang taat. Tetapi upaya untuk menuju ke arah pemberdayaan masyarakat melalui
fungsi ekonomi pesantren terkadang dibenturkan dengan berbagai kenyataan
yang bisa menjadi penghambat langkah tersebut. Salah satu contohnya adalah
karena biasanya pesantren selalu menjadi tempat bagi keluarga dekat kiai, yang
bisa berupa anak, cucu dan seterusnya atau biasa disebut dzurriyyah kiai. Mereka
kadang bertumpu secara ekonomis terhadap santri, apakah dalam bentuk
penyediaan makanan, bahan kebutuhan sehari-hari, atau yang lainnya. Di banyak

pesantren selalu terdapat kios-kios kecil milik keluarga kiai yang terkadang
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menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Inilah sulitnya ketika pesantren kemudian
mencoba untuk memusatkan kegiatan ekonomi dalam satu lembaga. Kegagalan
koperasi Pondok pesantren pada dasarnya adalah karena usaha itu dihadang oleh
kepentingan-kepentingan internal. Selain itu harus diakui bahwa manajemen
ekonomi pesantren juga relatif kurang baik, bukan dari aspek kejujurannya tapi

administrasinya. %

%Usman Sunyoto, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2003), 38.
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BAB III

DESKRIPSI BANK WAKAF MIKRO

A. Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah
1. Sejarah Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah

Bank Wakaf Mikro (BWM) Denanyar Sumber Barokah merupakan satu
dari sepuluh LKM Syariah tahap awal Program “Pemberdayaan Masyarakat
melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren” yang diprakarsai oleh
Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat
dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat
Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). LKM Syariah ini didirikan di lingkungan
salah satu Pondok Pesantren di Jombang yaitu PP. Mamba’ul Ma’arif yang lebih
dikenal dengan pesantren Denanyar.

Pesantren Denanyar sendiri didirikan oleh K.H Bisri Syansuri pada tahun
1917 dan pada tahun 1919 membuka kelas khusus putri. Dari sisi sejarah, pendiri
pesantren Denanyar juga merupakan salah satu pendiri Ormas Islam Nahdlatul
‘Ulama (kebangkitan Ulama). Apabila ditelisik lebih lanjut, salah satu embrio
dari Nahdlatul Ulama adalah Nahdlatut Tujjar, yang artinya ‘kebangkitan
ekonomi’. Oleh karena itu, pesantren Denanyar selain memiliki peran sebagai
lembaga tafagquh fiddin, juga berkewajiban untuk menghidupkan spirit
Nahdlatut Tujjar. Sejalan dengan hal tersebut, pimpinan pesantren Denanyar
Jombang yang diwakili oleh KH. Abdussalam Shohib memiliki keinginan untuk

lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren
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agar dapat ikut berkontribusi dalam pengentasan masalah kemisikinan dan
ketimpangan di negeri ini. Pesantren sendiri memiliki media promosi penunjang
yaitu berupa website pondok di www.denanyar.or.id dan beberapa akun sosial
media.

Pendirian LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah dimulai dari
penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) pada 2 Oktober 2017 yang
dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop dan UKM Nomor : 005477/
BH/M.KUKM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga
Keuangan Mikro Syariah “Denanyar Sumber Barokah”. Kemudian, pada tanggal
5 Oktober 2017, Kantor OJK regional Surabaya mengeluarkan izin usaha LKM
Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan Nomot: KEP — 53/KR.04/2017 tentang Pemberian Izin
Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Sumber
Barokah.

Sebulan setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, dengan komposisi 3
Pengurus LKM Syariah yang dibantu 4 (lima) pengelola harian, pada tanggal 6
November 2017 LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah memulai kegiatan
usahanya ditandai dengan soft /aunching berupa aktivitas pencairan pembiayaan
kepada 15 (lima belas) nasabah yang telah menjalani tahapan pembentukan
Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) selama
kurang lebih 7 (tujuh) hari kerja. Per Juni 2019, LKM Syariah Denanyar Sumber

Barokah telah memiliki 325 (tiga ratus dua puluh lima) nasabah yang terdiri atas


http://www.denanyar.or.id/
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25 (dua puluh lima) KUMPI dengan pola pencairan pembiayaan 2 — 2 -1 yang
telah diberikan setidaknya kepada 325 (tigaratus dua puluh lima) nasabah dengan
nilai total pembiayaan sebesar Rp 725.000.000,-.
2. Visi Misi Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah®
Visi dari Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah vyaitu
“Membangun insan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera”,
sedangkan misinya yaitu :
1) Menciptakan lingkungan pesantren agar lebih sejahtera dan makmur.
2) Menciptakan budaya bermuamalat secara jujur, adil, amanah dan
berakhlak.
3) Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal membiasakan hidup
untuk saling membantu dan menolong orang lain.
4) Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang ada sekitar
pesantren.

3. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah

Struktur organisasi Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah terdiri
atas pengurus, pengawas, dewan pengawas syariah dan pengelola.
Struktur Pengurus terdiri atas :
- Ketua : Mohammad Busyral Karim
- Sekretaris : Umar ZA
- Bendahara : Hubbun Naja

Struktur Pengawas terdiri atas :

*Buku Panduan Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah.
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- Ketua : Hj. Muflihah Shohib

- Anggota :Drs. H. A. Halim Iskandar, M. Pd
Struktur Dewan Pengawas Syariah terdiri atas :

- Ketua : KH. Abdus Salam

- Anggota : H. Mustajab Muhdi, SE

4. Produk Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah

a. Akad Qard

Pengertian : Pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang
memerlukan.

Sifat : Tabarruz’ (sosial)

Tujuan : Tidak terbatas tergantung kepentingan nasabah.

Dasar Fatwa : Dewan Syariah Nasional No: 19/DSMMUI/IV/2001

b.Akad Ju’alah

Pengertian  : Janji atau komitmen (7/tizam) untuk memberikan imbalan (reward
atau iwad) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang di
tentukan dari suatu pekerjaan. Ujrah atau fee yang diberikan
oleh nasabah kepada pengelola BWM dalam rangka konsultasi
pengembangan usaha dan pelatihan.

Sifat : Tabarru’ (sosial)

Tujuan : Tidak terbatas tergantung kepentingan nasabah

Dasar Fatwa : Dewan Syariah Nasional No: 62/DSNMUI/IV/2007

Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2c¢
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B. Bank wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera
1. Sejarah Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera

Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera merupakan satu
dari sepuluh LKM Syariah tahap awal Program ‘“Pemberdayaan Masyarakat
melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren” yang diprakarsai oleh
Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat
dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat
Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). LKM Syariah ini didirikan di lingkungan
salah satu Pondok Pesantren bersejarah yang berperan dalam pergerakan
perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Tebuireng
Jombang yang berlokasi di Jalan Irian Jaya 10 Tromol Pos 5 Tebuireng Kab.
Jombang, Prov. Jawa Timur.

Pesantren Tebuireng sendiri didirikan oleh K.H. Muhammad Hasyim
Asy’ari pada tahun 1988. Sebagai salah satu pesantren besar dengan potensi
ekonomi umat, baik dari internal pesantren mapun lingkungan luar pesantren
yang dekat dengan pasar dan pusat keramaian, pimpinan Pesantren Tebuireng
Jombang yang diwakili DR. (HC). Ir. KH. Salahudin Wahid memiliki keinginan
untuk lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan
pesantren agar dapat ikut berkontribusi dalam pengentasan masalah kemisikinan
dan ketimpangan di negeri ini. Dengan potensi sekitar 18 ribu santri setiap
tahunnya, Pesantren Tebuireng memiliki potensi pasar dan SDM yang

menjanjikan.
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Pendirian LKM Syariah Tebuireng Mitra Sejahtera dimulai dari
penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) pada 6 Desember 2017 yang
dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop dan UKM Nomor : 0069896/
BH/M.KUKM.2/1/2018 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga
Keuangan Mikro Syariah “Tebuireng Mitra Sejahtera”. Pada tanggal 11 Oktober
2017, OJK mengeluarkan izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan
penerbitan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomot: KEP-
18/KR.04/2018 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga
Keuangan Mikro Syariah Tebuireng Mitra Sejahtera.

Setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, dibawah kepemimpinan Bpk.
Slamet Habib selaku Ketua Pengurus LKM Syariah yang dibantu oleh 4 (empat)
pengurus dan 4 (Empat) pengelola harian, LKM Syariah Tebuireng Mitra
Sejahtera memulai kegiatan usahanya ditandai dengan sofi launching berupa
aktivitas pencairan pembiayaan kepada 20 (dua) puluh nasabah yang telah
menjalani tahapan pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren
Indonesia (KUMPI) selama kurang lebih 5 (lima) hari kerja. Per Juni 2019, LKM
Syariah Tebuireng Mitra Sejahtera telah memiliki 281 (dua ratus delapan puluh
satu) nasabah yang terdiri atas 16 HALMI dengan pola pencairan pembiayaan 2
— 2 -1 yang telah diberikan setidaknya kepada (seratus sembilan) nasabah dengan
nilai total pembiayaan sebesar Rp 485.000.000,-.

2. Visi Misi Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera'®

100 Byku Panduan Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera.
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Visi dari Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera yaitu
“Membangun insan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera”,
sedangkan misinya yaitu :

1) Menciptakan lingkungan pesantren agar lebih sejahtera dan makmur.

2) Menciptakan budaya bermuamalat secara jujur, adil, amanah dan

berakhlak.

3) Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal membiasakan hidup

untuk saling membantu dan menolong orang lain.

4) Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang ada sekitar

pesantren.

3. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera

Struktur organisasi Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera terdiri atas
pengurus, pengawas, dewan pengawas syariah dan pengelola.

Struktur pengurus terdiri atas :

- Ketua : Slamet habib
- Sekretaris : Iskandar
- Bendahara : Umbaran S.HI.

Struktur pengawas terdiri atas :

- Ketua : H. Abdul Ghoffar

"~ Anggota : Herry Setyawan, SE
Struktur Dewan Pengawas Syariah terdiri atas :

- Ketua : H. Lukman Hakim
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4. Produk Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera

a. Akad Qard

Pengertian : Pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang
memerlukan.

Sifat : Tabarru’ (sosial)

Tujuan : Tidak terbatas tergantung kepentingan nasabah.

Dasar Fatwa : Dewan Syariah Nasional No: 19/DSMMUI/IV/2001

b.Akad Ju’alah

Pengertian  : Janji atau komitmen (i/tizam) untuk memberikan imbalan (reward
atau 7wad) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang di
tentukan dari suatu pekerjaan. Ujrah atau fee yang diberikan
oleh nasabah kepada pengelola BWM dalam rangka konsultasi
pengembangan usaha dan pelatihan.

Sifat : Tabarru’ (sosial)

Tujuan : Tidak terbatas tergantung kepentingan nasabah

Dasar Fatwa : Dewan Syariah Nasional No: 62/DSNMUI/IV/2007

Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2c

C. Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wafa Mandiri

1. Sejarah Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wafa Mandiri

Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Fithrah Wava Mandiri merupakan satu
dari sepuluh LKM Syariah tahap awal Program ‘“Pemberdayaan Masyarakat
melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren” yang diprakarsai oleh

Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat
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dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat
Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). LKM Syariah ini didirikan di lingkungan
salah satu Pondok Pesantren bersejarah yang berperan dalam pergerakan
perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Assalafi Al
Fithrah yang berlokasi di Jalan Kedinding Lor Kelurahan Tanah Kali Kedinding,
Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah didirikan pada tahun 1985 bermula
dari kediaman KH. Achmad Asrori Al Ishaqy. Pada saat itu ikut serta beberapa
santri dari Pondok Pesantren Darul ‘Ubudiyah Jatipurwo Surabaya yang didirikan
dan diasuh KH. Muhammad Utsman Al Ishaqy. Sebagai salah satu pesantren
besar dengan potensi ekonomi umat, baik dari internal pesantren mapun
lingkungan luar pesantren yang dekat dengan pasar dan pusat keramaian,
pimpinan Pesantren Assalafi Al Fithrah KH. Musyafa memiliki keinginan untuk
lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren
agar dapat ikut berkontribusi dalam pengentasan masalah kemisikinan dan
ketimpangan di negeri ini. Dengan potensi sekitar tiga ribu santri setiap
tahunnya, Pesantren Assalafi Al fithrah memiliki potensi pasar dan SDM yang
menjanjikan.

Pendirian LKM Syariah Al Fithrah Wava Mandiri dimulai dari penetapan
badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah (Kemenkop dan UKM) pada 22 September 2017 yang dibuktikan
dengan Keputusan Menteri Kemenkop dan UKM Nomor : 007121/BH/

M.KUKM.2/1/2018 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga
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Keuangan Mikro Syariah “Al Fithrah Wava Mandiri”. Empat Bulan kemudian,
pada tanggal 24 Januari 2018, Kantor OJK Surabaya mengeluarkan izin usaha
LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP — 31/KR.04/2018 tentang Pemberian I1zin
Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Al Fithrah Wava
Mandiri.

Sebulan setelah mendapatkan izin wusaha dari OJK, dibawah
kepemimpinan Ustadz Ali Sofwan Muzani, M.Pd.I selaku Ketua Pengurus LKM
Syariah yang dibantu oleh 3 (tiga) pengurus dan 3 (tiga) pengelola harian, pada
tanggal 01 Februari 2018 LKM Syariah Al Fithrah Wava Mandiri memulai
kegiatan usahanya ditandai dengan sofi launching berupa aktivitas pencairan
pembiayaan kepada 15 (Lima belas) nasabah yang telah menjalani tahapan
pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia
(KUMPI) selama kurang lebih 2 (bulan) hari kerja. Per tanggal Mei 2019, LKM
Syariah Al Fitrah Wava Mandiri telah memiliki 223 (dua ratus dua puluh tiga)
nasabah yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) KUMPI dengan pola pencairan
pembiayaan 2 — 2 - 1 yang telah diberikan setidaknya kepada 223 (dua ratus dua
puluh tiga) nasabah dengan nilai total pembiayaan sebesar Rp. 425.000.000,-.

2. Visi Misi Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wafa Mandiri'”*

Visi dari Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri yaitu

“Membangun insan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera”,

sedangkan misinya yaitu :

10 Byku Panduan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya.
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1) Menciptakan lingkungan pesantren agar lebih sejahtera dan makmur.

2) Menciptakan budaya bermuamalat secara jujur, adil, amanah dan
berakhlak.

3) Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal membiasakan hidup
untuk saling membantu dan menolong orang lain.

4) Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang ada sekitar
pesantren.

3. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Al Fihtrah Wava Mandiri Surabaya

Struktur organisasi Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri
Surabaya terdii atas pengurus, pengawas, dewan pengawas syariah dan pengelola.

Struktur Pengurus terdiri atas :

- Ketua : Ali Sofwan Muzani, M.Pd.1

- Sekretaris : Suroso, M.Pd.1

- Bendahara : Nurusshoba Aristha, S.E.I
Pengawas :

- Ketua : HMuhammad Musyafa’, M.Th.I

- Anggota : Dr. Fathurrozi, M.H.I

Dewan Pengawas Syariah :

- Ketua : Ali Hamdan, M.E.I

- Anggota : Dr. KH. Abdul Rosyidi, M. Fill.I
4. Produk Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri

a. Akad Qard
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Pengertian : Pinjaman yang diberikan kepada nasabah (mugqtaridh) yang
memerlukan.

Sifat : Tabarru ‘(sosial)

Tujuan : Tidak terbatas tergantung kepentingan nasabah.

Dasar Fatwa : Dewan Syariah Nasional No: 19/DSMMUI/IV/2001

b.Akad Ju’alah

Pengertian  : Janji atau komitmen (7/tizam) untuk memberikan imbalan (reward
atau 7wad) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang di
tentukan dari suatu pekerjaan. Ujrah atau fee yang diberikan
oleh nasabah kepada pengelola BWM dalam rangka konsultasi
pengembangan usaha dan pelatihan.

Sifat : Tabarruw’ (sosial)

Tujuan : Tidak terbatas tergantung kepentingan nasabah

Dasar Fatwa : Dewan Syariah Nasional No: 62/DSNMUI/IV/2007

Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2c
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Denanyar Sumber
Barokah

Tebuireng Mitra
Sejahtera

Al Fithrah Wava
Mandiri

Badan Hukum

005477/BH/M.KUKM.2/X/2017

0069896/BH/M.KUKM.2/1/2018

007121/BH/M.KUKM.2/1/2018

ljin Operasional

KEP — 53/KR.04/2017

KEP-18/KR.04/2018

KEP — 31/KR.04/2018

Akad Yang

digunakan Qard dan Ju'alah Qard dan Ju'alah Qard dan Ju'alah
Jumlah Pengurus 3 3 3
Jumlah Pengawas 2 2 2
Jumlah DPS 2 1 2
Jumlah Pengelola 5 5 4
Jumlah KUMPI 64 63 41
Jumlah

Pembiayaan

kumulatif 1.343.000.064 1.236.499.968 489.400.000
Jumlah Nasabah

Kumulatif 1.021 792 405
Jumlah

Pembiayaan

Outstanding 279.973.568 271.460.480 87.7024.96
Jumlah Nasabah

utstanding 319 238 98

Produk Unggulan
Nasabah

Jamu beras kencur, sambel
pecel, nasi tumpeng, cake
dan brownis

Jamu, manik-manik,
samiler, rengginang, sari
kunyit

Krupuk ikan, tas rajut,
sinom, kue basah dan
kering, baju gamis, bros
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BABIV

PAPARAN HASIL PENELITTAN DAN PEMBAHASAN

A. Sumber Informan dan Narasumber

Sumber informasi yang dihimpun pada penulisan disertasi ini terbagi
menjadi dua, yaitu :
1. Pendamping dan pengelola Bank Wakaf Mikro

Peran pendamping pada program ini menjadi penting karena pendamping
merupakan kepanjangan tangan dari Laznas BSM Umat yang menjadi pemilik
program. Diantara tugas dari pendamping adalah mengawal proses pendirian
Bank Wakaf Mikro mulai dari rekrutmen SDM Pengelola, pengurusan badan
hukum koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, pengurusan ijin
operasional dari OJK, surat ijin domisili sampai perijinan yang lain seperti SIUP.
Tugas pendamping selanjutnya adalah mengawal soft launching BWM,
mengawal administrasi dan pencairan dana sampai masuk ke rekening BSM dan
mengawal proses pembiayaan kepada nasabah atau anggota sesuai dengan
ketetapan Laznas BSM Umat. Tugas lain pendamping yang juga cukup berat
adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi BWM dan juga
memastikan proses pendampingan rutin kepada kelompok melalui halaqah
mingguan (HALMI). Pendamping mendapatkan pelatihan dari Laznas BSM
Umat selama 10 (sepuluh) hari di Hotel Gumilang Bogor Jawa Barat. Materi
yang diberikan mulai dari pendirian lembaga BWM sampai dengan

pendampingan HALMI. Selama rentang 2018 sampai dengan 2019 penulis sudah
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melakukan Focus Grup Discussion (FGD) dengan para pendamping LKM Syariah
BWM di Jawa Timur, yang di awal program ini berjalan jumlahnya ada 6 (enam)
orang. Sumber informasi pertama adalah Listya Cahyaningrat yang merupakan
pendamping dari BWM Tebuireng Mitra Sejahtera pada Ponpes Tebuireng
Jombang.'””. Sumber Informasi kedua adalah M. Afandi S., yang berpengalaman
mengelola koperasi Mozaik yang dimiliki oleh LAZ Rumah Zakat serta
pendampingan bebrapa program kerjasama dengan Baitulmaal Muamalat
(BMM).',

Selain para informan dari pendamping program BWM pada 3 (tiga) BWM
yang diteliti, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber dari OJK
regional 4 Surabaya. Narasumber dari OJK ini merupakan alumni dari IAIN

Sunan Ampel Surabaya yang juga ditugaskan untuk mengawal dan mengawasi

192p g kelahiran asli Jmbang ini sudah mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun pada beberapa

BMTatauKopsyah d Surabaya, baik sebagai pengelola (KJKS Bersama, KSPPS BMT Sri
Sejahtera), pendamping (pendampingan program Kelompok Usaha Mikro berrbasis Masjid
program Baitulmaal Muamalat (KUM3), Pendampingan Program Pemberdayaan BAZ Jatim, dan
Program Pendampingan BMT dari Microfin Indonesia) maupun sebagai Dewan Pengawas
Syariah (DPS) pada koperasi sekunder Pusat KJKS Jatim. Pria dengan tiga putra ini juga sudah
mengantongi sertifikat dari Badan Nasionala Serifikasi Profesi (BNSP) untuk Assesor, Sertifikat
Kompetensi untuk manager, instruktur utama dan juga pelatihan Dewn Pengawas Syariah (DPS)
dari DSN Institut. Mas Yayan, panggilan akarabnya, juga sedang menyelesaikan program
Pascasarjana pada Perbanas Surabaya Prodi Magister Managemen.

193pria kelahiran Trenggalek ini mendampingi BWM Denanyar Sumber Barokah pada Pondok
Pesantren Mamba’ul Ma’arif Jombang. Pengalaman beliau sebagai manager koperasi Mozaik
yang bergerak pada simpan pinjam dengan sasaran para mustahik. Pengalaman pendampingannya
juga sudah lebih dari sepuluh tahun mulai program Dana Bergulir Syariah (DBS) dari
kementerian Koperasi dan UKM, Program Pendampingan dari Baitulmaal Muamalat (BMM),
Program linkage program dari Bank Muamalat, Program pendampingan mobisyariah dari
Telkomsel dan program pendampingan BMT dari Microfin. Pria dengan dua putra ini juga sudah
mengantongi sertifikat dari Badan Nasionala Serifikasi Profesi (BNSP) untuk kompetensi bagi
manager, instruktur utama dan juga pelatihan Dewn Pengawas Syariah (DPS) dari DSN Institut.
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program BWM ini untuk wilayah regional 4 OJK. Narasumber tersebut adalah
Bapak Abdul Hadi dari bagian pengawasan industri keuangan non bank. '
2. Pengelola Bank Wakaf Mikro

Pengelola pada bank wakaf mikro yang menjadi sumber informasi adalah
manajer BWM pada masing-masing lembaga. Sumber informasi dari BWM
Denanyar Sumber Barokah adalah Puguh Zainuri, sedangkan sumber informasi
dari BWM Tebuireng Mitra Sejahtera adalah Ahmad Dawam Anwar yang juga
adalah salah satu pengajar pada Pesantren Tebu Ireng. Sumber Informasi dari
BWM Al Fithrah Wava Mandiri adalah Suroso yang juga merangkap sebagai
Sekretaris Pengurus.'”
B. Sistem Operasional Bank Wakaf Mikro

Sistem berasal dari bahasa Latin (sysfeéma) dan bahasa Yunani (sustéma)
yang berarti suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang
dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi
untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk
menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model

matematika seringkali bisa dibuat. '°

1% Alumnus Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya ini bertempat tinggal di Bumi
Citra Fajar Sidoarjo dan bergabung di OJK mulai tahun 2016 pada bagian pengawasan Industri
Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Regional 4 Jawa Timur.

1% |nforman dari pengelola yaitu manager Bank Wakaf Mikro, Pada Ponpes Al Fithrah dan
Tebuireng, manager dipilih dari kalangan internal pondok pesantren (guru pada ponpes tersebut) ,
sedangkan pada BWM Denanyar Sumber Barokah para pengelola (manager dan stafnya) di rekrut
dari luar pondok pesantren. Ahmad Dawam Anwar sehari-hari adalah seorang guru Mualimin pada
Pondok Tebuireng dan tidak ada pengalaman mengelola lembaga keuangan syariah, S1 dan S2 nya
dari prodi pendidikan. Suroso juga seorang guru pada pesantren Al Fithrah Surabaya akan tetapi
pernah ditugasi menjadi pengurus sekaligus manager pada BMT Al Fithrah. S1 dan S2 nya juga
diselesaikan pada prodi pendidikan.

%8 Definisi sistem berdasarkan wikipedia : https:/id.wikipedia.org/wiki/Sistem


https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komponen&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Elemen
https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Materi
https://id.wikipedia.org/wiki/Energi
https://id.wikipedia.org/wiki/Model_matematika
https://id.wikipedia.org/wiki/Model_matematika
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Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan
yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh
umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa
elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga
membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu
rakyat yang berada di negara tersebut.

Kata "sistem" banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari,
dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak
hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam
pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang
memiliki hubungan di antara mereka

Pada prinsipnya, setiap sistem selalui terdiri atas empat elemen '’ yaitu
Objek, yang dapat berupa bagian, elemen, ataupun variabel. Ia dapat benda fisik,
abstrak, ataupun keduanya sekaligus; tergantung kepada sifat sistem tersebut.
Atribut, yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya.
Hubungan internal, di antara objek-objek di dalamnya. Lingkungan, tempat di
mana sistem berada.

Mengacu pada hasil sensus 2014 jumlah penduduk di Indonesia sebesar
237 juta jiwa, dari jumlah itu 87.2% adalah penduduk beragama Islam, jumlah
yang fantastis namun jika melihat data terbaru Berita Resmi Statistik dari BPS
menyatakan bahwa pada bulan Maret 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk

dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di

""Eriyatno, llmu Sistem: Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen (Bogor : IPB
Press,1999), 26.
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Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen). Dari perbandingan kedua
data ini dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk miskin itu juga
mayoritas umat Islam.

Cara termudah penanggulangan kemiskinan adalah memberdayakan
usaha-usaha produktif yang dapat dikelola langsung oleh keluarga miskin. Tentu
selama proses berdayanya keluarga miskin tersebut harus ada pendampingan
yang intens penuh perhatian dan keistigomahan dari lembaga-lembaga di
masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi untuk mengangkat derajat ekonomi
umat khususnya keluarga miskin tersebut.

Pesantren adalah lembaga yang sangat potensial di masyarakat menjadi
lembaga pemberdayaan selain menjadi lembaga pendidikan Islam umat.
Keterlibatan lembaga pesantren secara aktif dalam pemberdayaan masyarakat,
merupakan wujud dari komitmen pesantren terhadap masyarakat sekitar dalam
peningkatan masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok. Hal ini
dimaksudkan untuk mencapai tingkat sumber daya yang optimum, sehingga
dapat meningkatkan kesejahteraan dan mutu masyarakat yang bertumpu pada
kemandirian. Dari semua hal tersebut menunjukkan bahwa kehadiran pesantren
betul-betul memberikan berkah terhadap masyarakat sekitar.

Dalam konsep Hernando De Soto dalam mengatasi kemiskinan itu dengan
meningkatkan akses orang miskin dalam memperbaiki kehidupannya,

diantaranya akses informasi dan pendidikan dan akses modal usaha.'® Sebetulnya

198 1ernando de Soto mulai mencorong saat 2000 menulis buku berjudul Mistery of Capital. Buku
tersebut menjadi buku terlaris dan telah diterjemahkan setidaknya dalam 30 bahasa. De Soto
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banyak orang miskin yang mempunyai tanah, rumah, bahkan usaha sendiri.
Namun, mereka tak bisa mengakses pinjaman modal ke bank untuk memajukan
usaha mereka. Fenomena inilah yang disebut De Soto sebagai Dead Capital atau
modal mati.

Program pemberdayaan dari pesantren dapat memfasilitasi kebutuhan
akses-akses tersebut melalui Lembaga Keuangan Mikro berpola Syariah (LKM
Syariah Bank Wakaf Mikro) yang dimiliki oleh Pesantren. Hal ini dikarenakan
dalam konsepsi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro menurut UU LKM dapat
memberikan akses modal dengan akad-akad syariah bagi nasabahnya yaitu
keluarga miskin, dan juga pendampingan konsultasi usaha dari LKM Syariah
Bank Wakaf Mikro terhadap keluarga miskin yang didampingi.

1. Sistem Organisasi Bank Wakaf Mikro

Program pemberdayaan masyarakat melalui lembaga keuangan mikro
syariah Bank Wakaf Mikro, merupakan program yang ditujukan untuk
memberdayakan masyarakat miskin disekitar pesantren dengan menyediakan
konsultansi pengembangan usaha dan pembiayaan untuk modal usaha melaui
LKM Syariah. Pilihan kegiatan usaha LKM Syariah dilakukan dengan tujuan
bahwa kegiatan usaha ini merupakan kegiatan usaha bidang keuangan pada level

mikro untuk tujuan pemberdayaan dan tidak mencari keuntungan semata-mata.

adalah ekonom unik. Sebagai ekonom pro pasar dia dijuluki sebagai bapak ekonomi kerakyatan.
Predikat yang biasa melekat pada tokoh sosialis atau Kiri. Ketertarikan De Soto pada isu
kemiskinan pertama kali muncul saat kembali dari Eropa ke negara asalnya Peru pada 1979. Kala
itu, dia takjub melihat begitu banyak orang miskin yang tidak pernah berubah hidupnya. Setelah
melakukan studi, De Soto berkesimpulan kemiskinan terjadi karena banyak orang miskin berada di
luar sistem pasar.
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Pilihan kegiatanl usaha LKM syariah merujuk pada konsep LKM yang diatur
dalam Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan
Mikro. '

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang LKM pasal
5 ayat 1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2014,
STDD POJK Nomor 62 Tentang Kelembagaan, terdapat pilihan 2 (dua) alternatif
bantuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas atau Koperasi. Berdasarkan
karateristik program dan kemudahan pemenuhan persyaratan perijinan usaha
maka dipilih badan hukum untuk program ini adalah koperasi, dengan pilihan
sistem LKM yang mengunakan prinsip syariah untuk selanjutnya di sebuat
Koperasi LKM Syariah.

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung
terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakif dapat pula
mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik
berwujud atau tidak berwujud yaitu uvang, logam mulia, surat berharga,

kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

15 a01am Bab 1 Ketentuan umum pasal 1 ayat 1, dinyatakan bahwa LKM atau Lembaga
keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa
pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan
dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun
pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
Dalam Opersionalnya LKM dapat memilih prinsip usaha secara syariah, LKM yang dalam
operasionalnya menjalankan prinsip syariah kemudian disebut dengan LKM Syariah.
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Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan
sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan
umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda
wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki
wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai
dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah. Dalam program ini dana hasil
dari pengelolaan wakaf oleh nadir (LAZNAS BSM Umat) diserahkan kepada
LKM Syariah sebagai mauquf ‘alaih yang kemudian digunakan untuk
mendukung pemberdayaan usaha-usaha mikro masyarakat miskin di sekitar
Pesantren

Dalam pelaksanaan LKM Syariah BWM Denanyar Sumber Barokah,
BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dan BWM Al Fithrah Wava Mandiri tidak
sepenuhnya menjalankan kegiatan usaha LKM syariah secara penuh seperti versi
Udang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, tapi terdapat pembatasan diantaranya
ketiga LKM Syariah BWM tersebut tidak diperkenankan menghimpun dana dari
masayarakat langsung baik dalam bentuk tabungan atau simpanan kecuali
simpanan pokok dan simpanan wajib yang bersumber dari anggota pendiri (Non
Deposit Taking). Disamping itu pembatasan yang lainnya pada ketiga BWM
tersebut berupa imbal hasil pembiayaan yang tidak boleh melebihi atau setara
margin 3% setahun. Sementara untuk kebutuhan permodalan baik untuk
pendirian, pengembangan SDM, pendampingan, modal kerja dan kebutuhan

biaya operasional menggunakan sumber pendanaan berupa hibah bersyarat yang
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bersumber dari dana donatur yang dikuasakan pengelolaannya kepada Laznzs
BSM Umat. '"°

Model bisnis yang didefinisikan adalah frame dari sebuah rencana bisnis
dengan memikirkan bagaimana perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau
pendapatan dengan memperhitungkan semua komponen bisnis.

Dengan memperhatikan sistem usaha yang dipilih, prinsip program dan
karakteristik LKM Syariah BWM maka dirumuskanlah model bisnis LKM

Syariah BWM, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

(%%@‘ ) : Amanah dalam

Pendamping LKM menjaga keutuhan

modal awal

Pondok Pesantren

Halagoh Mingguan : """'("h':“'"'“a ."""n , m, Paket Pembiayaan Pembayaran

O
\\\\a

* Pendidikan Agama
+ Pengembangan : :

Usaha v v
* Manajemen Ekonomi '

RT

Masyarakat Miskin Produktif
(tanggung renteng)
Gambar 4.1.

Model Bisnis Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro

MOAhdul Hadi , Staf OJK Surabaya, Wawancara, Surabaya, 17 April 2019.
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a. Proses Bisnis Bank Wakaf Mikro
Proses bisnis merupakan sekumpulan perkerjaan atau aktivitas yang
terstruktur dan saling berkaitan untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk
menghasilkan produk ataupun layanan (untuk meraih sebuah tujuan tertentu).
Proses bisnis dapat dipecahkan menjadi beberapa subproses yang masih-masih
proses memiliki atribut sendiri namun juga memiliki kontribusi untuk mencapai
sebuah tujuan dari subprosesnya. Hi
Proses Bisnis LKM Syariah Bank Wakaf Mikro pada BWM Denanyar
Sumber Barokah, BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dan BWM Al Fithrah Wava
Mandiri dapat di uraikan sebagai berikut : ''?
1) Identifikasi
Pada proses ini ada tiga hal yang diidentifikasi yaitu : identifikasi
kelompok sasaran sesuai kriteria sasaran program yaitu masyarakat miskin
(mustahik) dan produktif, identifikasi calon anggota Kelompok Usaha
Masyarakat di sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI), identifikasi jenis dan
tempat usaha serta jarak tempat tinggal antar anggota KUMPI. Pada ketiga
Bank Wakaf Mikro didapati proses identifikasi dimulai dengan mendata
majlis taklim muslimat, pengajian yasinan, dasawisma, Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan komunitas usaha mikro. Identifikasi

" palam analisis proses bisnis pada umumnya melibatkan pemetaan sebuah proses dan subproses
di dalam sampai dengan tingkatan kegiatan atau aktivitas. Secara sederhana proses bisnis dapat
diartikan sebagai proses atau tahapan yang dilakukan oleh sebuah organisisasi bisnis dalam
memberikan layanan atau berinteraksi dengan nasabahnya. Proses interaksi atau pelayanan yang
diberikan oleh LKM Syariah BMW adalah melalui pembentukan kelompok, yang dalan kontek
program ini disebut dengan KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia).
12Ridho Nugraha, Staf Pinbuk, wawancara, Jakarta, 19 April 2019
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berikutnya adalah jarak antar anggota kelompok kumpi yang berdekatan untuk
memudahkan pertemuan KUMPI dan mengelompokkan jenis usahanya.
2) Sosialisasi

Pada Proses ini sosialisasi dilakukan dengan menyebarluaskan
informasi tentang konsepsi, tahapan-tahapan pembentukan Kelompok Usaha
Masyarakat di sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI), syarat-syarat anggota
yang akan ikut serta dalam kelompok serta aktifitas kegiatan pembentukan
Kelompok Usaha Masyarakat di sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) itu
sendiri. Harapannya peserta program memahami konsepsi dan dan ketentuan
program.

3) Uji Kelayakan

Uji kelayakan pada ketiga Bank Wakaf Mikro dilakukan dengan
melakukan kunjungan langsung ke rumah calon nasabah dan melakukan
wawancara dalam rangka memastikan atau mengklarifikasi kebenaran data
keluarga miskin yang didapat pada tahapan identifikasi sekaligus menyeleksi
calon peserta program. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon peserta
program yaitu : fotocopy KTP dan KK, foto berwarna 3x4 sebanyak satu
lembar, usia minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun, memiliki usaha atau
berencana memulai usaha.

Cara penilaian kelayakan anggota ada empat kriteria untuk menilai
kelayakan calon anggota yaitu: pertama, mengenai Indeks Rumah (IR). IR
digunakan sebagai kriteria karena rumah calon anggota mencerminkan status

sosial ekonomi sebagai golongan masyarakat miskin. Kedua, Indeks
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Pendapatan (IP). Berdasarkan kriteria kemiskian di indonesia, maka keluarga
yang berpendapatan kuang dari Rp. 2.400.000 (sesuaikan dengan kondisi
lokal),- per bulan tergolong sebagai golongan orang yang miskin. Penduduk
yang tidak memiliki pekerjaan karena cacat tubuh yang menyebabkan tidak
bisa bekerja bukan merupakan target program di LKMS. Ketiga, Indeks Asset
(IA). Asset yang dinilai tidak termasuk tenah yang dimiliki, tetapi meliputi
aset rumah tangga (termasuk alat pertanian), ternak, asset yang likuid seperti
uang tunai dan tabungan. Keempat, Indeks Kepemilikan Tanah (IKT).
Program modal usaha adalah dimaksudkan untuk orang-orang miskin yang
tidak memiliki tanah (/andless) atau tanah yang dimiliki sedikit dan tidak
produktif. Tetapi adakalanya mereka juga memiliki sebidang tanah yang tidak
luas yang hasilnya tidak dapat menghidupinya untuk sepanjang tahun.

Ketika calon anggota telah lulus dari keempat kriteria tersebut dapat
dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan mereka harus mencari empat orang
anggota lainnya untuk membentuk satu kumpulan sementara (calon
kumpulan). Calon kumpulan ini yang dapat disetujui untuk mengikuti Pra
PWK dan PWK, setelah semua calon anggota kumpulan layak menurut uji
kelayakan.

4) Pra Pelatihan Wajib KUMPI
Pra Pelatihan Wajib KUMPI merupakan pertemuan selama 60 menit
untuk melaksanakan kegiatan pemantapan menjelang dilaksanakannya

pelatihan wajib kelompok bagi calon anggota KUMPI. Pra PWK dilaksanakan
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oleh pendamping atau manajer dan diikuti oleh calon anggota KUMPI, dengan

tujuan:

a) Menjelaskan secara mendalam mengenai program terkait lembaga dan
programnya, syarat-syarat untuk mengikuti PWK, peraturan dalam PWK,
apa yang dimaksud dengan Ujian Pengesahan Kumpulan (UPK), dan
bagaimana agar lulus PWK;

b) Memantapkan tekad dan niat calon peserta program untuk mengikuti
program secara menyeluruh;

c) Mematangkan proses mengikuti PWK;

d) Mengevaluasi kesiapan calon peserta program untuk mengikuti PWK;

¢) Menentukan apakah pra PWK perlu diulang atau dilanjutkan pada langkah
berikutnya.

5) Pelatihan Wajib KUMPI (PWK)
PWK adalah suatu program yang diadakan oleh LKMS untuk
memberikan gambaran dan pengertian kepada para calon anggota, tentang:

a) Prinsip, tujuan dan kegunaannya dari modal usaha;

b) Sistem dan prosedur pelaksanaannya;

c) Hak, kewajiban dan tanggung jawab para anggota

Syarat-syarat untuk mengikuti Pelatihan Wajib KUMPI (PWK) adalah:

a.) Anggota yang bersangkutan telah lulus uji kelayakan yang disampaikan
oleh petugas lapang kepada yang bersangkutan.

b) Telah mengikuti pra PWK.
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c) PWK diadakan setelah minimal terbentuk tiga kelompok yang terdiri dari 5
orang anggota.

d) Anggota kelompok dalam kelompok yang telah terbentuk tersebut harus
memenuhi syarat-syarat keanggotaan.

e) Semua calon anggota menyatakan sanggup mengikuti PWK dan menaati
semua peraturan selama berlangsungnya PWK.

PWK dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut selama 60 menit sekali
pertemuan. Materi yang disampaikan yaitu terdiri dari prinsip, tujuan dan
kegunaannya dari modal usaha, sistem dan prosedur pelaksanaannya, hak dan
kewajiban serta tanggung jawab para anggota. Materi pelaksanaan PWK
adalah:

a) Materi hari pertama
Materi yang diberikan oleh petugas LKMS d hari pertama antara lain:
1) Penjelasan PWK;
2) Pengenalan lembaga, Pengenalan KUMPI;
3) Perkenalan peserta PWK;

Tujuan diadakan pengenalan diri masing-masing anggota adalah
untuk memastikan ~ bahwa anggota kelompok dapat dipercaya,
beranggung jawab dan tidak curang. Perkenalan antara lain mengenai,
latar belakang keluarga, usaha yang sedang dilakukan (jenis usaha, siapa
yang melakukan dan pendapatan) serta rencana pinjaman penggunaanya
untuk apa.

4) Pengenalan dan penjelasan ikrar;
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5) Penjelasan prinsip anggota KUMPI;
6) Tekad mengubah cara hidup.
b) Materi hari kedua
Materi yang diberikan oleh petugas LKM Syariah di hari kedua yaitu :
1) Pembacaan ikrar;
2) Memperbaiki niat usaha;
3) Disiplin;
4) Persahabatan;
5) Kerja keras dan kerja cerdas;
6) Hak dan kewajiban anggota;
7) Pemilihan ketua dan wakil ketua kelompok;
8) Pembahasan tanggung jawab ketua sekretaris dan anggota kelompok.
c) Materi hari ketiga
Materi yang diberikan oleh petugas LKM Syariah di hari ketiga antara lain:
1) Pembacaan ikrar;
2) Prosedur pembiayaan,;
3) Pembayaran angsuran;
4) Pengenalan akad;
5) Cerita profil usaha;
6) Cara pembuatan profil usaha.
d) Materi hari keempat
Materi yang diberikan oleh petugas LKMS di hari keempat antara lain:

1) Pembacaan ikrar;
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2) Pemberian nama dan nomor kelompok;
3) Pemilihan ketua dan sekretaris Halagah Mingguan ( HALMI );
4) Pembahasan tanggung jawab ketua, sekretaris dan anggota HALMI;

Dalam hal ini tugas ketua rumpun antara lain:

(a) Mengambil angsuran pinjaman mingguan, tabungan kelompok atau
rumpun dan diserahkan kepada petugas lapangan.

(b) Memeriksa penggunaan modal pinjaman oleh anggota dengan
melihat dan meneliti sendiri penggunaan modal pinjaman satu
minggu setelah pinjaman diberikan.

(c) Mengenakan hukuman atau tindakan-tindakan tertentu terhadap
anggota yang tidak dapat hadir dan atau tidak membayar angsuran
pinjaman sesuai dengan peraturan.

(d) Membantu pelaksanaan lembaga dalam hal apa saja untuk
memperlancar tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun sekretaris bertugas untuk menggantikan ketua apabila
ketua berhalangan dan membantu ketua dalam melaksanakan tugas-
tugasnya serta membantu pelaksanaan program HALMI agar tercapai
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

5) Penetapan waktu HALMI.

e. Materi hari kelima
Materi yang diberikan oleh petugas LKMS d hari kelima yaitu :
1) Pembacaan ikrar;

2) Reviewmateri PWK sebelumnya;
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3) Ujian pengesahan KUMPI.

Setelah mengikuti 4 (empat) hari PWK, semua anggota
diwajibkan mengikuti ujian pengesahan KUMPI. Ujian ini dilakukan
pada hari kelima PWK oleh manajer LKM Syariah. Apabila calon
anggota kelompok dinilai telah cukup memahami materi latihan maka
anggota kelompok dinyatakan lulus dan selanjutnya kelompok yang
bersangkutan dikukuhkan sebagai kelompok mitra LKM Syariah dan
siap membentuk HALMI. Calon anggota dinyatakan lulus apabila:

(a) Kedisiplinan terutama kehadiran ketika mengukuti PWK;

(b) Kekompakan dalam kelompo;

(c) Calon anggota mampu menjawab minimal 50% dari pernyataan yang
diajukan;

(d) Lulus vji kepercayaan,;

(e) Adanya pemahaman dan dukungan yang baik oleh keluarga terhadap
anggota.

Tujuan diadakan ujian pengesahan KUMPI adalah untuk menguji
atau mengetahui pemahaman calon anggota dan keluarganya tentang
LKM Syariah. Materi yang diujikan yaitu semua materi yang diberika
pada saat PWK selama 4 (empat) hari. Hal-hal yang dilakukan ketika
pada saat uji pengesahan KUMPI yaitu:

(a) Tanya jawab secara lisan kepada setiap anggota;

(b) Memastikan dukungan pasangan;
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(c) Penjelasan surat pernyataan kelompok dan penandatanganan oleh
semua anggota kelompok;

(d) Pengumuman kelulusan;

(e) Pengumuman jadwal pertemuan HALMI.

Ketika kriteria kelulusan tidak terpenuhi, maka akan diundur
pengajuannya atau jumlah pembiayaan dikurangi atau dibubarkan
kelompoknya. PWK merupakan latihan untuk semua calon anggota
sebagai salah satu usaha untuk dapat menjamin bahwa peserta latihan
pengerti prinsip-prinsp dan prosedur dari bantuan modal usaha yang
dilaksanakan.

Peraturan ketika PWK berlangsung adalah :

(a). PWK berlangsung selama 5 hari berturut-turut.

(b). Setiap hari selama satu jam, pada jam dan tempat yang telah
ditentukan dan boleh berubah.

(c). Setiap anggota harus menyimpan Rp. 2.000,- per hari dengan cara
dan prosedur yang telah ditentukan.

(d). Semua anggota harus hadir lengkap setiap hari. Jika tidak, maka
PWK harus di ulang mulai dari awal lagi.

(e). Duduk pada tempat yang telah ditentukan oleh pendamping.

(f). Tidak boleh merokok, makan atau minum atau ngobrol.

(g). Ikrar harus diucapkan pada saat pembukaan dan penutupan latihan.
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(h). Anggota yang telah mengikuti PWK harus di uji dalam UPK oleh
pimpinan lembaga atau petugas yang telah ditetapkan oleh LKM
Syariah.

6) HALMI

HALMI (Halagah Mingguan) adalah kegiatan pertemuan antara 2-5
KUMPI pada BWM Denanyar Sumber Barokah, 3-5 KUMPI pada BWM
Tebuireng Mitra Sejahtera dan BWM Al Fithrah Wava Mandiri, yang
dilaksanakan sepekan sekali, pada jam yang sama setiap minggunya, selama
60 menit yang terdiri dari 30 menit awal untuk ikrar dan transaksi
pembiayaan, serta 30 menit setelahnya adalah pembinaan anggota oleh
Supervisor.

HALMI dilakukan setelah pencairan yang dilaksanakan ditempat
rumah anggota bergilir atau atas kesepakatan. HALMI merupakan kegiatan
untuk melakukan pembinaan kepada anggota KUMPI dan penyaluran dana
pembiayaan (dana bergulir) serta penggalangan angsuran, simpanan, dan
setoran tabungan yang disesuaikan dengan kesepakatan kelompok.

Proses pelaksanaan HALMI antara lain:

a). Pembukaan;

b). Pembacaan ikrar;

c). Laporan kehadiran anggota oleh ketua kelompok;
d). Merealisasikan pembiayaan;

e). Berbagi pengalamanataupendampingan usaha;

f). Do’a dan penutup.
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Untuk menjadi nasabah di LKM Syariah Bank wakaf Mikro, seseorang
dapat mengajukan permohonan untuk menjadi nasabah dengan mengisi Formulir
Pengajuan Pinjaman (FPP) yang yang telah disediakan oleh LKM Syariah Bank
Wakaf Mikro. Formulir yang disediakan yaitu memuat: data anggota dan
keluarga, indeks rumah tinggal, pendapatan, kepemilikan asset, pernyataan
pernahatausedang berhutang, dan kebutuhan pinjaman.

Ketika mendaftar calon nasabah wajib menyebutkan kebutuhan
penggunaan pembiayaan qard yang dimohonkan, tidak boleh setelah pembiayaan
qard dikabulkan. Karena LKM Syariah Bank Wakaf Mikro akan melakukan
penilaian mengenai kebutuhan pengunanaan qard oleh nasabah sebelum qard
diserahkan oleh nasabah, sehingga apabila menyebutkan kebutuhannya setelah
diajukan, maka kemungkinan akan ditolak oleh LKM Syariah Bank Wakaf
Mikro.

Para nasabah KUMPI yang telah mengikuti proses atau mekanisme
pembentukan KUMPI, mengisi formulir rencana usaha dengan dibimbing oleh
supervisor dalam pertemuan HALMI. Rencana usaha yang dibuat diserahkan
kepada ketua KUMPI. Setelah itu, ketua KUMPI menerima pengajuan dan
berkoordinasi dengan supervisor. Kemudian supervisor bersama dengan Manajer
LKM Syariah Bank Wakaf Mikro melakukan kunjungan lapangan untuk
memastikan kebenaran usalan usaha nasabah KUMPI.

Lalu dilakukan kesepakatan jadwal musyawarah. Setelah mengisi
formulir, petugas lapangan dari LKM Syariah Bank Wakaf Mikro meneliti dan

memeriksa kelayakan pinjaman, kemudian menetapkan jumlah pinjaman, jangka



126

waktu, biaya administrasi pinjaman dan menandatangani serta menyampaikan
kepada pimpinan BankWakaf Mikro. Kemudian pimpinan lembaga mengevaluasi
dan menandatangani Formulir Pengajuan Pembiayaan (FPP) dan menyerahkan
kembali kepada petugas lapangan. Petugas lapangan merealisasi pinjaman
(memberi atau menolak pinjaman) pada rapat mingguan berikutnya.

Rencana yang sudah dibuat oleh nasabah KUMPI dan hasil kunjungan
lapangan kemudian dianalisa dan diputuskan kelayakan usulan usahanya oleh
kelompok yang difasilitasi pendamping dalam kegiatan HALMI. Jika disetujui
oleh kelompok kemudian diserahkan kepada supervisor. Supervisor kemudian
membawa ke kantor LKM Syariah Bank Wakaf Mikro untuk dilaporkan.

Supervisor dan pengelola LKM Syariah Bank Wakaf Mikro melakukan
rapat komite pembiayaan untuk memutuskan jumlah pembiayaan, menyusun
jadwal pencairan pembiayaan dan menyiapkan akad pembiayaan, dan
kelengkapan administrasi pembiayaan serta dokumen pencairan tabungan LKM
Syariah Bank wakaf Mikro. Hasil persetujuan dari komite pembiayaan kemudian
diajukan kepada pendamping LKM Syariah Bank Wakaf Mikro untuk mendapat
validasi (pengesahan) rencana realisasi pembiayaan.

Pencairan pembiayaan usaha nasabah KUMPI dilakukan oleh pengelola
dan ketua KUMPI dengan didampingi pendamping yang dilampiri kelayakan
usaha KUMPI dalam HALMI. Dalam pencairan dana di LKM Syariah Bank
Wakaf Mikro ada beberapa ketentuan, diantaranya:

1. Untuk pencairan pertama kali masing-masing nasabah kelompok dengan

mekanisme 2-2-1 yaitu pergantian minggu pertama HALMI 2 (dua) nasabah
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terlebih dahulu, kemudian minggu berikutnya 2 (dua) nasabah lagi dan yang
terakhir yaitu 1 (satu) orang yaitu ketua di minggu ketiga. Sedangkan untuk
perguliran kedua dan perguliran selanjutnya dari masing-masing nasabah
kelompok mengikuti masa dan jangka waktu pembiayaannya.

2. Nasabah KUMPI memiliki tabungan tanggung renteng yang dikelola oleh
ketua KUMPI dan dapat dikerjasamakan dengan lembaga keuangan lainnya
(bukan LKMS BWM), tabungan ini berfungsi sebagai jaminan kelompok
apabila terjadi tunggakan angsuran dari nasabah KUMPI (bermasalah).

3. Setiap nasabah KUMPI mengangsur pinjamannya setiap minggu pertemuan
HALMI hingga lunas. Jika terjadi kurang angsuran maka dilakukan
mekanisme tanggung renteng dengan menggunakan infaq kelompok dana atau
tabungan tanggung renteng kelompok. Pada saat pencairan nasabah wajib
menandatangani kwitansi tanda terima uang dari LKMS Bank Wakaf Mikro
sebanyak dua rangkap, satu untuk LKM Syariah Bank Wakaf Mikro yang
dibubuhi dengan materai 6000, dan yang satu rangkap untuk nasabah.
Besarnya pembiayaan qard yang dikabulkan oleh LKM Syariah Bank Wakaf
Mikro yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah). Kebutuhan yang
dikabulkan untuk diberikan pembiayaan qardh adalah untuk kepentingan
produktif, namun tidak menutup kemungkinan untuk kebutusan konsumtif
dengan catatan digunakan untuk menunjang usaha dari nasabah lebih maju
lagi.

Kegiatan usaha yang dapat dipertimbangkan untuk memperoleh pinjaman yaitu:
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1. Berdagang secara kecil-kecilan. Misalnya, berjualan nasi, makanan dan
minuman, barang-barang dari rumah ke rumah, bumbu-bumbu keperluan
dapur.

2. Memasarkan hasil bumi, misalnya berjualan buah-buahan dan sayuran.

3. Usaha kerajinan tangan, misalnya membuat sapu atau kerajinan tangan

lainnnya.

4. Beternak hewan.

5. Usaha dibidang pertanian.

6. Industri rumah tangga, seperti membuat kue, kacang goreng, jamu dan
sejenisnya. Apabila pinjaman digunakan untuk usaha yang memberi hasil
musiman (satu bulan atau lebih) maka peminjam harus mempunyai pekerjaan
lain yang memberi pendapatan harian atau minimal mingguan.

Dalam menyalurkan dananya LKM Syariah Bank Wakaf Mikro tidak begitu
saja dengan mudah memberikan pinjaman kepada nasabah. LKM Syariah Bank
Wakaf Mikro tetap menggunakan prosedur analisis pembiayaan. Analisis
pembiayaan di LKM Syariah Bank Wakaf Mikro menggunakan prinsip 5C, untuk
meminimalkan risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya Pembiayaan. Kelima
prinsip 5C tersebut meliputi:

Pertama, Caracter (watak dan kepribadian nasabah). Merupakan
keyakinan pihak LKM Syariah Bank Wakaf Mikro bahwa si peminjam
mempunyai moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif

dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dari kehidupan pribadi sebagai
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manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan
kegiatan usahanya.

Kedua, Capacity (kemampuan nasabah). Merupakan suatu penilaian
kepada calon nasabah mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya
dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan
dilakukannya yang akan dibiayai dengan pembiayaan dari LKM Syariah Bank
Wakaf Mikro. Jadi jelaslah maksud dari penilaian terhadap capacity ini untuk
menilai sampai dimana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut, akan
mampu untuk melunasinya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakatinya.

Ketiga, Capital (modal dari nasabah). Merupakan penilaian terhadap
jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah yang meliputi aset
usaha, tanah, dan tabungan.

Keempat, Colateral (jaminan pembiayaan). Dilakukan suatu penilaian
terhadap barang barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur
sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.

Kelima, Condition (keadaan ekonomi lingkungan usaha). Penilaian
terhadap situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain
yang mempengaruhi kondisi perekonomian pada suatu saat.

Setelah pembiayaan dikabulkan, maka LKM Syariah Bank Wakaf Mikro
akan melakukan pendampingan kepada nasabah. Pendampingan dilakukan setiap

minggu ketika HALMI (Halagah Mingguan) dilakukan. Pendampingan yang
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dilakukan mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga
disertai pendidikan agama.

Konsultasi pengembangan usaha dilakukan oleh jasa layanan profesional
yang dilakukan untuk nasabah yang keilmuan yang mengutamakan adanya olah
pikir tentang pengembangan usaha. Pendampingan usaha yang dilakukan
menjelaskan mengenai tugas dan proses analisis tentang peluang pertumbuhan
potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha,
tetapi tidak termasuk keputusan tentang strategi dan implementasi dari
pertumbuhan usaha.

Jangka waktu pembayaran kembali pinjaman di LKM Syariah Bank
Wakaf Mikro ini diangsur pada setiap pertemuan kelompok, lima puluh kali
angsuran dengan dibayarkan setiap minggu pada saat HALMI beserta biaya
administrasi yang telah dibebankan kepada anggota. Pembayaran angsuran
pinjaman dimulai satu minggu atau tujuh hari sejak uang pinjaman diterima
anggota. Misalnya qard cair pada tanggal 1 Januari 2017 maka pada tanggal 8
Januari 2017 nasabah wajib mengembalikan qard. Pembayaran dilakukan
ditempat yang telah disepakati oleh anggota kelompok

Adapun tahapan atau proses binis LKM Syariah Bank Wakaf Mikro

dengan menggunakan sistem kelompok dapat digambarkan sebagai berikut'" :

113 Ridha Nugraha, Staf Pinbuk, Wawancara, Bogor, 17 Desember 2017.
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eldentifikasi kelompok sasaran sesuai kriterias sasaran
program

*Mendapatkan data calon anggota KUMPI

«Jarak tempat tinggal, jenis & tempat usaha caloan anggota

*Penyebarluasan informasi tentang konsepsi, tahapan
pembentukan, syarat keikutsertaan dan kegiatan KUMPI
dengan harapan calon peserta program memahami konsepsi
dan ketentuan program.

*Mengklarifikasi atau memastikan kebenaran data Keluarga
Miskin yang telah didapat dari kegiatan identifikasi serta
untuk menyeleksi calon peserta program.

*Kunjungan Langsung & Wawancara

+Index Rumah, Pendapatan, Kepemilikan, Aset dil.

sPertemuan sehari selama 60’ dengan agenda Menjelaskan
Program, Memantapkan Tekad, Mematangkan Proses,
Mengevaluasi Kesiapan, pemilihan anggota kelompok
menentukan tepat dan jadwal PWK

*Brainstorming dan ceramah

+ Kegiatan membentuk dan mempersiapkan kelompok dalam
PWK mengikuti pelaksanaan program dilaksanakan selama 5 hari
berturut-turun selama 60 menit sekali pertemuan

(Pelatihan Wajlb *Materi terdiri dari Prinsip, tujuan dan kegunaannya dari
program modal usaha, Sistem & prosedur pelaksanaannya,
KUMPI) Hak, kewajiban serta tanggung jawab para anggota

«1x seminggu, selama 90’ = 30’ untuk pencairan dan angsuran
60’ lagi untuk pembinaan kelompok dengan materi utama,
Keagamaan, MERT dan Pengembangan Usaha.

*Pencairan pertama pola 2-2-1,

+Kegiatan ini berlangsung selama tenor pembiayaan.

Gambar 4.2
Proses Bisnis LKM Syariah Pesantren melalui Pembentukan Kelompok Usaha
Masyarakat di sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).
b Kemitraan Strategis
Dalam proses pelaksanaan progam tidak bisa dilaksanakan oleh hanya
satu organisasi atau satu pihak saja, dalam pelaksananya harus melibatkan

beberapa pihak, keteribatan beberapa pihak dalam pelaksanaan program ini

merupakan kemitraan strategis dengan fungsi dan peran masing-masing lembaga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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Adapun fungsi dan peran masing-masing lembaga dalam kemitraan

strategis pelaksanaan program ini dapat digambarkan sebgai berikut :

//
— /
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/ .
v
Hibah Program

&

Wakif | - + Modal Pendirian
- ) I v + Pelatihan dan Pendampingan |
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Program Pemberdayaan /
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KEUANGAN
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Gambar 4.3.

Fungsi dan peran lembaga dalam kemitraan strategis

Kunci Kesuksesan Kemitraan untuk pelaksanaan program ini adalah sebagai

berikut:

1. Laznas BSM Umat sebagai pemilik Program Pemberdayaan Masyarakat
Pesantren melalui LKM Syariah Bank Wakaf Mikro menerima donasi para
Donatur dengan tujuan khusus peruntukannya, kemudian mengelola dana
tersebut untuk melaksanakan program dengan pemanfaatan dana untuk
pengadaan infrastruktur awal dan penyedia tenaga ahli untuk fasilitasi
pendamping.

2. LKM Syariah Bank Wakaf Mikro sebagai pelaksana Program Pemberdayaan

Masyarakat sekitar Pesantren melalui LKM Syariah Bank Wakaf Mikro, yang
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bertugas melakukan pembedayaan masyarakat dan pengembangan usaha
melalui penyaluran dana kepada kelompok-kelompok usaha masyarakat
miskin potensial produktif. Dalam hal ini adalah Bank Wakaf Mikro Denanyar
Sumber Barokah, Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera dan Bank
Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri.
. Pondok pesantren sebagai Key Opinion Leader di masyarakat sekitar
pesantren yang menjadi inisiator pendirian LKM Syariah Bank Wakaf Mikro.
Pondok pesantren yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Pondok
Pesantren Denanyar, Pondok Pesantren Tebuireng dan Pondok Pesantren Al
Fithrah.
. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator pengaturan dan pengawasan
LKM Syariah.
. Kementerian Koperasi dan UKM RI, lembaga tempat mendaftarkan badan
hukum koperasi.
. Pemda setempat, terdiri dari Bagian Ekonomi sebagai pengawas dan Dinas
yang menaungi Koperasi sebagai pihak yang memberikan rekomendasi untuk
pembentukan badan hukum koperasi.
. Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai cash manajemen untuk dana program.
. Notaris, sebagai tempat untuk membuat badan hukum koperasi.
. Donatur, sumber dana program
Standar Organisasi dan Manajemen
Sebagai sebuah orgamisasi bisnis LKM Syariah BWM dalam

opesionalnya haru memiliki perangkat organisasi, yang diantaranya terdiri dari :
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1) Visi dan Misi
Dalam rangka mendorong tumbuh kembang LKM Syariah Bank Wakaf Mikro,
maka sebagai sebuah organisasi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro harus memiliki
Visi dan misi yang jelas dan tertulis.
a). Visi

Visi merupakan keinginan dan pernyataan moral yang menjadi dasar atau
rujukan dalam menentukan arah dan kebijakan pimpinan dalam membawa gerak
langkah organisasi menuju masa depan yang lebih baik, sehingga eksistensi
keberadaan organisasi dapat diakui oleh masyarakat. Visi merupakan gambaran
tentang masa depan (fufure) yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun
waktu tertentu. Ini sejalan dengan pendapat Akdon, yang menyatakan bahwa
“Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan
proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang”. Hd

Visi yang tepat bagi suatu perusahaan akan menjadi accelerator
(pemercepat) kegiatan organisasi bersangkutan, meliputi perencanaan strategi,
perencanaan kinerja tahunan, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator
kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi pengukuran kinerja perusahaan
tersebut.

Sebagai sebuah lembaga keuangan LKM Syariah Bank Wakaf Mikro pada

hakekatnya harus memilih gambaran target kerja yang menyeluruh disertai

keunggulan standar unit usaha jasa keuangan syariah. Adapun Visi dari ketiga

14 Akdon, Manajemen Stratejik Untuk Manajemen Pendidikan. (Bandung: CV. Alfabeta, 2006),
97
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Bank Wakaf Mikro ini adalah “ Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat
dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga
mampu berperan menjadi wakil pengabdi Allah, memakmurkan kehidupan
anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya”.

b). Misi

Misi adalah apa sebabnya kita ada (why we exist / what we believe we
can do). Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan
eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada
masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa.

Pernyataan misi merupakan sebuah kompas yang membantu untuk
menemukan arah dan menunjukkan jalan yang tepat dalam rimba bisnis saat ini.
Tujuan dari pernyataan misi adalah mengkomunikasikan kepada stakeholder, di
dalam maupun luar organisasi, tentang alasan pendirian perusahaan dan ke arah
mana perusahaan akan menuju. Oleh karena itu, rangkaian kalimat dalam misi
sebaiknya dinyatakan dalam satu bahasa dan komitmen yang dapat dimengerti
dan dirasakan relevansinya oleh semua pihak yang terkait.

Dalam kaitanya dengan LKM Syariah Bank Wakaf Mikro sebagai sebuah
unit usaha pelayanan jasa keuangan syariah, sebuah misi berupakan penyatataan
alasan mengapa LKM Syariah Bank Wakaf Mikro itu ada atau di bentuk. Adapun
Misi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro adalah “Mewujudkan gerakan
pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan
dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas

dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian
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yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat
madani yang adil berkemakmuran, berkemajuan, serta makmur, maju berkeadilan
berlandaskan syari’ah dan ridha Allah *

2). Tujuan

Sebelum sebuah rencana kerja dapat disusun, hal yang pertama yang harus
dirumuskan adalah sasaran-sasaran apa yang hendak dicapai. Sasaran-sasaran
tersebut dapat dirunut dari visi dan misi yang dirumuskan oleh organisasi.
Melalui misi organisasi kita dapat mengetahui untuk tujuan apa organisasi itu
didirikan dan mengapa organisasi itu ada. Misi merupakan dasar bagi tujuan dan
garis besar perencanaan dalam keseluruhan organisasi. Oleh karenanya dalam
menyusun sebuah perencanaan yang efektif, seorang manajer harus memastikan
bahwa kebijakan-kebijakan internal, peran-peran organisasional, kinerja, struktur
organisasi, produk yang dihasilkan, dan keseluruhan operasional organisasi tetap
sejalan dengan misi organisasi.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataaan misi. Tujuan organisasi adalah suatu yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Pernyataan
tujuan organisasi ini, harus diungkapkan mengenai apa yang akan dicapai (what),
kapan akan dicapai (when). Tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan
organisasi dalam beberapa tahun mendatang. Adapun Tujuan LKM Syariah dari
ketiga Bank Wakaf Mikro yang diteliti ini adalah “Meningkatkan kualitas usaha
ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya .
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d Kelengkapan Organisasi

Sebagai sebuah organisasi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro harus
mempunyai kelengkapan perangkat organisasi minimal sebagai berikut:

1. Memiliki struktur organisasi yang jelas menggambarkan fungsi, tugas,
wewenang dan tanggung jawab setiap elemen organisasi secara tertulis dan
sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

2. Memiliki kantor LKM Syariah Bank Wakaf Mikro yang jelas status dan
kedudukannya.

3. Memiliki Identitas organisasi yang jelas yang diketahui dan disetujui oleh
rapat anggota.

4. Memiliki rencana kerja tertulis yang mencakup : a) Rencana kerja jangka
pendek b) Rencana kerja jangka panjang c) Rencana operasional pencapaian
target kerja.

5. Memiliki kelengkapan dan prosedur administrasi tertulis.

6. Memiliki aturan tertulis tentang monitoring dan evaluasi pencapaian target.

7. Memiliki sistem dan prosedur pengendalian intern secara tertulis.

Berdasarkan pertimbangan, pilihan model kegiatan usaha, badan hukum
dan karakteristik LKM Syariah Bank Wakaf Mikro yang menggunakan sistem
operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah badan hukum koperasi dan LKM
Syariah sesuai dengan kareteristik program, maka struktur organisasi LKM

Syariah Bank Wakaf Mikro dapat dilihat dari gambar dibawah ini:
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Rapat Anggota

Dewan Pengawas Syariah Pengurus | | Pengawas
| Manager
| Spv Adm.
v . I
Teller / Kasir
| KUMPI KUMPI
Gambar 4.4

Struktur Organisasi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro
Penjelasan masing-masing perangkat dalam struktur organiasai Koperasi LKM
Syariah Bank Wakaf Mikro adalah sebagai berikut :
1. Rapat Anggota .

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan
koperasi yang berarti berbagai persoalan menegenai organisasi ditetapkan dalam
rapat ini. Di forum ini setiap anggota dapat berbicara memberikan usul dan
pertimbangan, menyetujui suatu usul atau menolaknya.

Rapat Anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali

dalam satu tahun buku, khususnya untuk meminta keterangan dan

15 permen Koperasi dan UKM Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Rapat Anggota Tahunan.
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pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya;
a. Jenis jenis rapat anggota terdiri dari :
1) Rapat Anggota
Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan
dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas. Rapat anggota dalam
pelaksananya dibagi menjadi 2 jenis yaitu :
a) Rapat anggota tahunan
Rapat anggota tahunan adalah rapat anggota yang dilaksanakan minimal
satu tahun sekali yang diadakan dengan tujuan sebagai untuk meminta
pertanggung-jawaban Pengurus dan Pengawas kepada anggota.
b) Rapat anggota khusus
Rapat anggota khusus adalah rapat anggota yang diadakan oleh koperasi
khus untuk membahas dan memutuskan antara lain:
(1) program kerja, dan rencana kerja tahun berikutnya;
(2) pengembangan usaha;
(3) penambahan modal penyertaan dalam rangka pemupukan modal;
(4) menetapkan batas maksimal bunga pinjaman danimbalan;
(5) membentuk dan bergabung dengan koperasisekunder;
(6) menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit;
(7)  keputusan untuk melakukan investasi;
(8) membahas perubahan Anggaran Dasar,
(9) penggabungan, Pembagian, Peleburan atau Pembubaran koperasi,

serta
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(10) hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan koperasi yang tidak
dibahas dalam Rapat Anggota Tahunan.
2) Rapat Anggota Luar Biasa
Rapat Anggota Luar Biasa adalah Rapat Anggota yang
diselenggarakan apabila terjadi keadaan yang mengharuskan adanya keputusan
cepat atau segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
b. Fungsi Rapat anggota
Rapat anggota berfungsi untuk menetapkan aturan aturan strategis dalam
organisasi, diantaranya:
1. Menetapkan isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi
sebagai sumber segala aturan koperasi.
2. Menetapkan rencana kerja dan berbagai kebijakan yang harus dijabarkan
lebih lanjut oleh pengurus.
3. Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus, Pengawas dan dewan
pengawas syariah.
4. Forum koordinasi Pengurus, Pengawas, Anggota.
c. Wewenang Rapat Anggota :
1. menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan
usaha serta keuangan koperasi;
2. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar;
3. memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas;
4. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja

koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
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5. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus
dalam pelaksanaan tugasnya;

6. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas
dalam pelaksanaan tugasnya;

7. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU);

8. memutuskan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran
koperasi;

9. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran
Dasar.

d. Persiapan Rapat Anggota

Penyelenggara Rapat Anggota menyiapkan daftar hadir dan tata tertib Rapat

Anggota. Daftar hadir paling sedikit memuat data anggota peserta rapat,

yaitu:

1) nama

2) nomor Anggota

3) alamat

4) tanda tangan atau cap jempol

5) pengesahan oleh pimpinan rapat

Tata tertib Rapat Anggota paling sedikit memuat :

1) judul dan nama Rapat Anggota;

2) waktu, hari, tanggal, jam dan tempat penyelenggaraan;

3) dasar penyelenggaraan Rapat Anggota;

4) maksud dan tujuan serta acara Rapat Anggota;
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5) peserta rapat dan jumlah kehadiran anggota;

6) hak dan kewajiban peserta rapat;

7) pimpinan rapat, serta hak dan kewajiban pimpinan rapat;

8) tata cara pengambilan keputusan Rapat Anggota;

9) syarat—syarat sahnya Rapat Anggota;

10) lembar pengesahan Rapat Anggota oleh pimpinan dan sekretaris rapat;

Pengurus menyelenggarakan Rapat Anggota dengan mempersiapkan sebagai

berikut:

1) Waktu pelaksanaan dan agenda pembahasan dalam Rapat Anggota;

2) pembentukan panitia penyelenggara Rapat Anggota;

3) penyusunan bahan rapat;

4) untuk memperlancar pelaksanaan Rapat Anggota, pengurus dapat
melaksanakan pra Rapat Anggota pada setiap kelompok anggota

5) penetapan rancangan agenda dan tata tertib Rapat Anggota;

6) konsep Berita Acara dan pengambilan keputusan Rapat Anggota;

7) buku laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas pada
periode Tahun Buku yang bersangkutan;

8) undangan beserta agenda, tata tertib Rapat Anggota, buku laporan
pertanggung- jawaban pengurus dan pengawas dan rencana kerja pengurus
dan pengawas yang wajib diterima peserta paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum tanggal berlangsungnya Rapat Anggota;

9) hal-hal yang sifatnya teknis, antara lain : gedung, ruangan, tata letak,

akomodasi dan konsumsi.
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Pengawas bertugas mempersiapkan :

1) Laporan hasil pengawasan pada tahun buku yanglampau;
2) Rencana kerja tahun berjalan.

e. Bentuk Rapat Anggota
Berdasarkan Permen Koperasi dan UKM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rapat
Anggota Tahunan, bentuk rapat anggota dapat dilaksankan sebagai berikut :
1) Rapat anggota Tertulis

Rapat Anggota tertulis dapat dilaksanakan dengan sistem tertulis, jika

tidak dimungkinkan untuk menghadirkan anggota dalam satu tempat atau

hal lainnya,karena alasan keberadaan dan penyebaran anggota, dengan
ketentuan :

(a) pengurus menyusun dan mengirimkan bahan rapat secara lengkap, jelas,
dan mudah dimengerti oleh seluruh anggota, serta disertai dengan
lembaran tanggapan dan atau persetujuan setiap anggota, yang
dilengkapi dengan bukti tanda terima setiap anggota atau kelompok;

(b) kepada para anggota diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari
sejak bahan tersebut diterima untuk memberikan jawaban dari
perseorangan dengan menyertakan jawaban masing-masing anggota,
yang disertai daftar hadir yang ditandatangani oleh masing- masing
anggota.

(c) pengurus meneliti, membuat berita acara, dan menyusun hasil
tanggapan anggota atau kelompok dan membuat kesimpulan;

(d) keputusan atau kesimpulan yang dibuat oleh panitia sah dan mengikat
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apabila jumlah jawaban anggota yang masuk mencapai kuorum; dan

(e) kesimpulan atau keputusan sah diterima apabila disetujui atau ditolak

oleh sejumlah anggota yang memberikan jawaban sesuai dengan

ketentuan dalam Anggaran DasaratauAnggaran Rumah Tangga.

2) Rapat anggota Melalui Media Elektronik

b

)

c)

d

~—

Rapat Anggota dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video
konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan
semua peserta saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi
langsung dalam Rapat Anggota, dengan ketentuan :

Pengurus menyampaikan materi dan bahan rapat kepada setiap anggota
secara lengkap, jelas, dan mudah dimengerti, selambat-lambatnya 7

(tujuh) hari sebelum Rapat Anggota dilaksanakan.

Persyaratan kuorum dan sahnya pengambilan keputusan Rapat Anggota
adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah

Tangga dan Peraturan Khusus Koperasi.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas dihitung
berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti Rapat Anggota melalui
media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik
lainnya.

Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3) wajib dibuatkan
risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta

Rapat Anggota.
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f. Keputusan Rapat Anggota dan Pelaporan
Pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota koperasi diatur sebagai berikut:
1. ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. ditetapkan berdasarkan suara terbanyak (voting) apabila tidak diperoleh
keputusan dengan cara musyawarah.

Keputusan hasil Rapat Anggota disusun oleh panitia dan dituangkan
dalam bentuk Berita Acara dan Pernyataan Keputusan Rapat Anggota
ditandatangani oleh pimpinan, sekretaris rapat dan salah satu wakil anggota.
Keputusan hasil Rapat Anggota yang bersifat strategis dan mengikat seluruh
anggota dibuat dan dicatatkan dalam register notaris. Pengurus
menyebarluaskan hasil keputusan Rapat Anggota kepada seluruh anggota.
Pengurus menetapkan kebijakan lebih lanjut untuk melaksanakan keputusan
Rapat Anggota; Hasil keputusan Rapat Anggota dilaporkan kepada pejabat
yang berwenang, paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan
Rapat Anggota.

2. Pengawas

Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang bertugas mengawasi
dan memberikan nasihat kepada pengurus. Pengawas dipilih dari dan oleh
anggota koperasi dalam Rapat Anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada
Rapat Anggota. Posisi pengawas dalam koperasi memiliki fungsi, tugas,
tanggung jawab dan wewenang tertentu dalam hal mendorong efektivitas kerja

. - 11
organisasi. 6

18 Buku Panduan pada ketiga LKM Syariah Bank Wakaf Mikro.
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a) Fungsi Pengawas

Terdapat 3 fungsi pengawasan yaitu :

1) Fungsi Audit
Fungsi audit yang dimiliki oleh Pengawas ini adalah memeriksa buku-buku,
catatan lembaga dan semua kegiatan lembaga secara efektif. Pengawas
membuat laporan paling kurang sebulan sekali. Para anggota Pengawas dalam
lembaga memastikan semua proses dan alur kerja sesuai dengan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

2) Fungsi Konsultasi
Pengawas selalu mengadakan kontak dengan Pengurus baik saat mengadakan
pemantauan, pemeriksaan maupun sesudahnya mengenai hal hal yang perlu
diperhatikan atau diperbaiki serta saran saran tindak lanjut dari hasil
pemeriksaan.

3) Fungsi Manajemen
Dalam usaha melancarkan kegiatan dari pengawas, maka pengawas harus
dapat merencanakan dan mengorganisir kegiatannya sehingga efektif. Tanpa
membuat perencanaan kegiatan maka akan mengalami benturan saat
pelaksanaan terutama bagi pengurus yang menyediakan bahan bahan untuk
diperiksa.

b) Tugas Pengawas

Pengawas dalam koperasi mempunyai tugas, antara lain :

1) Merencanakan dan mengorganisir kegiatan pengawasan ;

2) Menjamin agar asset lembaga benar benar terlindungi dan mengoperasiannya
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dilakukan secara efisien sesuai peraturan lembaga;
3) Bertindak sebagai jembatan antara Pengurus dan auditor eksternal;
4) Meneliti dan menyetujui Laporan Keuangan Statistik Bulanan (LKSB);
5) Meneliti surat-surat;
6) Menilai kewajaran biaya;
7) Mengkaji laporan auditor internal;
8) Meneliti informasi keuangan secara berkala;
9) Meneliti kelancaran simpanan dan pinjaman Anggota;
10)  Meneliti pelaksanaan peraturan organisasi;
11)  Memeriksa pembukuan ;
12) ~ Memeriksa buku Anggota secara teratur dan mencocokkan dengan
catatan yang dipegang manajemen;
13)  Menilai jalannya usaha lembaga,;
14)  Menilai kinerja Pengurus.
¢) Tanggung Jawab Pengawas
Pengawas bertanggung jawab secara langsung kepada rapat anggota.

Sebab Pengawas dipilih langsung oleh dan dari anggota. Pengawas

bertanggung jawab atas hal hal berikut:

1) Pemeriksaan terhadap semua kegiatan dan kejadian didalam lembaga,
termasuk pemeriksaan buku-buku atau catatan keuangan sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar Lembaga;

2) Pemeriksaan pembukuan tahunan (annuval audit) guna dilaporkan kepada

Rapat Anggota Tahunan ( RAT );
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3) Pemeriksaan buku anggota secara teratur dan mencocokkan dengan buku-
buku yang dipegang oleh Bendahara atau Manager;

4) Penilaian terhadap jalannya roda kerja (usaha) koperasi dan aktivitas para
Pengurus lembaga yang telah dipilih dalam rapat Pengurus.

d) Wewenang Pengawas

1) Mencari atau mengusulkan auditor eksternal;

2) Mengkaji dan merekomendasi laporan keuangan akhir tahun;

3) Melakukan pertemuan secara teratur;

4) Menyampaikan rekomendasi kepada Pengurus menyangkut kebijakan yang
ada;

5) Melaporkan kepada Pengurus setiap perubahan yang terjadi dalam prinsip
dan praktek akuntansi yang dianut ;

6) Dalam keadaan darurat berhak mengadakan Rapat Anggota Khusus.

3. Dewan Pengawas Syariah
Sesuai dengan peraturan yang berlaku suatu lembaga keuangan uang

menjalakan opesional berdasarkan prinsip syariah, maka LKM Syariah Bank

Wakaf Mikro wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS

diangkat dalam rapat anggota atas rekomendasi DSN MUI. DPS merupakan

perangkat DSN-MUI yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa dan

keputusan DSN-MUI pada LKM Syariah Bank Wakaf Mikro. Dalam

melakssnakan tugasnya DPS disamping bertanggung jawab kepada Rapat

anggota juga bertanggung jawab kepada DSN-MUI dalam melaksanakan

tugasnya.
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a. Fungsi Utama Jabatan

DPS paling sedikit mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan,

nasihat dan saran kepada Pengurus, mengawasi aspek syariah kegiatan

operasional LKM Syariah Bank Wakaf Mikro, dan memberi opnini syariah
kepada pengurus dan pegelola tentang produk dan proses sesuai dengan
fatwa DSN MUI, serta sebagai wakil lembaga pada Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia.

b. Tanggung Jawab

Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab secara langsung kepada rapat

anggota. Sebab Dewan Pengawas Syariah dipilih langsung oleh dan dari

anggota juga bertanggung jawab kepada DSN MUI karena pada hakekatnya

DPS merupakan perwakilan DSN MUI pada LKM Syariah Bank Wakaf

Mikro. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab atas hal hal berikut:

1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional LKM
Syariah Bank Wakaf Mikro terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh
DSN MUI;

2) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang
dikeluarkan LKM Syariah Bank Wakaf Mikro;

3) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan
fatwa kepada DSN MUI.

4) Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan
membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten

bermuamalah secara Islami melalui wadah LKM Syariah Bank Wakaf
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Mikro.
c¢) Tugas-Tugas Pokok
1) Memastikan produk dan jasa LKM Syariah Bank Wakaf Mikro sesuai
dengan syariah:

(a) Menelaah dan mensahkan setiap spesifikasi produk penghimpunan
(funding) maupun produk penyaluran dana (financing)

(b) Mengkomunikasikan kepada DSN MUI usul dan saran pengembangan
produk dan jasa LKM Syariah Bank Wakaf Mikro yang memerlukan
kajian dan fatwa DSN MUI

(c) Memberikan penjelasan kepada Pengurus dan Manajemen LKM Syariah
Bank Wakaf Mikro tentang berbagai fatwa DSN yang relevan dengan
bisnis LKM Syariah Bank Wakaf Mikro.

2) Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah

(a)Menelaah dan mensahkan tata laksana manajemen dan pelayanan LKM
Syariah Bank Wakaf Mikro ditinjau dari kesesuaiannya dengan prinsip
muamalah dan akhlak Islam.

(b)Membantu manajemen dalam pembinaan aqidah, syariah dan akhlaq
manajemen dan staf LKM Syariah Bank Wakaf Mikro.

(c)Mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran syariah dalam interaksi
(antara sesama manajemen dengan staf dan antara manajemen dan atau
staf dengan anggota dan masyarakat luas) dalam transaksi bisnis serta
melaporkannya kepada Badan Pengurus LKM Syariah Bank Wakaf

Mikro.
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3) Terselenggaranya pembinaan anggota dan nasabah yang dapat
mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota dan
nasabah siap dan konsisten bermuamalah secara Islam melalui wadah LKM
Syariah Bank Wakaf Mikro.

(a)Membantu pengurus dengan memberikan penjelasan dan atau nasehat
(diminta atau tidak diminta) tentang keadaan anggota pada khususnya
dan LKM Syariah Bank Wakaf Mikro pada umumnya ditinjau dari aspek
kesyariahan. Penjelasan itu dapat disampaikan di dalam maupun di luar
Rapat Pengurus.

(b)Menelaah sistem pembinaan anggota dan nsabah (kurikulum, materi dan
penyelenggaraannya) sehingga diyakini telah memenuhi unsur tarbiyah
(pendidikan) yang sesuai dengan kaidah Islam.

4) Membantu terlaksananya pendidikan anggota dan nasabah yang dapat
meningkatkan kualitas akidah, syariah dan akhlak anggota dan nasabah.

5) Membuat opini syariah atas permintaanataupertanyaan danatauatau
temuan di lembaga yang diawasinya; dan

6) Melaporkan hasil pengawasan kepada DSN-MUI dua kali dalam satu tahun.

b) Wewenang

1) Meneliti barang, catatan, berkas, bukti-bukti dan dokumen lainnya yang ada
pada LKM Syariah Bank Wakaf Mikro.

2) Mendapatkan keterangan yang diperlukan baik dari pengurus, manajemen atau
staf dan anggota.

3) Memberikan koreksi, saran dan peringatan kepada pengurus dan manajemen
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LKM Syariah Bank Wakaf Mikro;

4) Menggunakan fasilitas yang tersedia untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya
atas persetujuan pengurus;

5) Memberikan nasihat dan saran kepada pengawas pengurus dan pengelola
lainnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah;

6) Sebagai mediator antara LKM Syariah Bank Wakaf Mikro dengan DSN-MUI
dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan kegiatan usaha yang
berupa produk danatauatau jasa yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN-
MUI;

7) Memberikan peringatan kepada pengurus LKM Syariah Bank Wakaf Mikro
untuk melakukan upaya penghentian penyimpangan syariah dan berhak
melaporkannya kepada otoritas.

8) Melaporkan kepada DSN-MUI dan pihak berwenang tentang keadaan

kesyariahan LKM Syariah Bank Wakaf Mikro.

4. Pengurus

Pengurus adalah perangkat organisasi koperasi yang bertanggung jawab
penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta
mewakili koperasi baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam
Rapat Anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Masa

Jabatan Pengurus paling lama 5 ( Lima) Tahun.

a) Fungsi Pengurus

1) Memimpin usaha LKM Syariah Bank Wakaf Mikro di wilayah kerjanya sesuai
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dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan LKM Syariah Bank
Wakaf Mikro;

2) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas
lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari anggota dan lainnya serta
penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan
kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut
dalam mencapai target;

3) Melindungi dan menjaga aset perusahaan yang berada dalam tanggung
jawabnya;

4) Membina hubungan dengan anggota calon anggota dan pihak lain (customer )
yang dilayani dengan tujuan untuk mengembangkan pelayanan yang lebih
baik;

5) Membina hubunan kerjasama eksternal dan internal, baik dengan para Pembina
LKM Syariah Bank Wakaf Mikro setempat, badan usaha lainnya (UKM)
maupun secara internal dengan seluruh aparat pelaksana (Pengurus atau
Pengawas), demi meningkatkan produktivitas usaha.

b) Tanggung Jawab Pengurus

Pengurus bertanggung jawab secara langsung kepada Rapat Anggota dan
bertanggung jawab atas hal hal berikut:

1) Menjabarkan kebijakan umum LKM Syariah Bank Wakaf Mikro yang telah
disetujui Rapat Anggota;

2) Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran dan rencana jangka pendek,

rencana jangka panjang, serta proyeksi (financial dan non financial) kepada
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Rapat Anggota;

3) Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya sesuai batas kewenangan;

4) Tercapainya lingkup kerja yang nyaman untuk semua pekerja yang berorientasi
pada pencapaian target;
5) Bertanggung jawab atas tercapainya suasana kerja yang dinamis dan harmonis;
6) Mengusulkan kepada Rapat Anggota tentang penambahan, pengangkatan dan
pemberhentian pengelola sesuai dengan kondisi dan kebutuhan operasional;
7) Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya serta mengawasi operasional
kantor;

¢) Tugas — Tugas Pokok Pengurus

1) Mengelola Koperasi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro dan usahanya;

2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran
pendapatan dan belanja Koperasi;

3) Menyelenggarakan Rapat Anggota;

4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;

6) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

7) Menyetujui pengajuan pinjaman atau pembiayaan nasabah yang jumlahnya
tidak melampaui batas kewenangan pengurus;

8) Mengusulkan penambahan, pengangkatan dan mempromosikan serta
pemberhentian pengelola;

9) Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan memasukkan biaya harian demi

tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan;
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10) Mengamankan harta kekayaan LKM Syariah Bank Wakaf Mikro agar
terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan;
11) Terselenggaranya penilaian prestasi pengelola dan membuat laporan secara
periodik;
12) Menandatangani dan menyetujui permohonan pinjaman dengan batas
kewenangan yang ada pada wilayah masing-masing.
d) Tugas — Tugas Pokok Pengurus Berdasarkan Jabatannya :
1) Ketua
a) Memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas pengurus lainnya
b) Memberikan laporan pertanggung jawab kepada Rapat Anggota
¢) Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus.
d) Menanda tangani buku daftar anggota dan daftar pengurus.
e) Menanda tangani surat-surat keluar.
f) Menanda tangani surat berharga bersama bendahara.
2) Sektrataris
a) Memelihara buku-buku organisasi.
b) Bertanggungjawab dalam bidang administrasi atau pembukuan
c) Menyelenggarakan notulen rapat.
d) Menyusun laporan organisasi.
e) Mengatur dan mengurus soal kepegawaian.
3) Bendahara
a) Mengurus soal- soal keuangan.

b) Membimbing dan mengawasi pekerjaan pemegang kas.
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c) Mengawasi agar pengeluaran tidak melampaui anggaran belanja,
d) Menandatangani surat berharga bersama ketua.
¢) Kewajiban Pengurus

1) Mencatat masuk dan keluarnya anggota.

2) Mencatat tentang mulai dan berhentinya masa jabatan anggota pengurus
dan pengawas.

3) Menyelenggarakan RAT menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar

4) Memberikan pelayanan yang sama kepada anggota

5) Mengadakan pembukuan dan administrasi yang tertib dan teratur.

6) Melaporkan kepada rapat anggota.

7) Wajib memberi laporan kepada pemerintah dan atau Pejabat Koperasi

8) Melaksanakan segala ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran rumah
tangga, peraturan khusus dan keputusan rapat anggota.

f) Wewenang Pengurus

1) Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;

2) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian
anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;

3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi
sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota

4) Menyetujui atau menolak pencairan pembiayaan dengan alasan yang jelas;

5) Menyetujui atau menolak pengeluaran uang untuk pemebilan aktiva tetap
(inventaris) sesuai dengan batas kewenangan,;

6) Menyetujui pengeluaran uang untuk pengeluaran kas dan biaya operasional
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lain sesuai dengan kewenangan ;
7) Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bawahan;
8) Melakukan penilaian prestasi pengelola sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
9) Mengadakan atau menolak kerjasama dengan pihak lain dalam kegiatan

usaha LKM Syariah Bank Wakaf Mikro.

5. Manager
a) Identitas Jabatan

Pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan
kuasa untuk mengelola usaha dan keorganisasian. Dalam hal pengurus koperasi
bermaksud untuk mengangkat pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut
diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan. Pengelola
bertanggung jawab kepada Pengurus. Dalam hal pengurus mengangkat pengelola
maka pengelolaan usaha oleh pengelola tidak mengurangi tanggung jawab
pengurus. Hubungan antara pengelola usahadengan pengurus koperasi merupakan
hubungan kerja atas dasar perikatan.

Salah satu dari unur pengelola adalah manajer. Manajer adalah orang yang
memiliki pengalaman, pengetahuan dan keterampilan yang baik yang diakui oleh
organisasi untuk dapat memimpin, mengelola, mengendalikan, mengatur serta
mengembangkan organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Atau seseorang
yang dapat mengarahkan orang lain dan mampu bertanggung jawab atas kegiatan
atau pekerjaan tersebut. Posisi dalam organisasi berada dibawah pengurus,

membawahi langsung administrasi keuangan dan supervisor pembiayaan.



158

b) Fungsi Manager

1) Memimpin usaha LKM Syariah Bank Wakaf Mikro di wilayah kerjanya sesuai
dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan LKM Syariah Bank
Wakaf Mikro;

2) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas
lembaga yang meliputi penyaluran dana dan konsulatnsi pengembangan usaha
yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan kegiatan yang secara
langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam mencapai
target;

3) Melindungi dan menjaga aset perusahaan yang berada dalam tanggung
jawabnya;

4) Membina hubungan dengan anggota calon anggota dan pihak lain (customer)
yang dilayani dengan tujuan untuk mengembangkan pelayanan yang lebih
baik;

5) Membina hubungan kerjasama eksternal dan internal, baik dengan para
Pembina LKM Syariah BWM setempat, badan usaha lainnya (UKM) maupun
secara internal dengan seluruh aparat pelaksana (Pengurus atau Pengawas),
demi meningkatkan produktivitas usaha.

¢) Tanggung Jawab Manager
Manager bertanggung jawab secara langsung kepada Pengurus dan
bertanggung jawab atas hal hal berikut:

1) Menjabarkan kebijakan umum LKM Syariah BWM yang telah dibuat

Pengurus dan disetujui Rapat Anggota;
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2) Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran dan rencana jangka
pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi (financial non financial)
kepada Pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada Rapat Anggota;

3) Bertangung jawab atas selesainya tugas dan kewajiban harian seluruh
bagian;

4) Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tak melampaui batas kewenangan
manajemen;

5) Tercapainya lingkungan kerja yang nyaman untuk semua pekerja yang
berorientasi pada pencapaian target;

6) Bertanggung jawab atas tercapainya suasana kerja yang dinamis dan
harmonis;

7) Mengusulkan kepada Pengurus tentang penambahan, pengangkatan dan
pemberhentian pengelola sesuai dengan kondisi dan kebutuhan operasional;

8) Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan dengan batas
wewenang yang ada pada pusat atau cabang atau unit;

9) Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya serta mengawasi operasional
kantor;

10) Hubungan baik dengan relasi kerja dan pihak-pihak lain diluar, maupun
didalam LKM Syariah Bank Wakaf Mikro.

11) Bertanggung jawab atas seluruh aspek keusahaan LKM Syariah Bank

Wakaf Mikro terutama menyakut keuangan dan perkembangan asset.

d) Tugas - Tugas Pokok Manager

Pemegang mandat pengurus untuk pengembangan usaha dan organisasi pada
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LKM Syariah Bank Wakaf Mikro, terutama untuk:

1). Mengukuti Rapat anggota

2). Melaksanakan Ketentuan dan peraturan yang berlaku pada LKM Syariah
Bank Wakaf Mikro.

3).Melaksanakan seluruh ketentuan yang terdapat dalam perjajian kerja.

4). Menjabarkan kebijakan umum LKM Syariah Bank Wakaf Mikro yang telah
dibuat Pengurus dan disetujui Rapat Anggota, dengan menerima dan
mempelajari keputusan atau instruksi ataupun memo kepada semua
pengelola dan pihak yang berkepentingan, mengevaluasi hasil realisasi
keputusan dan bila diperlukan melaporkan kepada pengurus.

5) Mengadakan koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplikasi seluruh
kegiatan di lingkungan LKM Syariah Bank Wakaf Mikro, yang meliputi:
(a) Menyelengagrakan pertemuan rutin dilingkungan LKM Syariah Bank

Wakaf Mikro;

(b) Mengakomodasi terciptanya kondisi kerja yang efektif, efesisn
menyangkut organiasai dan usaha;

(¢) Merencanakan, menyusun kemudian mengusulkan kepada pengurus
rencana program kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Koperasi (RAPBK) untuk ditetapkan dalam rapat anggota.

(d) Memeriksa dan menganalisis seluruh laporan (keuangan dan
manajemen)

(e) Memeriksa perkembangan Aset

(f) Memantau dan menanalisis perkembangan pasar, organisasi, usaha dan
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pengelola secara universal

(g) Membuat dan mempresentasikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran

(h)

Pendapatan dan Belanja Koperasi (RKRAPBK) kepada pengurus.
Menyetujui pengajuan pinjaman anggota yang jumlahnya tidak

melampaui batas kewenangan manajemen;

(i) Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan memasukkan biaya harian

demi tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan;

(j) Mengamankan harta kekayaan LKM Syariah Bank Wakaf Mikro agar

terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan

kerusakan;

(k) Terselenggaranya penilaian prestasi pengelola dan membuat laporan

M

secara periodik;
Menandatangani dan menyetujui permohonan pinjaman atau
pembiayaan dengan batas kewenangan yang ada pada wilayah masing-

masing.

(m) Membuat dan menyampaikan laporan secara berkala (2 mingguan,

bulanan, empat bulanan dan tahunan) mengenai perkembangan

organisasi dan usaha kepada pengurus dan pengawas.

(n) Laporan dua mingguan sesuai dengan format yang telah disepakati pada

panduan program.

(o) Untuk laporan bulanan hanya terdisi dari Neraca dan Laporan SHU,

berdasarkan bulan laporan, perkembangan kas, selisih hasil usaha,

Penyaluran dan akad pembiayaan, perkembangan KUMPI dan Halmi
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serta konsultansi pengembangan Usaha.

(p) Untuk laporan empat bulanan disamping yang terdapat pada poin b,
juga ditambah dengan laporan perkembangan organisasi dan usaha
setra memenuhi ketenuan tentang laporan empat bulanan yang harus
diserahkan kepada OJK sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku.

(q) Untuk laporan tahunan disamping harus membuat apa yang terdaoat
dalam poin b dan ¢ harus juga melampirkan rencana program kerja dan
RAPBK untuk tahuan berikutnya dan hal lain yang dianggap perlu.

b. Wewenang Manager

1) Memimpin, mengelola dan mengendalikan seluruh aspek operasional LKM
Syariah Bank Wakaf Mikro yang berlkaitan dengan keorganisasian dan
manajemen maupun yang menyangkut keusahaan.

2) Membuat perencanaan yang menyangkut tentang pengembangan seluruh
aspek usaha, organisasi dan manajemen.

3) Memimpin rapat sesuai dengan kebutuhan menyangkut tentang evaluasi dan
perencanaan tugas-tugas operasional.

4) Memelihara dan mengembangkan kemampuan, keahlian dan prestasi
pengelola.

5) Menyempaikan usulan kepada pengurus tentang hal-hal yang menyakut
pengelola seperti pengangkatan pengelola, mutasi, promosi, demosi serta
peningkatan kemampuan pengelola.

6) Menyetujui atau menolak pengajuan pembiayaan dengan alasan yangjelas.
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7) Menyetujui atau menolak pencairan pembiayaan dengan alasan yang jelas.

8) Menyetujui atau menolak pengeluaran uang untuk pembelian aktiva tetap
(inventaris) sesuai dengan batas kewenangan.

9) Menyetujui pengeluaran uvang untuk pengeluaran kas dan biaya operasional
lain sesuai dengan kewenangan.

10) Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bawahan.

11) Melakukan penilaian prestasi pengelola sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

12) Menjalin kerjasama dengan pihak lain baik internal maupun ekternal
berdasarkan analisis keuntungan pengembangan LKM Syariah Bank Wakaf
Mikro sesuai dengan kapasitasnya sebagai manajer seperti tertera dalam
perjanjian kerja.

6. Administrasi Pembukuan

a) Identitas Jabatan

Bagian administrasi pembukuan adalah pengelola LKM Syariah

Bank Wakaf Mikro yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

manajer. Dalam kontek struktur dan kebijakan LKM Syariah Bank Wakaf Mikro

jabatan administrasi pembukuan adalah orang kedua setelah manajer dalam hal
pengambilan kebijakan operasional pengeloaan LKM Syariah Bank Wakaf

Mikro. Administrasi pembukuan membawahi teller atau kasir.
b) Fungsi Utama
Administrasi pembukuan adalah mengelola administrasi keuangan

hingga ke pelaporan keuangan LKM Syariah Bank Wakaf Mikro sesuai prosedur
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yang berlaku dan sebagai orang kedua pada lembaga LKM Syariah Bank Wakaf

Mikro.

¢) Tanggung Jawab Administrasi Pembukuan

Administrasi pembukuan bertanggung jawab secara langsung kepada

manager dan bertanggung jawab atas hal hal berikut:

1) Bertanggung jawab seraca langsung kepada manajer

2) Bertanggung jawab atas atas pengelola yang berada pada bidang adminisatrsi
dan pembukuan

3) Bertanggung jawab atas keuangan pada bidang secara khusus dan LKM
Syariah Bank Wakaf Mikro, secara umum pada tugas dan kewenangannya.

4) Membuat laporan keuangan LKM Syariah Bank Wakaf Mikro;

5) Bertanggungjawab pada dokumen-dokumen akuntansi

6) Bertanggung Jawab atas dokumen administrasi perkantoran

7) Bertanggungjawab atas seluruh inventaris pada bidang akuntansi dan
keuangan.

8) Melakukan kegiatan pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang
berkaitan langsung dengan kauangan LKM Syariah Bank Wakaf Mikro;

9) Menyiapkan laporan-laporan untuk keperluan analisis keuangan LKM Syariah
Bank Wakaf Mikro.

d) Tugas Pokok Administrasi Pembukuan

1) Membantu manager dalam melaksanakan pengelolaan keuangan baik dalam
bentuk tunai ataupun dalam pengelolaan piutang nasabah dalam bentuk:

a) Mengkoordinasikan dan  sekalikus  mengefektitkan staf dalam
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melaksanakan sistem akuntansi terutama yang menyangkut tentang
penyediaan uang dan piutang pada nasabah.

b) Membuat laporan tentang arus kas LKM Syariah Bank Wakaf Mikro sesuai
apa yang diminta manajer untuk pengambilan keputusan usaha.

c¢) Membuat laporan bidang administarasi dan pembukuan dengan scope
waktu dan isi yang diminta manajer untuk pengambilan keputusan

d) Menyiapkan laporan dua mingguan, bulanan, empat bulanan dan tahunan
paling lambat 7 hari setelah tanggal LPK.

e) Mengelola administrasi keuangan terutama yang menyangkut piutang
nasabah.

2) Membantu manajer dalam proses pembuatan program kerja dan berbagai jenis
anggaran dua mingguan atau bulanan atau empat bulanan atau tahunan LKM
Syariah Bank Wakaf Mikro secara logis dan memadai, melakukan revisi bila
diperlukn, memnuat laporan realisasi anggaran dan memberikan keterangan
secukupnya kepada manajer :

a) Menyiapkan seluruh bahan untuk kelancaran tugas.
b) Menyampaikan informasi dan laporan secara lisan maupun tertulis.
c) Melakukan koordnasi dengan bidang terkait terutama dengan manajer.

3) Membantu manajer dalam proses pembuatan laporan keuangan bulanan atau
empat bulanan atau tahunan yang terdiri dari:

a) Membuat laporan keuangan yang terdiri Laporan Posisi Keuangan (LPK-
neraca) dan Laporan Kinerja Keuangan (LKK- Laporan SHU).

b) Membuat laporan keuangan akhir bulan, cashflow dan buku besar.
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c) Membuat rekapitulasi kas dan bank harian.

4) Menyampaikan segala pelaksanaan tugasnya pada rapat yang dilakukan oleh
manajer secara rutin dan berkala :
a) Menyiapkan bahan laporan.
b) Membuat laporan.
c) Mengandakan laporan.
d) Menyampaikan laporan secara memadai.

5) Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk keperluan analisis LKM
Syariah Bank Wakaf Mikro;

6) Mengarsipkan seluruh berkas keuangan sesuai denga kebijakan pengarsipan
yang digunakan;

7) Menjaga keamanan arsip dan memastikan bahwa seluruh arsip terjaga
keamananya dengan baik;

8) Membuat perincian biaya dan pendapatan bulanan;

9) Melakukan analisis khususnya untuk biaya operasional menyangkut tingkat
efisiensi;

10) Melakukan supervisi terhadap teller atau kasir.

11) Melaksanakan dan tunduk pada kontrak kerja yang dibuat anatara pengurus
dengan administrasi pembukuan.

12) Melaksanakan tugas-tugas lainnya dari manajer seoanjang tidak
bertentangan dengan peraturan dan tumpang tindih dengan tugas wewenang

pejabat lainnya.
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e) Wewenang Administrasi Pembukuan

1) Mengarsipkan dan mengamankan bukti-bukti pembukuan atau transaksi.

2) Meminta kelengkapan administrasi pada pertanggungjawaban keuangan.

3) Tidak memberikan berkas atau arsip kepada pihak-pihak yang tidak
berkepentingan.

4) Menerbitkan laporan keuangan atas pesetujuan manajer untuk keperluan
publikasi.

5) Merekomendasikan kepada manajer tentang loyalitas staffnya, usulan mutasi
dan penambahan atau pengurangan staftnya.

6) Mengusulkan suatu perbaikan baik secara lisan maupun tertulis atas aspek-
aspek organisasi dan usaha LKM Syariah Bank Wakaf Mikro.

7) Mengikuti jika diminta segala rapat yang dilaksanakan oleh pengurus dan
pengawas.

8) Melakukan tugas manajer jika yang bersangkutan berhalangan dalam
melaksanakan tugasnya.

7. Supervisor Pembiayaan

a) Fungsi utama

Fungsi utama supervisor pembiayaan dalam sebuah LKM Syariah Bank

Wakaf Mikro adalah merencanakan, mengarahkan serta mengevaluasi target

pembentukan KUMPI, pencairan pembiayaan atau pinjaman, pendampingan uaha

bagi nasabah, melaksanakan proses dan tahapan pembentukan KUMPI,

menyelenggarakan Halmi, melakukan konsultansi pengembangan usaha, melayani

pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta rekomendasi atas
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pengajuan pembiayan sesuai dengan hasil analisa yang telah dilakukan dan

bertanggung jawab kepada manager.

b) Tanggung Jawab Supervisor Pembiayaan

Supervisor pembiayaan bertanggung jawab secara langsung kepada manager dan

bertanggung jawab atas hal hal berikut:

1) Tercapainya target pembentukan KUMPI, pencairan pembuayaan,
pelaksanaan konsultansi usaha dan penyelenggaraan halmi.

2) Memastikan proses dan tahapan pembentukan KUMPI dam pelaksanakan
halmi dilaksnakan sesuai dengan target dan SOP.

3) Memastikan terlaksananya pendidikan nasabah anggota kumpi dalam proses
pelaksanaan halmi yang meliputu pengembangan usaha, manajemen ekonomi
rumah tangga dan keagamaan.

4) Memastikan seluruh pengajuan permbiayaan telah diproses sesuai dengan
aturan yang berlaku LKM Syariah Bank Wakaf Mikro.

5) Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap
sesuiai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite;

6) Terselesaikannya pembiayaan bermasalah;

7) Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan
pasar;

8) Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran
pembiayaan;

9) Melakukan penanganan atau angsuran pembiayaan yang dijemput ke lokasi.

10) Pengarsipan bukti nota debet dan nota kredit
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c) Tugas-tugas Pokok Supervisor Pembiayaan

1) Melaksanakan tahpan pembentukan KUMPI;

2) Melayani pengajuan pembiayaan dan memberikan penjelasan mengenai
produk pembiayaan, dalam proses pelaksanaan halmi;

3) Melakukan pengumpulan informasi mengenai calon mitra melalui kegiatan
wawancara dan kunjungan lapangan;

4) Mengupayakan kelengkapan persyaratan pembiayaan;

5) Membuat analisis pembiayaan secara tertulis dari hasil wawancara dan
kunjungan lapangan;

6) Melaksankan proses Halmi;

7) Melakukan pembinaan kepada nsabah mengenai keagamaan, pengembangan
usaha dan manajemen ekonomi rumah tangga dana atau pokok bahsan lainnya
sesuai kebutuhan nasabah;

8) Memberkan penjelasan secara jelas dan lengkap atas pertanyaan dan saran
komite;

9) Melakukan analisis bersama manager atas pembiayaan bermasalah,;

10) Membantu menyelesaikan pembiayaan bermasalah;

11) Memberikan masukan untuk pengembangan pasar dan memberikan
gambaran mengenai potensi pasar;

12) Melakukan monitoring pasca dropping dana dan ketepatan angsuran nasabah.

d) Wewenang Supervisor Pembiayaan

1) Memberikan usulan untuk pengembangan pasar kepada manager;

2) Menentukan target pembentukan kumpi, pelaksanaan halmi dan penyaluran
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pinjaman atau pembiayaan bersama manager.
8. Teller atau Kasir
a) Identitas Jabatan
Unit bagian administrasi dan pembukuan mempunyai posisi dalam organisasi

sebagai administrasi dan pembukuan di bawah manager,

b) Fungsi Utama

Fungsi utama teller adalah merencanakan dan melaksanakan segala transaksi

yang sifatnya tunai yang dipertanggungjawabkan kepada Administrasi

Pembukuan

c) Tanggung jawab Teller

Teller bertanggung jawab secara langsung kepada admministrasi pembukuan dan

bertanggung jawab atas hal hal berikut:

1) Mengelola fisik kas dan terjaganya keamanan kas;

2) Menyelesaikan laporan kas harian;

3) Terjaganya keamanan kas;

4) Tersedianya laporan cashflow pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi;

5) Memberikan dana kas awal untuk kebutuhan supervisi pembiayaan sesuai
dengan kebutuhan;

6) Menerima angsuran dan imbal hasil pembiayaan atau pinjaman dari anggota
melalui supervisi pembiayaan.

d) Tugas Pokok Teller

1) Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai seusai dengan batas wewenang;

2) Melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun validasi;
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3) Menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk dan memberikan nomor
bukti;

4) Membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar dan meminta validasi dari
pihak yang berwenang;

5) Melakukan crosscheck antara rekapitulasi kas, mutasi danneraca.

6) Melakukan perhitungan kas pagi dan sore hari saat akan dimulainya hari kerja
dan akhir hari kerja yang harus disaksikan oleh petugas yang berwenang.
Meneliti setiap uang masuk akan keaslian uang agar terhindar dari vang palsu;

7) Menjaga ruang dari pihak yang tidak berkepentingan;

8) Mengarsipkan laporan mutasi pada tempat yang aman;

9) Membuat laporan kas masuk dan keluar pada setiap akhir bulan untuk setiap
akun-akun yang penting;

10) Meminta pengesahan laporan cashflow dari yang berwenang sebagai laporan
yang sah;

¢) Wewenang Teller

1) Menerima transaksi tunai dari transaksi-transaksi yang terjadi di LKM Syariah
Bank Wakaf Mikro;

2) Memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang ada;

3) Mengeluarkan transaksi tunai pada batas nominal yang diberikan atau atas
persetujuan yang berwenang;

4) Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung yang kuat;

5) Mengetahui kode brangkas tetapi tida memegang kunci ataupun sebaliknya;

6) Meminta pertanggungjawaban kas kecil jika batas waktu pertanggungjawaban
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telah tiba.
2. Skema dan Implementasi Pembiayaan
Skema pembiayaan yang digunakan oleh ketiga LKM Syariah Bank

Wakaf Mikro (Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah, Bank Wakaf
Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera dan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava
Mandiri) meliputi :
a. Qard

Implementasi pembiayaan telah terealisasi sejak berdirinya LKM
Syariah Bank Wakaf Mikro. Pada LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Al Fitrah
Wava Mandiri Surabaya pada awal Februari 2018, LKM Syariah Bank Wakaf
Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera sejak Januari 2018 dan LKM Syariah Bank
Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah sejak Oktober 2017. LKM Syariah
Bank Wakaf Mikro berkedudukan sebagai muqridh (pemodal), sedangkan
nasabah berkedudukan sebagai muqtarid (peminjam). Adapun akad pembiayaan
yang digunakan sejak awal berdirinya ketiga LKM Syariah Bank Wakaf Mirko
adalah akad qard.'"’

Qard adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan mengembalikan
pokok pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan qardh diperuntukkan
kepada muqtarid yang kurang mampu tetapi memiliki usaha dan mempunyai

kemauan untuk memproduktifkan dirinya.. '"®

117 Byku Panduan pembiayaan dari ketiga LKM Syariah Bank Wakaf Mikro.
118 Suroso, Manager LKM Syariah BWM Alfithrah Wava Mandiri, Wawancara, Surabaya, 15 Juni
2019.
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Adapun nominal pembiayaan gqard yang diberikan LKM Syariah Bank
Wakaf Mikro kepada muqtarid semuanya sama yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah). Pada tahap awal LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Al Fithrah
Wava Mandiri menggulirkan dana ini selama 50 (lima puluh) minggu, sedangkan
LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Denanyra Sumber Barokah dan Tebuireng
Mitra Sejahtera masing-masing menggulirkannya untuk jangka waktu 40 (empat
puluh) minggu. Sehingga angsuran setiap nasabah pada LKM Syariah Bank
Wakaf Mikro Al Fithrah sebanyak Rp. 20.000,- setiap minggunya, sedangkan
LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Denanyra Sumber Barokah dan Tebuireng
Mitra Sejahtera sebanyak Rp. 25.000,- setiap minggunya. R,

Akad qard yang digunakan pada LKM Syariah Bank Wakaf Mikro ini di
kombinasikan dengan model Grameen Bank dengan ciri utamnya yaitu
menggunakan sistem tanggung renteng, sehingga setiap kali HALMI dilakukan
dan ada anggota yang tidak bisa hadir maka pembayaran anggota yang tidak
hadir tersebut ditalangi terlebih dahulu oleh anggota yang lain. Ciri lain dari
model Grameen Bank adalah anggota kelompok yang dibiayai adalah wanita

120
semuanya.

119 Hasil wawancara dengan ketiga manager LKM Syariah Bank Wakaf Mikro didapatkan
informasi pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro bersifat kelompok, yang mana setiap
kelompok ada 5 (lima) orang anggota. Apabila melakukan pengajuan maka nominal yang
dikeluarkan sesuai dengan jumlah kelompok. Selain itu pembiayaan gqardh menggunakan pola
2-2-1 dalam proses pencairan dana, karena bertujuan untuk mengedepankan nasabah yang
lebih membutuhkan.

120 Ridha Nugraha, Staf Pinbuk, Wawancara, Jakarta, 17 Desember 2017.
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Gambar 4.5
Skema qard
b. Ju’alah
Akad selanjutnya yang digunakan oleh ketiga LKM Syariah Bank Wakaf
Mikro adalah akad ju’alah. Definisi dari ju’alah adalah janji atau komitmen
(iltizam) untuk memberikan imbalan (reward atau ’iwadh) tertentu atas
pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Penggunaan
Akad Ju’alah dalam opesional LKM Syariah Bank Wakaf Mikro, digunakan
untuk produk konsultansi antara nasabah dengan LKM Syariah Bank Wakaf
Mikro. Dalam hal ini pihak LKM Syariah Bank Wakaf Mikro bertindak sebagai
konsultan dan nasabah sebagai klien, atas jasa konsultansi ini maka LKM Syariah
Bank Wakaf Mikro akan mendapatkan jasa atau ujrah, yang besarnya akan
disepakati bersama antara LKM Syariah Bank Wakaf Mikro dan nasabah. 121

Beberapa ketentuan akad ju’alah pada LKM Syariah Bank Wakaf Mikro adalah

sebagai berikut :

121 pyguh, Manager LKM Syariah BWM Denanyar Sumber Barokah, Jombang, 17 Juni 2019.
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a) LKM Syariah Bank Wakaf Mikro bertindak sebagai penyedia jasa untuk
memberikan bantuan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.

b) Jasa dalam ju’alah yang diberikan merupakan jasa yang diperbolehkan adanya
pemberian imbalan.

c¢) LKM Syariah Bank Wakaf Mikro melakukan analisis atas permohonan
pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa
analisa karakter (character) dan atau aspek keuangan.

d) Kesepakatan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat
dipersamakan dengan itu.

e) LKM Syariah Bank Wakaf Mikro menerapkan transparansi informasi produk
dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

f) LKM Syariah Bank Wakaf Mikro memiliki kebijakan dan prosedur untuk
mitigasi risiko.

g) LKM Syariah Bank Wakaf Mikro memiliki sistem pencatatan dan
pengadministrasian rekening yang memadai.

h) Imbalan ju’alah hanya berhak diterima oleh pihak LKM Syariah Bank Wakaf
Mikro apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi;

i) Nasabah harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika LKM Syariah
Bank Wakaf Mikro menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan atau

natijah) yang ditawarkan. '*

122 | istya Cahyaningrat, Pendamping BWM, Wawancara, Surabaya, 10 Juni 2019.
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Skema Ju’alah

3 Kebijakan Permodalan

a Sumber Modal Awal Pendirian LKM Syariah BWM

176

LKM Syariah BWM didirikan dengan komponen permodalan yang terdiri dari :

123

1. Modal sendiri yang bersumber dari anggota, yaitu dari simpanan pokok dan

simpanan wajib anggota, dengan besaran sesuai dengan keputusan rapat

anggota masing-masing LKM Syariah Bank Wakaf Mikro

2. Hibah dana program LKM Syariah Bank Wakaf Mikro yang bersumber dari

Laznas BSM UMAT dengan tujuan pemanfaatannya dikhususkan untuk

penyiapan kelembagaan dana operasional LKM Syariah Bank Wakaf Mikro

dalam mengelola penyaluran dana (modal) kemasyarakat miskin melalui

Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia (KUMPI). Dana hibah

tujuan khusus ini terdiri:

123 Ridha Nugraha, Staf Pinbuk, Wawancara, Bogor, 17 Desember 2017.
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a). Dana program ditujukan khusus untuk mendirikan, mengurus perizinan,
melatih dan mendampingi hingga operasional LKM Syariah Bank Wakaf
Mikro ;

b). Dana modal kerja LKM Syariah Bank Wakaf Mikro yang ditujukan khusus
digulirkan kepada Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia
(KUMPI) sasaran program;

c).Dana bantuan operasional yang ditujukan khusus untuk bantuan
operasional LKM Syariah Bank Wakaf Mikro yang bersumber dari hasil
pengelolaan dana abadi program oleh Laznas BSM Umat.

b Ketentuan Dana Modal
Ketentuan dana modal untuk LKM Syariah Bank Wakaf Mikro diatur sebagai

berikut :'**

1. Dana hibah pembentukan dan pendampingan LKM Syariah Bank Wakaf
Mikro yaitu sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
dengan ketentuan alokasi dana yaitu :

a) Sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) untuk bantuan simpanan
pokok dan Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) simpanan wajib anggota
pendiri LKM Syariah Bank Wakaf Mikro tidak boleh ditarik tunai oleh
anggota pendiri.

b) Biaya pelatihan yang akan ditentukan kemudian

¢) Sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dibuat

kuasa debet kepada Laznas BSM Umat yang kemudian digunakan untuk

124 M. Afandi S, Pendamping BWM, Wawancara, Surabaya, 10 Juni 2019.
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dana pembentukan dan infrastruktur LKM Syariah Bank Wakaf Mikro.
Apabila terdapat sisa dana maka akan dikembalikan menjadi modal LKM
Syariah Bank Wakaf Mikro.

d) Sisa dana akan ditentukan kemudian untuk untuk dana modal kerja awal
LKM Syariah Bank Wakaf Mikro.

. Dana Hibah Modal Kerja yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar

Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

a).Dana tersebut dikelola LKM Syariah Bank Wakaf Mikro secara
berkelanjutan melalui perguliran pembiayaan usaha di KUMPI yang telah
melalui seleksi kelompok.

b). Pencairan dana sesuai nominatif pembiayaan KUMPI dari proposal
pengajuan modal kerja dari LKM Syariah Bank Wakaf Mikro kepada
Laznas BSM Umat.

c¢). Dana yang diterima disalurkan langsung oleh Laznas BSM Umat melalui
LKM Syariah Bank Wakaf Mikro kepada sasaran kelompok sesuai pengajuan
proposal tanpa ada potongan oleh pihak LKM Syariah Bank Wakaf Mikro.

d). LKM Syariah Bank Wakaf Mikro boleh menerima imbal hasil untuk
perhitungan SHU LKM Syariah Bank Wakaf Mikro dari perguliran dana
tersebut dengan margin atau ujroh setiap pengajuan anggota KUMPI
setara bunga maksimal 3% flat per tahun.

e). Model Perguliran atau pembiayaan mengunakan model kelompok, dimana
setiap kelompok terdiri dari lima orang, dengan pertimbangan kedekatan

tempat tinggal dan bisnis yang mirip atau sama, setiap minggu dilakukan
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proses halmi dimana setiap kelompok bertemu dengan agenda utama
konsultansi, pencairan pembiayaan, membayar angsuran pembiayaan dan
membayar iuran untuk tanggung renteng.

f).Laba atau keuntungan dari proses pembiayaan akan menjadi SHU,
ketentuan pembagian SHU untuk tahun pertama 100 % dicadangkan dan
tahun selanjutnya 50% dicadangkan dan sisanya dibagikan sesuai AD dan
ART dan keputusan rapat anggota.

g). Penyaluran sasaran program lingkungan pesantren (santri, keluarga
pengasuh) diatur dalam mekanisme penyaluran maksimal sebesar 30% dari
total penyaluran. Selebihnya sebesar 70% diprioritaskan kepada
masyarakat miskin diluar lingkungan pesantren.

h). Dana tersebut oleh LKM Syariah Bank Wakaf Mikro harus dicatat dalam
pembukuan sebagai modal hibah.

3. Dana Hibah Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) yang di depositokan

di Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan bagi hasil spesial 62 % : 38%. Dana

bagi hasil inilah yang dipergunakan untuk menutup biaya opersional LKM

Syariah Bank Wakaf Mikro.

¢ Rasio Keuangan dari Aspek Permodalan

Keseimbangan dalam penggunaan dana atau permodalan LKM Syariah
Bank Wakaf Mikro selalu dilakukan dalam setiap periode agar kelancaran usaha
dapat dijaga. Terdapat beberapa aspek yang digunakan sebagai pengendalian

keseimbangan rasio keuangan. Perbandingan rasio-rasio berikut ini akan
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digunakan sebagai dasar penilaian keuangan atau pengelolaan modal bagi LKM

Syariah Bank Wakaf Mikro. Tindak lanjut dari hasil penilaian kesehatan ini,

adalah langkah antisipasi terhadap LKM Syariah Bank Wakaf Mikro, untuk

pengembangan pada periode mendatang dengan pertimbangan:

a. Prospek usaha, cukup baik terhadap peningkatan kesejahteraan anggota LKM
Syariah Bank Wakaf Mikro dan pengguna jasa secara umum.

b. Upaya menghimpun dan mengumpulkan modal dari dalam koperasi masih
dimungkinkan untuk digali.

c. Pembinaan terhadap anggota terus dilakukan untuk menghindari pembiayaan
bermasalah atau penundaan angsuran.

Dari 8 (delapan) komponen rasio keuangan yang ada pada Peraturan
Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Penilaian Kesehatan maka ada dua rasio yang menjadi indikator
pertumbuhan dan kemandirian harus dijaga oleh LKM Syariah Bank Wakaf
Mikro yaitu rasio kemndirian operasional layanan dan rasio rentabilitas asset.
125

Rasio kemandirian operasional layanan membandingkan pendapatan
usaha dengan biaya operasional, sehingga dapat dilihat seberapa besar
pendapatan yang telah dihasilkan oleh LKM Syariah Bank Wakaf Mikro dapat
mencukupi biaya operasional yang dikeluarkan oeh LKM Syariah Bank Wakaf
Mikro. Semakin besar nilai prosentasenya maka semakin baik artinya LKM

Syariah Bank Wakaf Mikro semakin mandiri. Pendapatan usaha pada LKM

125 | istya Cahyaningrat, Pendamping BWM Tebuireng Mitra Sejahtera, 12 Juni 2019.
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Syariah Bank Wakaf mikro didapatkan dari bagi hasil deposito dana pada
Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) dan
tabungan juga pada bank Syariah Mandiri. Ditambah dengan ujroh dari hasil
pendampingan (ju’alah) yang nilainya relatif kecil karena dibatasi pertahun
tidak boleh lebih dari 3%.

Rata-rata pendapatan dari ketiga LKM Syariah bank Wakaf Mikro
adalah sebesar Rp. 14.000.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000,-. Sedangkan
biaya operasional layanan sebagian besar dialokasikan untuk biaya gaji
karyawan (LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Denanyar sumber Barokah dan
Al Fithrah Wava Mandiri masing-masing ada 4 (empat) kayawan sedangkan
pada LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera terdiri atas
5 (lima) orang karyawan). Biaya gaji karyawan pada LKM Syariah Al Fithrah
Wava Mandiri yang berlokasi di Kota Surabaya tentu lebih tinggi dari pada
Denanyar Sumber Barokah yang berlokasi di Jombang. Komponen biaya yang
lain seperti alat tulis kantor (ATK), listrik, air, internet dan operasional
lainnya relatif sama. Dari ketiga LKM Syariah Bank Wakaf Mikro yang
diteliti yang sudah bisa mandiri adalah LKM Syariah Bank Wakaf Mikro

Denanyar Sumber Barokah. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Rasio Kemandirian Operasional = Pendapatan Usaha x 100 %
Biaya Operasional Pelayanan

Biaya operasional untuk LKM Syariah Bank Wakaf Mikro dikelompokan dalam

dua kelompok yaitu biaya opersional SDM dan Biaya operasionan Non SDM.
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1. Biaya Operasional Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber dana untuk biaya operasional SDM berasal dari pendapatan bagi
hasil dana abadi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro dan pendapatan opesional
lainnya dengan distribusi sebesar maksimal 70 % dari total pendapatan tersebut.
Pendistribusian biaya operasional SDM didasarkan atas Surat Keputusan
Pengurus dengan pertimbangan sebagai berikut:

(a) Jabatan setiap pengelola
(b) Kinerja capaian target bulanan setiap pengelola
(c) Tingkat kehadiran kerja pengelola
(d) Upah minimum regional setempat
(e) Kemampuan lembaga
2. Biaya Operasional Non SDM

Sumber dana untuk biaya operasional SDM berasal dari pendapatan bagi
hasil dana abadi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro dan pendapatan operasional
lainnya dengan distribusi sebesar maksimal 30 % dari total pendapatan tersebut.
Biaya operasional non SDM ditetapkan berdasarkan ketutusan pengurus dengan
mempertimbangkan kebutuhan operasional LKM Syariah BWM, adapuan biaya
operasional non SDM terdirti dari :

a) Telepon dan Internet,
b) Air dan Listrik,

c) ATK,

d) Sewa Kantor,

e) Biaya Rapat,
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f) Transportasi (supervisor dan manager),

g) Kerumahtanggaan,

h) Tunjangan makan siang,

i) Biaya pembinaan (untuk membayar narasumber Halmi dari luar, maksimal
1 (satu) bulan sekali.

j) BPIS.

Rasio rentabilitas aset membandingakan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang
telah dihasilkan LKM Syariah Bank Wakaf Mikro setelah dikurangi zakat dan
pajak dibandingkan dengan total aset (kekayaan) yang dimiliki oleh LKM
Syariah Bank Wakaf Mikro. Dari ketiga LKM Syariah Bank Wakaf Mikro yang
diteliti, baru LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah yang
nilai Sisa Hasil Usahanya positif.

4, Pemberdayaan Masyarakat Model Grameen Bank

Konsep Grameen, berasal dan berkembang dari negeri Bangladesh.
Bangladesh dengan penduduk 132 juta orang adalah negara berpenduduk terbesar
nomor 8 di dunia. Negara yang baru 33 tahun merdeka ini (dari Pakistan 1971)
dilaporkan berpendapatan perkapita US$380 dengan penduduk miskin sekitar
50% dari jumlah penduduk keseluruhan.

Bangladesh adalah simbol kemiskinan Asia sehingga pakar kemiskinan
seluruh dunia merasa belum pakar jika belum datang atau mempelajari masalah
kemiskinan negara ini. Dari berbagai masalah tentang kemiskinan di Bangladesh,
microcredit atau microfinance adalah salah satu yang paling menonjol.

Bangladesh dianggap sebagai negara tempat kelahiran ilmu kredit mikro
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(microcredit science) berbentuk Bank Perdesaan, atau dalam bahasa Bengali
Grameen Bank, yang dirintis oleh Profesor Muhammad Yunus. '*°

Grameen Bank (GB) kini menjadi simbol keberhasilan atau kunci sukses
program penanggulangan kemiskinan yang selanjutnya direplikasi di berbagai
negara termasuk Indonesia. Sekitar 10 kelompok perempuan miskin, masing-
masing beranggota 5 orang, ketika kita mendekati tempat pertemuan mereka,
mengucapkan sumpah atau janji berupa 16 keputusan (sixteen decisions) antara
lain melaksanakan Keluarga Berencana, mendidik anak, hanya minum air putih
yang dimasak atau air sumur yang sehat, dan menahan diri dari membayar atau
memakai mahar dalam perkawinan anak -anaknya. Semua sumpah atau janji ini
dapat diringkas dalam 4 asas hidup Grameen Bank yaitu: disiplin, bersatu, berani,
dan bekerja keras. Sumpah atau ikrar ini yang kemudian juga dipakai oleh
bebrapa lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia dan kemuadian di
praktekkan pada pertemuan halmi. Dalam pertemuan rutin Halmi tersebut
peserta wajib hafal 5 ikrar yaitu : 1.Saling mengingatkan agar selalu berkata
jujur, menepati janji, amanah dan disiplin; 2. Saling membantu mengatasi
kesulitan sesama anggota; 3. Bersama suami, berusaha meningkatkan
kesejahteraan keluarga; 4. Memanfaatkan dana LKMS Pesantren untuk
meningkatkan pendapatan keluarga dan mengembalikannya tepat waktu; 5.

Mendidik dan menyekolahkan anak supaya menjadi cerdas, sholihin sholihat,

126 Kuncoro Mudrajad, Grameen Bank dan Lembaga Keuangan Mikrol, Surat Kabar Kedaulatan
Rakyat ( 2 Agustus 2008).
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berbakti kepada orang tua, dan mengabdi hanya kepada Allah SWT. Allah
menjadi saksi atas ucapan dan perbuatan kami.

Grameen Bank yang mulai beroperasi tahun 1976, 5 tahun setelah
kemerdekaan Bangladesh, menjadi bukti keprihatinan seorang Guru besar
ekonomi Prof. M. Yunus, untuk membantu mengatasi kelaparan (famine) yang
luar biasa yang menelan jutaan korban meninggal di Bangladesh pada tahun
1974. Meskipun kemiskinan penduduk Bangladesh sesudah pembebasan dari
penjajahan Pakistan mengerikan, namun kelaparan besar-besaran ( famine) yang
terjadi tahun 1974 itulah yang secara kejiwaan mengejutkan seorang Muhammad
Yunus yang sebagai Doktor ekonomi muda tamatan Unversitas di Amerika
(Vanderbilt ) sangat kecewa tidak dapat menggunakan ilmu ekonominya untuk
ikut memikirkan cara-cara mengatasinya.

Secara umum anggota dari Bank Wakaf mikro ini adalah wanita yang
kemudian di buat kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 15 sampai 25
orang yang disebut dengan halagah mingguan (halmi). Dalam halagah mingguan
ini kemudian dibuat kelompok-kelompok lebih kecil lagi terdiri atas 5 orang yang
disebut kumpi (kelompok usaha mikro pesantren indonesia). Sebelum ibu-ibu
tersebut mendapatkan pembiayaan maka terlebih dahulu wajib mengikuti
pelatihan wajib kelompok (PWK) yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari
berturut-turut dengan maksud untuk memberikan pembekalan terkait program ini
sekaligus membangun komitmen dan soliditas.

Hasil temuan penelitian, menjelaskan adanya pembatasan-pembatasan

pada opesionalnya Bank wakaf Mikro berbeda dari LKM Versi Undang-Undang
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Nomor 1 Tahun 2013. Hal ini membuat LKM Syariah Bank Wakaf Mikro
mempunyai kateristik tersendiri, yaitu :

a. Tidak diperkenankan menghimpun dan mengelola dana baik tabungan
atau simpanan dari masyarakat (Non Deposit Taking).

b. Menggunakan sumber dana dari hasil pengelolaan Dana Wakaf untuk
mendukung operasionalnya.

c. Menyediakan pendampingan dengan pembiayaan sesuai dengan prinsip
syariah.

d. Segmen pasar utama masyarakat miskin potensial produktif disekitar
pesantren.

e. Penyaluran pinjaman atau pembiayaan menggunakan pendekatan
kelompok dengan sistem tanggung renteng.

f. Para calon nasabah akan mendapat pelatihan dasar terlebih dahulu
sebelum diberikan pembiayaan.

g. Nasabah akan diberikan pendampingan secara berkala mengenai
pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga disertai
pendidikan agama.

h. Imbal hasil pembiayaan ekuivalen margin 2.5 - 3 % atau tahun.

i. Pembiayaanataupinjaman diberikan tanpa agunan.

j. Secara umum anggota dari Bank Wakaf mikro ini adalah wanita yang
kemudian di buat kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 15

sampai 25 orang yang disebut dengan halagah mingguan (halmi)
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k. Pendapatan terbesar pada LKM Syariah Bank Wakaf Mikro didapatkan
dari pendapatan non operasional yaitu dari bagi hasil deposito pada

bank syariah.

C. Evaluasi Sistem Operasional dan Pemberdayaan Bank Wakaf Mikro

Penelitian evaluatif terhadap sistem pemberdayaan Bank Wakaf Mikro ini
dilakukan di Jawa Timur khususnya pada Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava
Mandiri di Surabaya, Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barakah dan Bank
Wakaf Mikro Tebu Ireng Mitra Sejahtera di Jombang. Keseluruhan kegiatan
pengumpulan data diperkirakan akan memakan waktu selama enam bulan yang
rencananya akan dilaksanakan pada Januari sampai Juni 2019. Penelitian ini
merupakan suatu evaluasi yang berorientasi untuk melihat pelaksanaan Bank
Wakaf Mikro di Jawa Timur dan ketercapaian hasil program dengan
menggunakan pendekatan model countenans.
1. Evaluasi Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah

Bank Wakaf Mikro (BWM) Denanyar Sumber Barokah merupakan satu
dari sepuluh LKM Syariah tahap awal Program ‘“Pemberdayaan Masyarakat
melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren” yang diprakarsai oleh
Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat
dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat
Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). LKM Syariah ini didirikan di lingkungan
salah satu Pondok Pesantren di Jombang yaitu PP. Mamba’ul Ma’arif yang lebih

dikenal dengan pesantren Denanyar.
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Sampai bulan November 2019 Jumlah Nasabah yang dibiayai sebanyak
936 orang dengan pembiayaan kumulatif Rp.1.200.999.936,00 yang berasal dari
4 desa di kecamatan Jombang. Empat variabel utama sistem operasional dan
pemberdayaan pada awal bab ini menjadi landasan utama evaluasi yaitu sistem
organisasi, skema pembiayaan, kebijakan permodalan dan pemberdayaan
masyarakat sekitar pesantren.

Tahapan awal pada evaluasi model stake meliputi Instrumen anfecedents
(konteks dan input), Instrumen ini bertujuan untuk mengalisis lingkungan
program yang behubungan dengan analisis kebutuhan. Sebagaimana diungkapkan
oleh Jokowi Presiden RI ketika meresmikan BWM Denanyar Sumber Barokah
pada 18 Desember 2108, bahwa alasan utama didirikannya Bank wakaf Mikro
dilingkungan pondok pesantren yaitu pemerintah ingin mengembangkan ekonomi
umat. Pasalnya, problem yang kerap ditemui pelaku UKM ialah sulitnya
mendapat akses permodalan.'?’Alasan lain yang disampaikan oleh Jokowi
Presiden adalah Skema pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro adalah
pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp 3 juta dan margin bagi hasil
setara 3 persen pertahun. Selain itu, dalam skema pembiayaan Bank Wakaf
Mikro disediakan pelatihan wirausaha dan pendampingan serta pola pembiayaan
yang dibuat per kelompok atau tanggung renteng. Lembaga ini tidak
diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus

pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha.

127 https://bisnis.tempo.co /readatau1156603/ diakses pada 15 Juni 2019.
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Lembaga ini juga berstatus sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang
diberi izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Evaluasi  terhadap antecedents pelaksanaan  operasional dan
pemberdayaan Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah meliputi dua hal
pokok yaitu (1) evaluasi terhadap komponen antecedent (konteks). Termasuk
dalam kategori ini adalah evaluasi yang berkenaan dengan kesesuaian dan
kelayakan program dengan latar belakang program, proses sosialisasi program,
visi dan misi LKM Syariah BWM, landasan formal yang berupa peraturan di
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI dan Peraturan OJK; (2) evaluasi
terhadap komponen antecedent input. Termasuk dalam kategori ini adalah
kegiatan sosialisasi program yang dilakukan untuk memperoleh dukungan dari
pihak yang terkait, terutama pesantren dan masyarakat sekitar pesantren. Hasil
wawancara dengan responden yang berasal dari pendamping dan pengelola BWM
Denannyar Sumber Barokah, terkait dengan sistem sosialisasi maka program ini
telah disosialisasikan kepada pengelola pondok pesantren dan masyarakat sekitar
pesantren melalui kelompok muslimat, kelompok yasinan, PKK dan pertemuan

. 128
dasawisma.

Dilihat dari visi, misi dan tujuan BWM Denanyar Sumber
Barokah sudah sesuai dengan standar Organisasi dan managemen yang telah
ditetapkan LAZNAS BSM. Visi BWM Denanyar Sumber Barokah yaitu Menjadi
lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah

anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil

pengabdi Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat

128pguh, Manager BWM Denanyar Sumber Barokah, Waawancara, Jombang, 23 Mei 2019.
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manusia pada umumnya. Sedangkan misinya yaitu Mewujudkan gerakan
pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan
dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam
kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang
makmur, maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani
yang adil berkemakmuran, berkemajuan, serta makmur, maju berkeadilan
berlandaskan syari’ah dan ridha Allah SWT. Adapun Tujuan BWM Denanyar
Sumber Barokah adalah “Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya “.

Pendirian LKM Syariah BWM Denanyar Sumber Barokah dimulai dari
penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM) pada 2 Oktober 2017 yang
dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop & UKM Nomor:
005477/BH/M.KUKM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
Lembaga Keuangan Mikro Syariah “Denanyar Sumber Barokah”. Kemudian,
pada tanggal 5 Oktober 2017, Kantor OJK regional Surabaya mengeluarkan izin
usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomot: KEP — 53/KR.04/2017 tentang
Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Denannyar Sumber Barakah.

Sebulan setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, dengan komposisi 3
orang Pengurus, 2 orang Pengawas, 2 orang Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan

dibantu 4 (lima) pengelola harian, pada tanggal 6 November LKM Syariah Bank
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Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah memulai kegiatan usahanya ditandai
dengan soft launching berupa aktivitas pencairan pembiayaan kepada 15 (lima
belas) nasabah yang telah menjalani tahapan pembentukan Kelompok Usaha
Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) selama kurang lebih 7 (tujuh)
hari kerja. Per Mei 2019 , LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber
barokah telah memiliki 325 (tiga ratus dua puluh lima) nasabah dengan nilai
omset sebesar Rp. 725.000.000,- . Pada bagian sarana prasarana kebradaan kantor
di dalam lokasi pesantren merupakan hal yang paling menunjang disamping itu
juga ada standarisasi sarana prasarana dari Laznas BSM Umat untuk masing-
masing LKM Syariah Bank Wakaf Mikro berupa 2 unit komputer, 1 unit printer,
meja dan kursi kantor, brankas, 2 unit sepeda motor , slip-slip setoran dan
kelengkapan administrasi, serta software pendukung untuk pencatatan harian.
Secara umum sarana prasarana sudah memadai untuk operasional sebuah
lembaga keuangan.
2. Evaluasi Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera

Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera merupakan satu
dari sepuluh LKM Syariah tahap awal Program “Pemberdayaan Masyarakat
melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren” yang diprakarsai oleh
Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (Laznas BSM) Umat
dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat
Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). LKM Syariah Bank Wakaf Mikro ini
didirikan di lingkungan salah satu Pondok Pesantren di Jombang yaitu PP. Tebu

Ireng.
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Sampai bulan November 2019 Jumlah Nasabah yang dibiayai sebanyak
737 orang dengan pembiayaan kumulatif Rp.1.123.000.064,00 yang berasal dari
5 desa di kecamatan Diwek. Empat variabel utama sistem operasional dan
pemberdayaan pada awal bab ini menjadi landasan utama evaluasi yaitu sistem
organisasi, skema pembiayaan, kebijakan permodalan dan pemberdayaan
masyarakat sekitar pesantren.

Evaluasi  terhadap  anfecedents pelaksanaan operasional dan
pemberdayaan Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera meliputi dua hal
pokok yaitu (1) evaluasi terhadap komponen antecedent ( konteks). Termasuk
dalam kategori ini adalah evaluasi yang berkenaan dengan kesesuaian dan
kelayakan program dengan latar belakang program, proses sosialisasi program,
visi dan misi LKM Syariah BWM, landasan formal yang berupa peraturan di
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI dan Peraturan OJK; (2) evaluasi
terhadap komponen antecedent input. Termasuk dalam kategori ini adalah
kegiatan sosialisasi program yang dilakukan untuk memperoleh dukungan dari
pihak yang terkait, terutama pesantren dan masyarakat sekitar pesantren. Hasil
wawancara dengan responden yang berasal dari pendamping dan pengelola
BWM Tebuireng Mitra Sejahtera, terkait dengan sistem sosialisasi maka
program ini telah disosialisasikan kepada pengelola pondok pesantren dan
masyarakat sekitar pesantren melalui kelompok muslimat, kelompok UKM yang
berdagang disekitar pondok, PKK dan kelompok yasinan. 12 Dilihat dari visi,

misi dan tujuan BWM Tebuireng Mitra Sejahtera sudah sesuai dengan standar

129 | istya Cahyaningrat dan Dawam , Waawancara, Jombang, 24 Mei 2019.
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Organisasi dan managemen yang telah ditetapkan LAZNAS BSM. Visi BWM
Tebuireng Mitra Sejahtera yaitu Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat
dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga
mampu berperan menjadi wakil pengabdi Allah memakmurkan kehidupan
anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Sedangkan misinya
yaitu Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu
rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan
meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya
menuju tatanan perekonomian yang makmur, maju dan gerakan keadilan
membangun  struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran,
berkemajuan, serta makmur, maju berkeadilan berlandaskan syari’ah dan ridha
Allah SWT. Adapun Tujuan BWM Tebuireng Mitra Sejahtera adalah
“Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya “.

Pendirian LKM Syariah Tebuireng Mitra Sejahtera dimulai dari
penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM) pada 6 Desember 2017 yang
dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop & UKM Nomor:
0069896/BH/M.KUKM.2/1/2018 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
Lembaga Keuangan Mikro Syariah “Tebuireng Mitra Sejahtera”. Pada tanggal 11
Oktober 2017, OJK mengeluarkan izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan

dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
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Nomot: KEP-18/KR.04/2018 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi
Lembaga Keuangan Mikro Syariah Tebuireng Mitra Sejahtera.

Setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, dibawah kepemimpinan
Slamet Habib selaku Ketua Pengurus LKM Syariah yang dibantu oleh 4 (empat)
pengurus dan 5 (lima) pengelola harian, LKM Syariah Tebuireng Mitra Sejahtera
memulai kegiatan usahanya ditandai dengan sofi /aunching berupa aktivitas
pencairan pembiayaan kepada 20 (dua) puluh nasabah yang telah menjalani
tahapan pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia
(KUMPI) selama kurang lebih 5 (lima) hari kerja. Per bulan Mei 2019, LKM
Syariah Tebuireng Mitra Sejahtera telah memiliki 280 (dua ratus delapan puluh)
nasabah dengan pola pencairan pembiayaan 2 — 2 -1 dengan nilai total
pembiayaan sebesar Rp 670.000.000,-.

Pada bagian sarana prasarana kebradaan kantor di sekitar lokasi pesantren
(dibangunkan gedung sendiri oleh pengurus pondok sebagai bentuk perhatian
khusus dan berjarak sekitar 500 meter dari PP Tebu Ireng) merupakan hal yang
paling menunjang disamping itu juga ada standarisasi sarana prasarana dari LAZ
BSM Umat untuk masing-masing BWM berupa 2 unit komputer, 1 unit printer,
meja dan kursi kantor, brankas, 2 unit sepeda motor , slip-slip setoran dan
kelengkapan administrasi, serta software pendukung untuk pencatatan harian.
Secara umum sarana prasarana sudah memadai untuk operasional sebuah
lembaga keuangan.

3. Evaluasi Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri
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Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Fithrah Wava Mandiri merupakan satu
dari sepuluh LKM Syariah tahap awal Program “Pemberdayaan Masyarakat
melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren” yang diprakarsai oleh
Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (Laznas BSM) Umat
dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat
Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). LKM Syariah Bank Wakaf Mikro ini
didirikan di lingkungan salah satu Pondok Pesantren di Surabaya yaitu PP. Al
Fithrah.

Sampai bulan November 2019 Jumlah Nasabah yang dibiayai sebanyak
379 orang dengan pembiayaan kumulatif Rp.446.000.000,00 yang berasal dari 2
kelurahan di kecamatan Kenjeran. Empat variabel utama sistem operasional dan
pemberdayaan pada awal bab ini menjadi landasan utama evaluasi yaitu sistem
organisasi, skema pembiayaan, kebijakan permodalan dan pemberdayaan
masyarakat sekitar pesantren.

Evaluasi  terhadap antecedents pelaksanaan operasional dan
pemberdayaan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri meliputi dua hal
pokok yaitu (1) evaluasi terhadap komponen anfecedent ( konteks). Termasuk
dalam kategori ini adalah evaluasi yang berkenaan dengan kesesuaian dan
kelayakan program dengan latar belakang program, proses sosialisasi program,
visi dan misi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro, landasan formal yang berupa
peraturan di Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI dan Peraturan OJK; (2)
evaluasi terhadap komponen antecedent input. Termasuk dalam kategori ini

adalah kegiatan sosialisasi program yang dilakukan untuk memperoleh dukungan
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dari pihak yang terkait, terutama pesantren dan masyarakat sekitar pesantren.
Hasil wawancara dengan responden yang berasal dari pendamping dan pengelola
BWM Al Fithrah Wava Mandiri, terkait dengan sistem sosialisasi maka program
ini telah disosialisasikan kepada pengelola pondok pesantren dan masyarakat
sekitar pesantren melalui kelompok muslimat, kelompok sentra UKM, PKK dan
kelompok yasinan. B0 Dilihat dari visi, misi dan tujuan BWM Al Fithrah Wava
Mandiri sudah sesuai dengan standar Organisasi dan managemen yang telah
ditetapkan Laznas BSM. Visi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava
Mandiri yaitu Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang
kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu
berperan menjadi wakil pengabdi Allah memakmurkan kehidupan anggota pada
khususnya dan umat manusia pada umumnya. Sedangkan misinya yaitu
Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu
rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan
meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya
menuju tatanan perekonomian yang makmur, maju dan gerakan keadilan
membangun  struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran,
berkemajuan, serta makmur, maju berkeadilan berlandaskan syari’ah dan ridha
Allah SWT. Adapun Tujuan BWM Al Fithrah Wava Mandiri adalah
“Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya “.

130 Suroso, Waawancara, Surabaya, 10 Mei 2019.



197

Pendirian LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri
dimulai dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM) pada 22
September 2017 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop &
UKM Nomor: 007121/BH/M.KUKM.2/1/2018 tentang Pengesahan Akta
Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah “Al Fithrah Wava
Mandiri”. Empat Bulan kemudian, pada tanggal 24 Januari 2018, Kantor OJK
Surabaya mengeluarkan izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan
penerbitan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP —
31/KR.04/2018 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga
Keuangan Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri.

Sebulan setelah mendapatkan izin wusaha dari OJK, dibawah
kepemimpinan Ustadz Ali Sofwan Muzani, M.Pd.I selaku Ketua Pengurus LKM
Syariah yang dibantu oleh 3 (tiga) pengurus dan 3 (tiga) pengelola harian, pada
tanggal 01 Februari 2018 LKM Syariah Al Fithrah Wava Mandiri memulai
kegiatan usahanya ditandai dengan soff launching berupa aktivitas pencairan
pembiayaan kepada 15 (Lima belas) nasabah yang telah menjalani tahapan
pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia
(KUMPI) selama kurang lebih 2 (bulan) hari kerja. Per Mei 2019 LKM Syariah
Al Fithrah Wava Mandiri telah memiliki 215 (Dua ratus limabelas) nasabah
dengan pola pencairan pembiayaan 2 — 2 -1 dengan nilai total pembiayaan

sebesar Rp 515.000.000,-



198

Pada bagian sarana prasarana kebradaan kantor di sekitar lokasi pesantren
(sewa rumah di depan pesantren sekitar 50 meter dari parkiran pesantren)
merupakan hal yang paling menunjang disamping itu juga ada standarisasi sarana
prasarana dari LAZ BSM Umat untuk masing-masing BWM berupa 2 unit
komputer, 1 unit printer, meja dan kursi kantor, brankas, 2 unit sepeda motor ,
slip-slip setoran dan kelengkapan administrasi, serta software pendukung untuk
pencatatan harian. Secara umum sarana prasarana sudah memadai untuk
operasional sebuah lembaga keuangan.
4. Evaluasi Nasabah
Pada bulan Agustus 2018 telah dilakukan kunjungan (on site) nasabah ke tiga
Bank Wakaf Mikro yang diteliti, halmi yang dikunjungi meliputi :
a. Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah :
1) Halmi Mawar yang beranggotakan 15 nasabah;
2) Halmi Barrokah yang beranggotakan 10 nasabah dan;
3) Halmi Maulidah yang beranggotakan 10 nasabah.
b. Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera :
1) Halmi Sakinah yang beranggotakan 15 nasabah;
2) Halmi An Nur yang beranggotakan 15 nasabah dan;
3) Halmi Al Ikhlas yang beranggotakan 24 nasabah.
c. Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri :
1) Halmi Al Fatih yang beranggotakan 15 nasabah;
2) Halmi Ukhuwah yang beranggotakan 15 Nasabah dan;

3) Halmi Barokah yang beranggotakan 15 Nasabah.
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Ada empat variabel yang ditanyakan kepada nasabah sebagai bahan evaluasi
yaitu :
a. Akad yang digunakan Bank Wakaf Mikro.

Seluruh anggota Halmi menyampaikan bahwa akad yang digunakan
adalah akad qard. Akad ini sangat memudahkan bagi nasabah karena ketika
meminjam satu juta maka nasabah juga mengembalikan satu juta tanpa ada
tambahan. Satu lagi akad yang digunakan yaitu ju’alah berupa pendampingan
yang dilakukan oleh pengelola BWM kepada nasabah yang dilakukan secara rutin
setiap minggu. Hal ini juga dibatasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan
menetapkan fee atau ujroh pendampingan maksimal sebesar 3 % pertahun.

b. Kemanfaatan dari pembiayaan Bank Wakaf Mikro.

Implementasi pembiayaan qard di Bank Wakaf Mikro, memberikan
dampak positif kepada masyarakat sekitar Pondok Pesantren. Dana yang dikelola
secara produktif maka sangat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Hal
ini bisa dilihat dari perkembangan usaha nasabah, yang awalnya pedagang biasa
bisa berkembang baik dalam jumlah produk yang dijual maupun nasabah yang
baru memulai untuk berdagang. Nasabah yang meminjam dana ini bermacam
bidang bentuk usahanya, ada usaha dagangan keripik, kelontong, penjahit, jual
online dan pertanian. Sebelum adanya Bank Wakaf Mikro, para nasabah biasanya
mengandalkan pinjaman ke renternir dengan bunga sangat besar.

c. Pendampingan nasabah Bank Wakaf Mikro.

Pendampingan yang dilakukan oleh pengelola bank wakaf Mikro dilakukan setiap
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sepekan sekali. Agenda yang biasanya dilakukan di mulai dengan pembacaan
ikrar, pembacaan asmaul husna, pembayaran angsuran dan diskusi usaha.
d. Kendala-kendala menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro.

Sementara ini Bank Wakaf Mikro hanya memberikan pinjaman kepada
nasabah sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak OJK, karena resiko
pembiayaan tanpa agunan ini sangatlah besar. Pada tahap awal semua nasabah
hanya mendapatkan pinjaman senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan
rentang masa pinjaman antara 40-50 minggu. Sekarang dari ketiga bank Wakaf
Mikro ini telah meningkatkan pembiayaan per nasabah menjadi 2,5 juta sampai
dengan 3 juta dengan rentang waktu rata-rata masih 40 minggu walaupun ada
yang menerapkan 20-30 minggu pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra
Sejahtera.

Kendala lain yang dihadapi nasabah adalah mencari anggota kelompok
yang kompak, karena tidak jarang ditengah perjalanan pembiayaan ternyata ada
ketidakcocokan yang kemudian dapat menimbulkan masalah dikemudian hari.

5. Evaluasi Sustainibiltas program Bank Wakaf Mikro

Evaluasi sustainibilitas program Bank Wakaf Mikro dapat dilakukan
dengan melakukan simulasi selisih total pendapatan dengan total biaya pada
masing-masing Bank Wakaf Mikro. Dengan Sisa Hasil Usaha yang positif maka
Bank Wakaf Mikro dapat tetap beroperasi dan tidak tergerus biaya-biaya yang
muncul baik biaya operasional maupun biaya non operasional. Simulasi dengan
asumsi dana yang didepositokan senilai Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan

ratus juta rupiah) dan outstanding pembiayaan per November 2019 dari masing-
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masing Bank Wakaf Mikro seperti yang tertera pada tabel 3.1. Asumsi yang lain
adalah bagi hasil deposito setara dengan 4,42% pertahun, dan fee pembiayaan
dari BWM setara dengan maksimal 3% pertahun.

Tabel 4.1
Simulasi SHU BWM dengan Deposito 3,8 Milyar

Denanyar Sumber Tebuireng Mitra Al Fithrah Wava

Barokah Sejahtera Mandiri
Outstanding
Pembiayaan 279.973.568 271.460.480 87.7024.96
Pendapatan
Operasioanl/bulan 699.934 678.651 219.256
Pendapatan Non
Operasional/bulan 14.000.000 14.000.000 14.000.000
Total
Pendapatan/bulan 14.699.934 14.678.651 14.219.256
Total Biaya/bulan 13.427.800 14.871.550 14.976.000
SHU (setiap
bulan) 1.272.134 (192.899) (756.744)

Dari simulasi diatas dan dengan asumsi ada selisih antara bagi hasil

deposito dari bank dan dengan ujroh 1,42% pertahun maka dapat dipastikan Sisa
Hasil Usaha (SHU) dari masing-masing Bank Wakaf Mikro akan turun. Pada
Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah masih positif SHU nya karena ada
kebijakan dari pengelola untuk memangkas biaya maksimal sebesar 90% dari
total pendapatan. Kebijakan ini tentu tidak bisa diterapkan seterusnya ketika
jumlah nasabah yang dilayani bertambah dengan demikian akan menambah SDM
supervisor yang otomatis akan menambah biaya operasioanal.

Simulasi dengan asumsi dana yang didepositokan senilai Rp.
3.700.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) dan outstanding

pembiayaan per November 2019 dari masing-masing Bank Wakaf Mikro
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ditambah dengan Rp. 100.000.000,- dari dana deposito yang dicairkan untuk

100% pembiayaan ke anggota. Dengan asumsi total biaya yang tetap dengan

pendapatan yang turun maka dapat dipastikan SHU nya juga akan turun.

Tabel 4.2
Simulasi SHU BWM dengan Deposito 3,7 Milyar

Denanyar Sumber

Tebuireng Mitra

Al Fithrah Wava

Barokah Sejahtera Mandiri
Pendapatan
Operasioanl 949.934 928.651 469.256
Pendapatan Non
Operasional 13.631.579 13.631.579 13.631.579
Total Pendapatan 14.581.513 14.560.230 14.100.835
Total Biaya 13.427.800 14.871.550 14.976.000
SHU 1.153.713 (311.320) (875.165)
Tabel 4.3
Simulasi SHU BWM dengan Deposito 3,6 Milyar
Denanyar Sumber Tebuireng Mitra Al Fithrah Wava
Barokah Sejahtera Mandiri
Pendapatan
Operasioanl 1.199.934 1.178.651 719.256
Pendapatan Non
Operasional 13.263.158 13.263.158 13.263.158
Total Pendapatan 14.463.092 14.441.809 13.982.414
Total Biaya 13.427.800 14.871.550 14.976.000
SHU 1.035.292 (429.741) (993.586)

Dari tabel 4.3 diatas seperti halnya pada tabel sebelumnya, maka SHU

yang dihitung juga semakin berkurang. Hal ini kalo diterapkan secara terus

menerus tentu tinggal menunggu waktu operasional akan berhenti. Penerapan

kebijakan perubahan fee atau ujroh maksimal 3% pertahun memang mendesak

untuk dilakukan minimal setara dengan suku bunga KUR yang sekarang
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mencapai 6% pertahun. Tuntutan optimalisasi dana untuk memberikan layanan
sebanyak mungkin bagi nasabah tentu harus dibarengi dengan jaminan
pendapatan operasional sehingga tidak menggerus SHU Bank Wakaf Mikro.

6. Evaluasi Kepatuhan Syariah (Shariah Complience)

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan framework manajemen
resiko dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan
syariah maupun lembaga keuangan syariah non bank (koperasi, ventura).
Kepatuhan syariah (shariah compliance) juga memiliki standar internasional yang
disusun dan ditetapkan oleh Islamic Financial Service Board (IFSB) dimana
kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (corporate
governance). 131

Praktek operasional Bank Wakaf Mikro harus benar-benar dijalankan
berdasarkan prinsip syari’ah. Penerapan shariah compliance itu merupakan suatu
keniscayaan. Dengan semakin meluasnya jaringan Bank Wakaf Mikro, maka
Dewan Pengawas Syari’ah harus lebih meningkat perannya secara aktif. Selama
ini sangat banyak Dewan Pengawas Syari’ah tidak berfungsi secara optimal dalam

melakukan pengawasan aspek syariahnya.

131 |FSB adalah organisasi penetapan standar internasional, diresmikan tanggal 3 November 2002

dan mulai beroperasi pada tanggal 10 Maret 2003. Organisasi ini mempromosikan, meningkatkan
performance dan stabilitas industri jasa keuangan Islam dengan menerbitkan standar global prinsip
kehati-hatian dan panduan bagi industri secara luas yang mencakup perbankan, pasar modal dan
sektor asuransi. Standar disusun oleh IFSB mengikuti proses hukum yang dituangkan dalam
Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Standar/Pedoman, yang meliputi penerbitan draft paparan
dan penyelenggaraan lokakarya dan jika diperlukan, dengar pendapat publik. IFSB juga
melakukan inisiatif penelitian dan koordinat pada isu-isu terkait, serta roundtables, seminar dan
konferensi bagi regulator dan pemangku kepentingan industri, Islamic Financial Service Board
(IFSB), Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic
Financial Services, Desember 2009, 3.
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Secara struktur organisasi yang sudah memenuhi jumlah standar Dewan
Pengawas Syariah pada koperasi syariah adalah Bank Wakaf Mikro Denanyar
Sumber Barokah dan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri, masing-
masing sudah mempunyai 2 (dua) orang DPS. Sedangkan Pada Bank Wakaf
Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera jumlah DPS nya masih 1 (satu) orang. '
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan fasilitasi secara bertahap kepada
DPS Bank Wakaf Mikro untuk mendapatkan pelatihan sekaligus mendapatkan
sertifikat DPS dari DSN MUI melalui DSN Institut. Dari Tiga Bank Wakaf
Mikro yang diteliti pada disertasi ini, semua DPS sudah mendapatkan sertifikat
dari DSN MUI.

Sedangkan untuk akad yang digunakan oleh masing-masing BankWakaf
Mikro, dikarenakan tidak ada penghimpunan dana maka sementara yang ada
adalah akad pembiayaan. Akad Pembiayaan yang digunakan adalah akad qard
berupa pinjaman kepada nasabah dan akad ju’alah dengan fee atau ujroh yang
ditetapkan maksimal 3% pertahun. Pelaksanaan dua akad ini pada masing-masing
Bank Wakaf Mikro relatif mudah untuk dilaksanakan dan sudah sesuai dengan

fatwa DSN.

132 permenkop No. 11 Tahun 2017 Pasal 15 ayat 2 “Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 2
(dua) orang dan minimal 1 (satu) orang wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan
Pengawas Syariah dari DSN-MUI dan atau sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh
lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan”.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1.

Sistem operasional Bank Wakaf Mikro (BWM) yang telah diteliti pada 3
(tiga) lembaga di Jombang dan Surabaya pada opesionalnya berbeda dari
LKM Versi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Hal ini membuat

LKM Syariah BWM mempunyai kateristik tersendiri, diantaranya adalah

a. Tidak diperkenankan menghimpun dan mengelola dana baik tabungan
atau simpanan dari masyarakat (Non Deposit Taking).

b. Menggunakan sumber dana dari hasil pengelolaan Dana Wakaf untuk
mendukung operasionalnya.

c. Menyediakan pendampingan dengan pembiayaan sesuai dengan prinsip
syariah.

d. Segmen pasar utama masyarakat miskin potensial produktif disekitar
pesantren.

e. Penyaluran pinjaman atau pembiayaan menggunakan pendekatan
kelompok dengan sistem tanggung renteng.

f. Para Calon nasabah akan mendapat pelatihan dasar terlebih dahulu

sebelum diberikan pembiayaan.
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g. Nasabah akan diberikan pendampingan secara berkala mengenai
pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga disertai
pendidikan agama.

h. Imbal hasil pembiayaan ekuivalen margin 2.5 - 3 % pertahun.

i. Pembiayaanataupinjaman diberikan tanpa agunan dengan menggunakan
akad qard dan jua’alah.

Sedangkan untuk sistem pemberdayaan yang digunakan dalam
operasional Bank Wakaf Mikro ini menggunakan model Grameen Bank yang
dimodifikasi. Secara umum anggota dari Bank Wakaf mikro ini adalah wanita
yang kemudian di buat kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 15 sampai
25 orang yang disebut dengan halagah mingguan. Dalam halaqah mingguan ini
kemudian dibuat kelompok-kelompok lebih kecil lagi terdiri atas 5 orang yang
disebut kumpi (kelompok usaha mikro pesantren indonesia). Sebelum ibu-ibu
tersebut mendapatkan pembiayaan maka terlebih dahulu wajib mengikuti
pelatihan wajib kelompok (PWK) yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari
berturut-turut dengan maksud untuk memberikan pembekalan terkait program ini
sekaligus membangun komitmen dan soliditas.

2. Kesimpulan yang diperoleh mengenai komponen-komponen evaluasi yang
diteliti dalam penelitian evaluatif terhadap sistem operasional LKM Syariah
Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah, Bank Wakaf Mikro Tebu Ireng
Mitra Sejahtera dan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri pada Aspek
Antecedent (kontek dan input), Komponen Transaction (proses) dan pada Aspek

Outcomes (hasil) semuanya sudah sesuai dengan pedoman yang telah dibuat oleh
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun kebijakan teknis yang dikeluarkan oleh
Laznas BSM. Bagi nasabah tentu program pemberdayaan ini sangat memebantu
karena ujroh atau fee yang di kenakan sangat terjangkau (maksimal 3% pertahun)
namun bagi kelangsungan operasional Bank Wakaf Mikro tentu ini menjadi
ancaman. Secara perlahan jumlah SHU yang bisa disisihkan oleh Bank Wakaf
Mikro akan mengalami penurunan bahkan pada dua Bank Wakaf Mikro SHU
masih belum positif sampai dengan tutup buku 2019. Hal ini akan mempengaruhi
keberlangsungan program dimasa yang akan datang. Perlu kebijakan khusus
untuk membuka kran penghimpunan dana dari masyarakat, perubahan batas
maksimal ujroh dan juga penambahan modal bagi Bank Wakaf Mikro. Sedangkan
pada evaluasi kepatuhan syariah ketiga Bank Wakaf Mikro sudah menerapkan
akad-akad yang sesuai dengan fatwa DSN hanya secara struktur ada Bank Wakaf
Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera yang perlu menambah jumlah Dewan Pengawas
Syariah (DPS) nya sehingga dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan Permen
Koperasi dan UKM No. 11 tahun 2017.
B. Implikasi Teoretis dan Keterbatasan Studi
1. Implikasi Teoretis
Kesimpulan yang dipaparkan di atas membawa beberapa implikasi teoretis
sebagai berikut :

Pertama, lahirnya Bank Wakaf Mikro di Indonesia merupakan sebuah
fenomena baru dalam tata lembaga keuangan syariah karena memadukan antara
lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi, dengan ijin

operasional LKMS dari OJK dan sumber permodalannya menggunakan dana



208

wakaf. Pada parkteknya lembaga ini juga tidak seluruhnya menggunakan regulasi
OJK maupun Kementerian Koperasi dan UKM RI sehingga perlu dibuatkan
regulasi khusus dari pemangku kepentingan.

Kedua, temuan disertasi ini terutama dalam hal pemberdayaan
masyarakat merupakan pengembangan dari konsep Hernando De Soto dalam
mengatasi kemiskinan. Menurut De Soto cara untuk meningkatkan akses orang
miskin dalam memperbaiki kehidupannya, diantaranya akses informasi,
pendidikan dan akses modal usaha. De Soto memaparkan cara mudah untuk akses
modal usaha adalah memberikan legalisasi atas aset-aset masyarakat miskin
sehingga masyarakat miskin dapat masuk serta bersaing dalam sistem ekonomi
pasar. Pada disertasi ini ditemukan pengembangan untuk akses modal usaha bagi
masyarakat miskin adalah melalui Bank Wakaf Mikro yang tidak memerlukan
agunan. Sebagai jaring pengaman pada BWM ini maka dibuatlah modifikasi

model grameen bank yang diterapkan dengan akad syariah.

2. Keterbatasan Studi

Kesimpulan-kesimpulan dan implikasi teoretis yang dihasilkan oleh studi
ini masih sangat terbuka untuk dikritisi dan direvisi, karena disadari bahwa studi
ini masih mengandung beberapa keterbatasan, baik teoretis maupun metodologis.
Penelitian ini dilakukan dalam setting yang penuh dengan keterbatasan, baik
subjek jumlah sasaran maupun topik permasalahan. Terlebih penelitian ini
bersifat kualitatif fenomenologis sehingga tidak bisa dijadikan generalisasi pada
semua bentuk penelitian. Dari sisi fokus permasalahan belum sampai menyentuh

kepada nasabah atau anggota BWM yang diteliti. Karena itu, masih terdapat
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ruang terbuka bagi peneliti lain yang berminat meneliti serupa yaitu tentang

dampak munculnya BWM terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

sekitar pesantren.

C. Saran-saran

Berdasarkan kajian tersebut di atas, penting di sini dikemukakan beberapa saran

sebagai berikut:

1. Perlu disusun kurikulum pendampingan yang komprehensif sehingga pengelola
dapat memberikan pendampingan secara runut dan tidak jenuh.

2. Perlu memberikan masukan kepada pihak regulator terutama OJK, ketika
program ini hanya mengandalkan bagi hasil deposito untuk menutupi biaya
operasional maka pada batas waktu tertentu posisi SHU pasti akan minus.
Batasan margin atau fee maksimal 3% pertahun perlu segera di revisi sehingga
LKM Syariah BWM bisa punya alternatif pendapatan selain bagi hasil
deposito,

3. Perlu variasi produk selain qard dan ju’alah sehingga anngota BWM
mempunyai banyak pilihan jenis pembiayaan.

4. Berkenaan dengan nama Bank Wakaf Mikro maka perlu segera didorong agar
BWM mengurus sertifikat nadzir dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).

5. Perlu evaluasi tentang proporsi bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri yang
selama ini nominalnya antara Rp. 14.000.000,00 sampai R. 15.000.000,00 agar
dapat ditingkatkan mengingat sumber pendapatan utama dari Bank Wakaf

Mikro ini malah justru berasal dari pendapatan non operasional. Ada beberapa
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lembaga keuangan mikro syariah yang sanggup memberikan bagi hasil lebih

besar dari yang telah diberikan oleh BSM tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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